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PENGANTAR

makalah-makalah yang  dipresentasikan dan didiskusikan

pada forum Konferensi Nasional Sejaran IX yang berlangsung
tanggal 5 sampai 8 bulan Juli 2011 di Jakarta. Makalah-makalah
yang dipilih dalam buku ini adalah yang berhubungan dengan topik
sebagaimana termaktub dalam judul buku ini, Historitas Kebangsaan
dan Demokrasi: Historiografi, Pendidikan Sejarah dan Genre.
Dalam judul ini terangkum pengertian bahwa kebangsaan atau
nasionalisme sebagai fondasi tegaknya Negara Kesatuan Republik
Indonesia (NKRI) berkembang dalam sejarah, mulai dari kesadaran
tentang konsep diri dan lian, tumbuh menjadi kesadaran kebangsaan
dan cita-cita kemerdekaan. Untuk mencapai cita-cita itu perjuangan
dan strateginya harus dirumuskan, dan ketika kemerdekaan itu tercapai,
masalah penataan negara dan pemerintahannya berdialektika antara
demokrasi sebagai konsep universal dengan ekologi sosial budaya
sebagai realitas lokal.

B uku yang ada di hadapan pembaca sekalian ini diangkat dari

Dialektika itu menghasilkan dinamika sistem kekuasaan yang
berubah, tetapi dalam perubahan itu konsep demokrasi dipakai terus
menerus, walaupun praktiknya berbeda-beda. Dari demokrasi liberal
berubah menjadi demokrasi terpimpin, lalu demokrasi Pancasila hingga
sekarang demokrasi tanpa embel-embel dalam semangat reformasi,
konsep kebangsaan tetap relevan. Ketika sistem kekuasaan disebut
demokrasi liberal, kebangsaan adalah pengikat bermacam-macam
identitas primordial, ketika sistem demokrasi terpimpin dan demokrasi
Pancasila diterapkan kebangsaan adalah ideologi dan alat kekuasaan.
Kebangsaan dikooptasi oleh kekuasaan, dipupuk dari kesadaran
kesejarahan menjadi ideologi untuk menopang dan memperkokoh
kekuasaan. Dan di masa kini kebangsaan seakan kehilangan maknanya
ketika konsep supremasi hukum menjadi pilar bagi sehatnya
demokrasi.

Sebetulnya kebangsaan atau nasionalisme tetap relevan dalam
kondisi apapun, tetapi pelemahan yang sekarang terjadi merupakan
akibat atau efek dari dijadikannya kebangsaan sebagai ideologi yang
pemaknaannya didominasi kekuasaan selama 38 tahun (dari dekrit
1959 sampai reformasil998). Karena sistem kekuasaan membentuk
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negara hegemonik, dan demokrasi yang diatasnamakan kekuasaan itu
membelenggu kemerdekaan, maka kebangsaan yang larut bersamanya
turut tercelup dalam citra negatif itu. Apa lagi ketika sistem itu
berujung pada krisis multi dimensional, maka kebangsaanpun dirasakan
ikut bertanggungjawab atasnya. Ketika inilah dirasakan pentingnya
pendidikan sejarah, bukan saja untuk membangkitkan kembali
kesadaran kebangsaan yang telah kehilangan maknanya melainkan
terutama untuk generasi muda yang masa depannya masih panjang
yang berarti juga masa depan NKRI. Kalau dahulu kebangsaan dipakai
untuk menghidupkan perjuangan kemerdekaan, kini kebangsaan dipakai
untuk mengisi dan memelihara kemerdekaan sehingga negara bangsa
yang dengan susah payah diperjuangkan itu tidak hanya tetap eksis,
melainkan bertambah maju dan berdaya saing tinggi di era globalisasi.
Dengan begini kebangsaan adalah jiwa yang harus tetap terpelihara.
Globalisasi tidak menyebabkan rasa kebangsaan hilang, tetapi dibutuhkan
untuk meningkatkan daya saing.

Agar pendidikan sejarah mampu menciptakan kesadaran sejarah
yang otentik, sejarah harus ditulis secara benar, objektif, ilmiah dan
memperkokoh kebangsaan Indonesia. Walaupun demikian, sejarah
tidak hanya ditulis atas nama kebangsaan dalam skup nasional, elitis,
dan politis, tetapi juga memperhitungkan factor lokal, arus bawah dan
multidimensional. Tetapi sejarah lokal harus menghindarkan diri dari
pandangan etno sentris dan regional sentris yang cenderung dipakai
untuk menciptakan identitas lokal supaya dapat membenarkan klaim
dan legitimasi atas kekuasaan daerah karena kepentingan golongan atau
elite tertentu. Sejarah dipakai untuk membenarkan klaim etnik dan kultur
tertentu atas nama hak memperoleh kekuasaan, dengan mengabaikan
kepentingan bangsa dan negara secara luas. Jadilah sejarah yang demikian
itu sebagai sejarah daerah dalam pengertian politik, bukan sejarah lokal
sebagaimana dimaksudkan oleh ilmu sejarah.

Pendidikan sejarah di sekolah semestinya memiliki otonomi
tersendiri, lepas dari pencampurannya dengan ilmu lain. Dengan otonomi
itu sejarah tidak terbandingkan dengan ilmu lain, sehingga konsentrasinya
dapat menimbulkan minat dan pengaruhnya terhadap pembangunan
karakter, karena bagaimananpun pendidikan sejarah tidak hanya untuk
menumbuhkan kesadaran sejarah, tetapi juga membangun karakter.
Pendidikan sejarah selama ini tidak memperoleh perhatian dari peserta
didik lantara terbandingkan dengan sosiologi, geografi dan demografi,
disamping penulisan bahan ajar sejarah dan metode pembelajaran yang
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monoton. Karena itu sangat penting untuk mengembangkan strategi
pedagogi dan pemanfaatan teknologi baru yang terus bertumbuh dan
merebut minat masyarakat luas. Itulah tekonologi media dan informatika.
Karena itu, pendidikan sejarah kalau ingin merebut perhatian peserta anak
didik semestinya memanfaatkan juga kemajuan teknologi itu.

Pendidikan sejarah yang dapat menumbuhkan karakter bangsa
dan rasa kebangsaan adalah pendidikan sejarah yang bebas dari perpektif
kolonialisme. Ketika awal masa kemerdekaan sejarah Indonesia masih
ditulis dengan pengaruh yang kuat dari sejarah yang ditulis oleh sejarawan
Belanda yang perpektifnya memperlakukan bangsa anak negeri sebagai
pelengkap sejarah mereka, maka diperlukan emansipasi sejarah dari
pandangan kolonialis itu. Kesadaran muncul agar bangsa Indonesia menulis
sejarahnya sendiri, yaitu sejarah yang memerankan bangsa Indonesia
sebagai pelaku, ditulis dari dalam perpektif orang Indonesia sendiri,
disamping mengikuti kaidah-kaidah penulisan sejarah kritis, akademis dan
memiliki visi teoretis yang dikembangkan sendiri oleh bangsa Indonesia.
Maka lahirlah sejarah dengan pendekatan Indonesia sentris. Sejarah dengan
pendekatan Indonesia sentris inilah yang diharapkan dapat membentuk
bangsa yang berkarakter dan memiliki kesadaran kebangsaan yang kuat.

Tetapi sejarah memang bukan hanya dipakai untuk pendidikan. la
adalah ilmu pengetahuan yang pada sifat dasarnya harus terus berkembang.
Karena itu masa demi masa, ilmu sejarah terus berkembang. Perkembangan
itu menuju diferensiasi dan kedalaman isi, baik isu yang menjadi subjek
kajiannya, metodologinya maupun lapis sosial yang menjadi sasaran telaah
ilmu ini. Ada sejarah genre baru, disamping yang telah lama berkembang
semisal sejarah sosial, sejarah sastera dan sejarah kebudayaan, juga lahir
yang baru: sejarah maritim, sejarah hukum, sejarah lingkungan, dan juga
sejarah total. Tentu ada lagi sejarah-sejarah lainnya yang sekarang mungkin
sedang bersemi dan yang akan berkembang pada masa yang akan datang.
Sebagai sejarawan kretivitas dituntut untuk melahirkan sejarah-sejarah
genre baru dan menjadi pelaku dalam perkembangan itu. Tetapi buku ini
tidak hanya untuk pemerhati sejarah dan sejarawan. Sebagai bahan bacaan,
buku ini ditujukan untuk semua pembaca, apapun latar belakang perhatian
dan profesinya.

Editor




= HISTORITAS KEBANGSAAN DAN DEMOKRASI:
Historiograh. Pendidikan Sejarah dan Genre




HISTORITAS KEBANGSAAN DAN DEMOKRASI:
Historiografi, Pendidikan Scjarah dan Genre

 SAMBUTAN |

DIREKTUR SEJARAH DAN NILAI BUDAYA

PO .

Dengan rasa syukur kepada Allah SWT Buku Historitas
Kebangsaan dan Demokrasi Historiografi, Pendidikan Sejarah
dan Genre dapat diterbitkan. Buku ini merupakan kumpulan makalah
Konferensi Nasional Sejarah2011. Diterbitkannyabukuini sebagai upaya
publikasi hasil konferensi agar dapat dibaca oleh khalayak yang berminat
pada sejarah. Penerbitan ini juga merupakan bentuk dokumentasi ide-ide
yang tertuang dalam Konferensi Nasional Sejarah 2011, dari para penulis
yang sebagian besar berasal dari kalangan akademisi.

Kumpulan makalah dalam buku ini membahas berbagai tema
yang berkenaan dengan Sejarah Indonesia (historisitas). Tema mengenai
kebangsaan dan demokrasi merupakan tema yang selalu menarik untuk
dibahas dalam kerangka kesejarahan, yang berkaitan erat dengan
pertumbuhan nasionalisme dan rasa cinta tanah air. Kita dapat bercermin
pada perjalanan sejarah demokrasi di Indonesia, sampai sejauh mana
kehidupan berbangsa kita sudah dapat dinilai semakin demokratis.

Perkembangan historiografi Indonesia juga semakin berkembang
sejalan dengan makin banyaknya penelitian dan penulisan sejarah lokal.
Setiap daerah memiliki pengalaman dan peristiwa sejarahnya sendiri yang
menjadi bagian dari sejarah nasional kita. Penulisan sejarah (historiografi)
Indonesia menjadi semakin bervariasi dan semakin kaya dibandingkan
penulisan sejarah pada masa 20 tahun yang lampau.

Historiografi ini berkaitan erat dengan tema makalah berikutnya
berkenaan dengan pendidikan sejarah. Pendidikan sejarah berkaitan
erat dengan pembangunan karakter dan identitas kebangsaan. Berbagai
peristiwa bersejarah menjadi bagian dari pendidikan untuk generasi
muda untuk memahami sejarah bangsanya, dan dapat digunakan untuk
menamamkan rasa cinta tanah air. Bagaimana upaya yang harus dilakukan
agar sejarah menjadi satu hal yang menarik perhatian generasi muda dan

QIO .
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tidak hanya sekedar berkaitan dengan angka tahun dan peristiwa, tapi lebih
jauh lagi pada kenapa satu peristiwa terjadi dengan pembahasan yang
kritis dalam bentuk paparan yang diharapkan dapat menarik perhatian
generasi muda.

Genre dalam sejarah menjelaskan berbagai macam tema dalam
penulisan sejarah melalui berbagai peristiwa sejarah, seperti sejarah lokal,
sejarah lisan, sejarah poliitk dan pemerintahan dan tema sejarah lainnya.

Semoga upaya pendokumentasian kumpulan makalah ini dapat
membawa manfaat khususnya bagi generasi muda dan khalayak yang
menaruh minat pada sejarah bangsanya sendiri. Buku ini diharapkan
dibaca secara luas oleh masyarakat Indonesia layaknya sebuah album
perjalanan bangsa Indonesia.

Jakarta, November 2013

Direktur Sejarah dan Nilai Budaya

Endjat Djaenuderajat
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dan Disfungsi Kelembagaan Negara

SEDIONO M. P. TJONDRONEGORO
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

cbagai seorang penulis yang bukan sejarawan yang kebetulan
lahir pada tahun pemantapan Sumpah Pemuda, kesadaran saya
mengenai pentingnya scjarah merupakan warisan orang tua dan
nenek moyang. Masa pendewasaan dengan tumbuhnya usia membawa
saya melintasi tiga zaman, yakni masa penjajahan Belanda, pendudukan
tentara Jepang, dan masa kemerdekaan ketika Republik Indonesia diakui

sebagai negara berdaulat oleh dunia internasional hingga kini.

Oleh karena latar belakang tersebut, pandangan dan kesan pribadi
saya yang berdasarkan ingatan dan catatan tidak selalu menaati premis
[Imu Sejarah. Banyak pandangan dan penafsiran yang dikemukakan
bersifat pribadi. Setelah dewasa dan dapat mempelajari ilmu-ilmu politik,
ckonomi, sejarah dan hukum beberapa negara besar di dunia, semakin
tumbuh kesadaran pada diri saya bahwa I[lmu Sejarah dapat diartikan
sebagai guru yang memberikan contoh bagaimana suatu bangsa dapat

mendirikan negara dan mengarahkan pertumbuhannya.

Boleh dikatakan, inilah yang kini sedang dilakukan oleh bangsa
Indonesia. Oleh karena itu, sangat besar harapan saya terhadap
penyelenggaraan Kongres Nasional Sejarah ini untuk memperoleh
kesimpulan dan hasil yang mampu menyumbangkan saran bagi kemajuan
bangsa dan negara yang lebih terhormat. Tantangan yang kita hadapi
jelas amat besar, dan untuk mengatasinya memerlukan tekad, kesatuan

dan perjuangan bangsa yang jauh dari ringan. Tetapi inilah yang dihadapi

generasi muda pada dasawarsa awal abad ke-21.
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KEDEWASAAN MENAMBAH KESADARAN

Mengalami menjadi anak zaman ketika bangsa ini masih di bawah
pemerintahan Belanda, bahkan menerima pendidikan dasar dalam
ranah kebudayaan Barat, bukan saja mempengaruhi sudut pandang dan
pengalaman hidup saya, tetapi semakin menyadari adanya pelapisan sosial
(onder geschiktheid) dalam masyarakat. Persepsi saya tentang orang Jawa
berkulit cokelat pada umumnya setingkat lebih rendah daripada warga
berkulit putih dulu belum ada istilah “orang bule.” Namun, andaikata istilah
itu sudah dikenal pada waktu itu, jangan coba-coba mengucapkannya di

depan umum.

Pandangan saya dapat lebih maju karena sejak kecil menjadi anak
angkat keluarga Manado bernama Dubois yang diperlakukan setingkat
(geljkgesteld) warga Belanda, dan menjabat Direktur Volkskrediet Bank
(sejak 1946 menjadi BRI) di Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Jawa
Tengah. Ayah kandung saya menjabat Asisten Wedana (setingkat camat
sekarang) dan berpendidikan Hoogere Burgerschool (HBS, setingkat SMA
sekarang) sehingga hubungan dengan pejabat Belanda seperti controleur,
asisten residen, kesan saya, lebih leluasa dan mudah. Mungkin faktor itulah
yang memudahkan saya juga diterima di sekolah dasar Belanda karena
bahasa Belanda juga sudah didengar sejak kecil di lingkungan keluarga
inti.

Selama masa Sekolah Dasar (Europese Lagere School, 1933-40)
sampai awal sekolah lanjutan (HBS, 1940—42), saya boleh dikatakan
menerima bekal kebudayaan Barat. Bahasa yang digunakan pun bahasa
Belanda dan ditambah bahasa Perancis di sekolah lanjutan, kemudian
menyusul Inggris. Latar belakang itu memudahkan saya setelah lulus dari
SMA di Jakarta pada 1948 diterima di Politiek Sociale Faculteit Universiteit
van Amsterdam pada 1950.

- ‘. N ‘
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Bekal penguasaan beberapa bahasa asing dan memahami ciri-ciri
budaya Barat itu saya rasakan sebagai modal yang sangat bernilai untuk
memahami pertumbuhan dan pasang-surut perkembangan sosial-politik di
beberapa negara di dunia dari waktu ke waktu. Mungkin ini juga sedikit

sumbangan kepada pemakaman saya atas Ilmu Sejarah.

Pckerjaan ayah di jajaran pamong praja zaman penjajahan, ketika
masth menjabat Asisten Wedana, mcmbuat berpindah-pindah dari satu
kota kecil ke kota kecil lain sehingga saya ikut melihat dan memperhatikan
kchidupan penduduk desa. Kota-kota kecil seperti Bawang di kaki Gunung
Slamet, Lasem di tepi laut dekat Rembang, dan Ndero di wilayah hutan
jati, Kabupaten Ngawi, meninggalkan kcsan pada saya tentang kehidupan
orang desa yang “primitif” dan miskin. Banyak penduduk desa hidup

hanya dengan segobang (2,5 sen) sehari.

Rasanya ingatan itu bertahan sampai saya menjadi pemuda. dan
keinginan memperbaiki nasib orang desa tersebut menjadi tujuan hidup.
Ungkapan yang sering diucapkan ayah kepada saya adalah (ot s verbetering
atau perbaikan nasib. Beliau juga sering berkata, “Ingat hu de-mu Kartini.”
Sebenarnya gagasan yang sckarang dikenal sebagai “gender” sudah
disadari bahkan dijalankan oleh Bu De Kartini pada abad yang lampau.

Intinya, laki-laki dan perempuan harus berkedudukan sctara.

KESADARAN NASIONALISME TUMBUH

Sebagai pemuda sekolah menengah yang sering mendengar cerita
tentang ramalan Jayabaya, tetapi juga memperoleh bekal bahasa Belanda
vang memadai, saya mampu membaca buku Cohen Stuart, De Volksraad
en de Regeerings verklaring (1938); H. Coljn, Koloniale vraagstukken van
heden en morgen (1928); Douwes Dekker, Een natie in de maak; D. M. G.
Koch, Om de vrijheid (1950); L. N. Palar, De Indonesische beweging en

Jupan; Soekarno, Indonesié klaagt aan (1931); Syahrazad (Sutan Sjahrir),
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Indonesische overpeinzingen (1955), dan lain-lain. Berbagai bacaan itu

semakin menambah pengertian saya tentang kolonialisme.

Tulisan para pejuang nasionalis serta Proklamator Bung Karno dan
Bung Hatta waktu itu belum tersebar. Misalnya surat-surat Soekarno ketika
ditahan di Penjara Sukamiskin, Bandung, baru diketahui setelah 1945.
Demikian pula dalam masa pendudukan Jepang tidak banyak tulisan para
pejuang dan intelektual yang dapat dibaca, juga karena sensor sangat keras.
Pada 1952, buku George McTurnan Kahin, Nationalism and Revolution in
Indonesia terbit dan beredar luas ketika itu saya sudah mulai kuliah di

Universiteit van Amsterdam.

Dari jarak jauh setelah meninggalkan Tanah Air, saya berkesempatan
merenungkan kembali pengalaman di negara sendiri sehingga timbul aneka
pemikiran. Menengok dan mengingat kembali periode 1940-45, sejak
Perang Il menyebar dari Eropa sampai Asia, tidak salah jika Indonesia
“memilih™ Jepang meski negara fasis untuk bergabung sementara guna
menggusur penjajah asal Eropa dan Amerika dari bumi Asia. Indonesia
menjadi negara ketiga di kawasan Asia yang memproklamasikan
kemerdekaannya lebih dulu dari India, Pakistan dan negara-negara tetangga

lain di Asia Tenggara.

Sebagai pemuda sekolah menengah pada 1940, saya melanjutkan di
HBS Malang. Masa pendidikan yang secharusnya lima tahun terhenti ketika
tentara Dai Nippon (Rikugun) menduduki seluruh Jawa dan melarang serta
menutup semua sckolah Belanda. Pada 1943, barulah dibuka Sekolah
Menengah Pertama di Jakarta. Antara Mei 1942 sampai awal 1943 sekolah
di Prapatan dan Manggarai dibuka. Saya memilih melanjutkan sekolah di
SMP Negeri | Prapatan.

Sebagian kurikulum berubah. Bahasa Indonesia dan Jepang

menggantikan bahasa Perancis dan Inggris di HBS dulu. Suatu tambahan

yang khas dalam pendidikan pada masa pendudukan Jepang adalah
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disiplin dan latihan ketentaraan. Setiap pagi, sebelum pelajaran dimulai,
murid-murid melaksanakan upacara mengerek bendera Dai Nippon dan

membungkuk badan sebentar ke arah Tokyo.

Yang penting saya rasakan adalah hidup berdisiplin dalam barisan
lebih terarah di sekolah Jepang bila dibandingkan dengan keteraturan di
sckolah Belanda. Bersekolah menengah antara 1943—45 di Jakarta, dan
kemudian di Surabaya, seperti menumbuhkan jiwa kemiliteran pada
dir1 saya. Dalam barisan kemiliteran (gakutotai), saya berperan scbagai
komandan regu (buntai) dan disarankan mengikuti latihan judo melawan
perwira-perwira kaigun (Angkatan Laut Jepang). Barangkali pengalaman
ini turut memperkuat niat saya menjadi perwira Angkatan Laut di kemudian
hari, juga karena kesadaran bahwa luas laut di Nusantara lebih lapang

dibandingkan daratan pada ribuan pulau besar dan kecil.

Saat belajar di SMP dan awal Sekolah Menengah Teknik (1944—45),
saya didekati suatu gerakan rahasia yang menurut keterangan dipimpin
Sutan Sjahrir dan beberapa aktivis seperti Soedjatmoko, Soedarpo,
Soebadio, dan lain-lain. Kelompok pemuda aktivis tersebut sudah
mendengar tentang kekalahan tentara Jepang di Pasifik (Rabaul, Morotai,

bahkan Papua), melalui pemancar radio gelap.

Pemikiran progresif tentang sosialisme di Indonesia sebenarnya
bukan tanpa benih, karena pada zaman penjajahan pun H. J. F. M. Sneevliet
mendirikan Organisasi Sosial Demokrasi (Indische Sociaal Democratische
Organisatie, 1914) sebagaimana dilaporkan oleh Robert van Niel
(1960:123). Oleh karena itu bagi Sutan Sjahrir yang lama menempuh studi
di Negeri Belanda, sosialisme bukan sesuatu yang tabu. Ketimpangan
sosial dalam masyarakat Hindia Belanda yang menjadi perhatian Sneevliet

sama sekali tidak disetujuinya dan ditentangnya lewat gerakan politik.

Berita tentang kekalahan Jepang di Pasifik yang kemudian disusul

dengan pengeboman atom oleh Amerika Serikat di Hiroshima dan
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Nagasaki mendorong kami para pemuda mempersiapkan diri menyambut
hari kemerdekaan. Setelah pecah perlawanan. pada September—Oktober
1945, kami menghadapi pasukan Inggris pimpinan Jenderal Mallaby di
Surabaya. Bung Karno datang mendamaikan di Surabaya dan diterima
oleh Wali Kota Soedirman. Tentara Inggris mundur sampai ke pelabuhan
Tanjung Perak dan lapangan udara Morokrembangan, tetapi semua itu
untuk mempersiapkan serangan berikut pada 10 November. Tentara marinir
Belanda pun masuk kembali dan kami terpaksa meninggalkan Surabaya

untuk melanjutkan perlawanan di Mojokerto dan Pandaan.

Hingga Aksi Militer 1947, tentara Belanda menembus Malang
schingga satuan-satuan tentara kita bergerilya dari luar kota. Ini bukan saja
timbul di Jawa Timur tetapi juga di Jawa Tengah dan Jawa Barat. Oleh
karcna luka cacat, saya hanya membantu di markas Trip (Tentara Pelajar).
tidak di lapangan dan garis depan medan pertempuran. Menjelang akhir
1947 saya dinonaktifkan dari tugas kemiliteran dan kembali ke bangku

sekolah di Jakarta hingga 1948.

Mengingat kembali masa lebih dari 60 tahun yang lalu tetap
meninggalkan kesan kuat pada diri saya tentang persatuan bangsa, dengan
pengorbanan yang tak terbayang sekarang. Di Surabaya, Pemuda Hizbullah
hanya dengan bambu runcing atau rakeari sebagai senjata melawan tentara
Ghurka yang bersenjata stengun dan mitrailleur atau senapan mesin.
Hidup atau mati demi kemerdekaan seperti bukan masalah atau pilihan
di kalangan pemuda tersebut menghadapi keadaan ketika Jepang kalah

perang melawan Sekutu pada 6 Agustus 1945.

Setelah Proklamasi Kemerdckaan Indonesia di Jakarta pada 17
Agustus 1945, tentara Inggris masuk ke beberapa kota di Jawa untuk
membebaskan bangsa Eropa yang ditawan dan melucuti senjata tentara

Jepang yang masih tersisa. Jelas pula kepentingan ekonomi Inggris dan

=
=

Belanda mengamankan perusahaan besar mereka seperti Internatio,

Borsumij, Shell, dan lain-lain.
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Kami, para pemuda, melakukan perlawanan terhadap Tentara
Inggris termasuk batalyon Gurkha yang masuk ke Surabaya dalam bulan
September—Oktober 1945. Kemudian perlawanan kami berlanjut terhadap
serangan kedua pada awal November, dan menang, sehingga menjadikan
Surabaya sebagai kota pahlawan. Tidak kurang karena Bung Tomo melalui
berbagai organisasi pemuda memimpin perlawanan. Jelas, gerakan
revolusioner ini didukung oleh Polisi Istimewa eks Tentara Peta dan Divisi
VII di bawah Jenderal Soengkono yang pernah memberontak di atas kapal

Zeven Provincien milik Belanda.

MEMAHAMI ILMU SEJARAH

Sudah umum diterima bahwa Ilmu Sejarah mengandung pemikiran
dan penafsiran dasar atas terjadinya peristiwa serta peranan manusia
yang terlibat maupun memimpin di dalamnya dalam berlanjutnya waktu.
Kesadaraninidalampengalaman penulisjugadiprasyaratioleh pengambilan
jarak waktu sehingga bila seseorang dapat mengingat kembali peristiwa
dan kejadian di masa silam semakin jelas artinya dan pengaruhnya. Mulai
dimengerti, misalnya, Sutan Sjahrir (1909—66) menulis /ndonesische
overpeinzingen dan atau mendengar kisah-kisah tentang Tan Malaka

(1949) yang melawan tatanan penjajahan Belanda.

Perbedaan perlakuan antara warga Belanda dan bangsa asing lain
dengan bangsa pribumi semakin disadari. Di sekolah dasar, Europeesche
Lagere School, sebagai contoh, murid pribumi jauh lebih sedikit
dibandingkan dengan murid Belanda totok dan Indo. Murid pribumi pun
dibedakan menurut lapisan masyarakat karena perbedaan penguasaan
bahasa Belanda. Kaum priyayi diberi prioritas. Ujian penguasaan
bahasa Belanda, seperti untuk bahasa Inggris sekarang, belum diadakan;

Inlandsche Scholen (sekolah pribumi) menggunakan bahasa daerah. Di

sekolah dasar pribumi, Hollandsch-inlandsch School, mulai digunakan
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bahasa campuran dengan bahasa Belanda. Tidak mengherankan di Jawa
timbul sekolah Taman Siswa karena kaum priyayi pun menyadari bahwa
pendidikan putra-putri Indonesia yang kurang menguasai bahasa Belanda

harus berlangsung.

Tidak mengherankan mengapa timbul kesadaran bahwa penduduk
harus dimajukan bukan hanya di bidang pendidikan. Budi Utomo (atau
Boedi Oetomo) didirikan pada 1908, berikut Sarekat Islam pada 1912 yang
menuntut peranan lebih besar dalam pendidikan, juga dalam perekonomian

menghadapi perusahaan Tionghoa dan pemerintahan (de Jong 2004).

Tan Malaka di Minangkabau melancarkan kritik dan protes terhadap
sistem kolonialisme. Memang tidak terlepas dari kesadaran mengapa
timbul Marxisme sebagai jalur protes atau kapitalisme yang mengakibatkan
kolonialisme. Gerakan kiri tersebut, walau bagaimanapun, mempercepat
lahirnya negara kesatuan Republik Indonesia. Marxisme yang pada
dasarnya menentang kapitalisme yang juga menyebabkan kolonialisme di
Asia dan mengakibatkan eksploitasi kaum buruh dan petani, juga timbul

setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia.

Sementara itu, jelas bahwa partai-partai politik Islam mengutuk
pandangan Marx yang menyebutkan bahwa agama adalah opium atau
candu untuk rakyat. Mereka menentang partai-partai komunis. Kedatangan
Muso dari Uni Soviet yang mendukung Partai Komunis Indonesia hingga
pemberontakan 1948 di Madiun mendapat perlawanan dari kaum muslim
pada umumnya. Akhirnya, sctelah peristiwa Gerakan 30 September 1965,
PKI beserta organisasi di bawah naungannya dinyatakan terlarang di negara
Pancasila yang menerima Ketuhanan scbagai dasar persatuan negara yang

multietnik.

Boleh dikatakan kebangunan politik di Indonesia dimulai sejak Politik
Etis pada awal abad ke-20, yang ditanggapi oleh Boedi Oetomo, kemudian

Sarekat Islam yang sejak awal melawan perusahaan Tionghoa (de Jong
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2004: 12) yang dimanfaatkan oleh pemerintah kolonial Belanda. Pada 1912
itu pula partai politik pertama yang berani melawan pemerintah, Indische
Partij, didirikan oleh Douwes Dekker (de Jong 2004:11); juga mendapat
dukungan dari Tjipto Mangoenkoesoemo dan Soewardi Soerjaningrat.
Keanggotaannya menunjukkan lebih banyak orang Indo (sekitar 5500
orang) dibandingkan Indonesia (1500 orang). Jelas telah timbul perlawanan
yang mengakibatkan beberapa tokoh partai IP dibuang ke pulau-pulau lain

di Indonesia pada 1913.

Perkembangan tersebut mendorong pemerintah kolonial mendirikan
Volksraad pada 1918 sehingga suara berbagai kelompok dapat ditampung.
Kebetulan saya mempunyai paman, yakni Pak De Sosrohadikoesoemo,
yang menjadi anggota Volksraad sehingga sebagai murid sekolah dasar
dapat sedikit mengikuti perdebatan politik dalam Volksraad—melalui
cerita Pak De itu. Pembentukan Volksraad (de Jong 2004: 28) disepakati
Parlemen Belanda (1916) dan didirikan di Batavia pada 1918, bersifat
badan penasihat, beranggotakan 35 wakil yang dipilih oleh Gubernur
Jenderal atau mendapat persetujuannya. Memang sistem pemilihan umum
belum ada, tetapi pada 1927 jumlah anggota ditambah hingga 60 orang
sehingga baik pribumi maupun warga Asia lain (Tionghoa dan Arab) yang

tergolong penduduk diwakili, di samping anggota berbangsa Belanda.

Setelah menempuh pendidikan SMP (1942-45) dan SMA (1945—48),
walau terputus-putus dan mampu memahami perkembangan politik, saya
memilih studi politik dan sosial setelah bebas tugas sepenuhnya dari Trip.
Kebetulan ada kesempatan belajar ke Negeri Belanda setelah Konferensi
Meja Bundar (1949). Kebetulan pula pada waktu itu saya tidak dapat
mencapai cita-cita semula yang ingin menjadi perwira Angkatan Laut
karena cacat seumur hidup akibat pertempuran melawan Belanda semasa

dalam jajaran Trip Jawa Timur.

Seperti telah disebutkan, saya memilih studi di Politiek Sociale

Faculteit, yang merupakan fakultas ketujuh dalam naungan Universiteit
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van Amsterdam, yang didirikan pada 1947. Universiteit van Amsterdam
sendiri didirikan padal632. Di antara tiga jurusan (sectie), saya memilih
yang mempunyai kurikulum Ilmu Politik, Ekonomi, Hukum, Sejarah
Internasional, dan Sosiologi. Hal itu saya rasakan sebagai kombinasi
yang bukan hanya menyumbang kepada pengertian tentang Indonesia
masa pra-kemerdekaan, tetapi juga kepada visi perkembangan negara
kesatuan Republik Indonesia ke masa depan. Buku-buku wajib yang harus
saya pelajari menyumbang banyak pemikiran antardisiplin. Khususnya
dalam ilmu politik, saya memperoleh pemahaman tentang perkembangan
masyarakat sebelum mengenal demokrasi, dan di bidang ekonomi sosialis

diperoleh pengertian mengenai aliran-aliran di bidang tersebut.

Untuk memperdalam pengertian serta pemahaman politik dan
sejarah, selama kuliah saya membaca antara lain buku Commins dan
Linscott (1947). Dari bacaan itulah saya memahami istilah-istilah /iberty,
social contract, civil government, civil disobedience sampai communist
manifesto, dan lain-lain. Dalam ilmu sejarah, saya mempelajari filsafat

sejarah dari Hegel (1770-1831).

Konsep-konsep dalam kedua ranah ilmu tersebut menunjukkan
selain pertumbuhan ideologi juga menjelaskan hubungannya dengan Ilmu
Ekonomi sehingga bacaan wajib mencakup buku-buku klasik seperti Adam
Smith, The Wealth of Nations yang mendasari kapitalisme, dan A. Marshall,
Principles of Economics. Buku Marshall ini benar-benar mempunyai
cakupan ilmu yang luas dan multidisipilin karena menghubungkan
pemikiran Ilmu Biologi Herbert Spencer (1890-1903) melalui falsafah
scjarah Hegel sampai prinsip matematika dalam Teori Kekayaan Cournot
(1801-77), ahli filsafat dan matematika. Edisi pertama buku Marshall yang
terbit 1890 jarang ditemukan sebagai bacaan wajib di fakultas ekonomi

tahun1950-an, termasuk di beberapa negara Eropa Barat.

Analisis multidisiplin itu perlu kita kembangkan di sini. Dalam ranah

[Imu Ekonomi, M. Gide dan M. Rist—keduanya guru besar Perancis awal
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abad ke-20—mengupas teori ekonomi mulai dari kaum physiocrar sampai
Adam Smith dan Karl Marx. Doktrin scjarah tokoh-tokoh tersebut memang
hebat dan sampai sekarang berguna untuk diajarkan guna merumuskan
sintesa. Sebelum Smith dikenal dengan teori ekonominya, di Perancis pun
sudah ada penulis seperti Turgot (1726-81) yang menulis tentang falsafah

ckonomi.

Pada dasarnya pemikir ilmu ekonomi bertolak dari permasalahan
pertanian dan sumber daya alam sejak Zaman Physiocrat sampai David
Ricardo menghubungkan masalah nilai tanah dengan penguasaan tanah
(1772—-1817). Di ranah [lmu Sejarah, kecuali tentang sejarah umum seperti
karya A. J. Toynbee, banyak sejarawan yang menekuni perkembangan
Indonesia sejak Revolusi seperti Kahin (1952) yang telah disebutkan,
kemudian banyak lagi yang menganalisis dari sudut pandang sosiologi
(W. F. Wertheim, 1959), politik (Herbert Feith), dan sejarah (Taufik
Abdullah).

PENGALAMAN DAN PENGERTIAN MODEL PEMBANGUNAN

Hingga sckarang ada tiga atau empat negara besar yang sejak abad ke-
19/20 memberikan contoh yang menarik mengenai pengalaman sejarahnya.
Yang pertama di belahan Barat, yakni Amerika Serikat dan Soviet Rusia,
sedangkan di Asia adalah Jepang dan Tiongkok. Sebelum negara-negara
tersebut berdiri, di Eropa Barat abad pada ke-18 telah lahir negara dengan
tatanan demokrasi pertama setelah tergulingnya Raja Louis XIV sehingga
meluluhkan feodalisme. Lapisan menengah yang bukan keluarga ningrat
atau bourgeoisie maju ke depan yang dibantu kaum buruh dan petani sejak

Revolusi Perancis 1789.

Ekonomi perdagangan mulai berkembang di bawah pimpinan kaum
hourgeoisie tersebut. Perdagangan yang berkembang juga membutuhkan

bahan mentah dari wilayah jajahan Perancis di Afrika Timur dan Utara.




HISTORITAS KEBANGSAAN DAN DEMOKRASI:
Historiogral, Pendidikan Scjarah dan Genre

Namun, setelah tatanan demokrasi berlangsung sekitar 59 tahun, kaum
buruh dan tani yang merasa membantu kaum hourgeoisie dalam Revolusi
tidak diberi peran sesuai harapan mereka sehingga timbul pemberontakan
Februari 1848 atau Brumaire. Ada sejarawan menafsirkan bahwa kaum
buruh dipengaruhi oleh ideologi Marxis. Terpadunya pemberontakan
memang mempertahankan sistem liberal ekonomi walaupun demokrasi
juga membiarkan Partai Sosial Demokrasi (Karl Kautsky 1891) terus
hidup. Memang Partai Sosial Demokrat muncul di Jerman lebih dulu dan
memperjuangkan nasib para buruh lebih gigih. ldeologi ini menyebar
ke Perancis hingga Negeri Belanda sehingga pernah diadakan kongres

beberapa negara Eropa Barat yang menyetujui prinsip kedaulatan rakyat.

Perbaikan nasib buruh melalui suatu “revolusi ekonomi” mulai populer
dan pertentangan antarlapisan masyarakat terjadi. Di Negeri Belanda, pada
1895 dirumuskan program perjuangan yang menuntut hak memilih yang
sama bagi laki-laki dan wanita, sampai melarang dan menarik kembali
monopoli atas perusahaan industri. Ada pula usul melarang penjualan tanah
negara kepada kaum partikelir. Tanah dinasionalisasi dan pembangunan
di provinsi maupun kotamadya harus dilakukan oleh negara. Di antara
12 program perjuangan yang dirumuskan Partai Nasional Demokrat
Belanda termasuk bahasa dan jam kerja yang pelaksanaannya sama bagi
buruh laki-laki dan wanita. Setelah partai buruh, Sociaal-democratische
Arbeiderspartij, cukup kuat dan didukung banyak anggota, diadakan
rapat di berbagai kota secara berkala. Perbaikan nasib dan pengurangan
kemiskinan serta kesenjangan jelas cepat menimbulkan keadaan yang

berlawanan antarlapisan masyarakat.

Itulah pelajaran bagi Indonesia untuk menghindari peluang tersebut
terlebih setelah Reformasi 1998 ketika kebebasan politik dan ekonomi
bertambah longgar. Pemerintah otoriter yang berlangsung selama Orde

Baru semakin dirasakan lebih tertib karena korupsi, kolusi dan nepotisme

masih lebih terkendali.
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Contoh lain adalah Amerika yang sebelum diresmikan menjadi
Amerika Serikat pada 1776 juga masih menjadi jajahan Inggris. Benua
Amerika yang ditemukan Colombus pada 1492 boleh dikatakan sudah
dipengaruhi Inggris sejak awal abad ke-17 karena banyak migran datang
ke Virginia dan wilayah lainnya. Bahkan di Kepulauan Karibia, Inggris
sudah berkembang dan berpengaruh di sana. Proklamasi kemerdekaan oleh
Thomas Jefferson pada 1776 melahirkan Amerika Serikat setelah tentara
Inggris dikalahkan pada 19 April 1775. Namun, rupanya kemenangan dari
Inggris ini—yang menguntungkan kaum bourgeoisie—belum memecahkan

penderitaan dan pengangguran pada lapisan masyarakat bawah (Presser
1947: 56).

Beberapa presiden Amerika Serikat yang memerintah sejak
proklamasi negara itu, termasuk Lincoln dan Monroe, belum mampu
menyeimbangkan perkembangan ekonomi antara negara bagian di utara
dan di selatan. Negara bagian utara lebih maju di bidang industri dan
menyerap tenaga kerja kaum Negro dari selatan yang masih lebih agraris.
Ketimpangan ekonomi di Utara dan Selatan ini akhirnya mengobarkan

perang saudara antara 1860-65.

Di Carolina Selatan terdapat perkebunan padi yang menderita
kekurangan pekerja Negro yang memilih lari ke Utara. Juga pendatang
dari Afrika semakin berkurang. Pertikaian Utara-Selatan boleh dikatakan
disebabkan oleh perkembangan industri dan perdagangan di utara yang
merugikan perkebunan dan ketersediaan tenaga kerja atau perbudakan.
Akhirnya pertentangan tentang perbudakan mencuat schingga timbul
perbedaan antara utara yang progresif dan selatan yang mempertahankan

perbudakan.

Kependudukan di Amerika Serikat mencerminkan perbedaan ras.
Orang Indian merupakan penduduk asli, sedangkan Inggris, Tionghoa,
Jepang, Mexico dan Negro adalah pendatang. Yang tampak terkemuka

adalah penduduk berkulit putih yang merupakan mayoritas, sedangkan
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orang kulit hitam berada pada lapisan bawah. Dengan pengangkatan
Barack Obama menjadi presiden berkulit hitam yang pertama kesetaraan

bangsa seperti berkembang lebih baik.

Negara Barat ketiga yang mengalami perubahan struktur secara
radikal adalah Rusia. Di bawah Tsar, Rusia termasuk negara berpola feodal
yang menempatkan kaum ningrat berkuasa. Namun, gerakan Marxis
berhasil mengubah struktur sosial melalui pergulatan politik yang keras.
Tiga tokoh, yakni Trotsky, Lenin dan Stalin, memperjuangkan perubahan
struktur politik yang lebih meningkatkan peranan rakyat dalam ekonomi.
Dengan menerapkan teori Karl Marx, mereka berjuang meningkatkan

kesejahteraan dan peranan politik lapisan bawah.

Meski demikian, terdapat perbedaan pendapat antara Trotsky di satu
pihak dan Lenin dan Stalin di pihak lain. Komunisme, menurut Trotsky,
hanya dapat diterapkan melalui Revolusi Sedunia, sedangkan Lenin dan
Stalin berdalih dapat dimulai di satu negara besar seperti Rusia yang
berpenduduk multietnik. Perbedaan tersebut akhirnya menjadi perjuangan
politik yang mengakibatkan kematian Trotsky di Meksiko.

Proklamasi berdirinya Negara Uni Soviet terjadi pada 1917 oleh Lenin
di kota St. Petersburg, yang kemudian diubah menjadi Leningrad. Presiden
pertama yang memimpin negara itu adalah Joseph B. Stalin. Sebagian
wilayah Uni Soviet berada di di daratan Eropa dan sebagian lainnya di
Asia Barat. Ideologi komunisme negara itu menentang ekonomi kapitalis
dan liberal, dan ingin menggantinya dengan ekonomi yang dikendalikan
oleh negara yang lebih adil dan memperbaiki nasib lapisan bawah. Dalam
sistem ekonomi kapitalis itulah lapisan bawah menderita karena, menurut
Adam Smith, ekonomi kapitalis membenarkan persaingan bebas antar-
pengusaha sehingga yang berhasil atau kuat akan mendapat keuntungan
lebih banyak.

Bila dibandingkan dari sudut kehidupan beragama, Amerika Serikat
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lebih memberikan kebebasan daripada Uni Soviet. Ideologi komunisme
di Uni Soviet melarang agama dalam politik sesuai dengan pendapat
Karl Marx yang melihat agama sebagai opium bagi rakyat. Meski ada
kebebasan beragama dan pengelompokan mazhab yang dianut berbagai
ras di Amerika Serikat, hal itu tidak menonjol dalam pembentukan partai
politik. Berbeda dengan di Indonesia yang pernah berdiri Partai Masyumi,
kemudian Nahdatul Ulama, disusul Partai Amanat Nasional, Partai
Keadilan Sejahtera, dan lain-lain, pada masa kini. Di Negeri Belanda,

gejala itu disebut splinter partijen atau pecahan partai.

Saya mengetahui hal itu karena pernah menjadi penyebar pamfiet
partai politik semasa kuliah di Negeri Belanda sambil mencari tambahan
uang saku. Saat terjadi pertikaian Belanda versus Republik Indonesia
mengenai nasib Nieuw Guinea atau Irian Barat pada 1960, saya (ketika
itu sudah bergelar doktorandus) sempat bertemu dengan beberapa fraksi
parlemen di Den Haag. Tidak tampak partai agama kecil “pecahan” di
sana. Penganut Katolik bersatu dalam Katholieke Volkspartij, sedangkan
kaum Protestan tersebar di berbagai partai politik. Hanya ada satu partai
yang didukung mayoritas Protestan, yakni Antirevolutionaire Partij, yang
justru menyetujui penyerahan kedaulatan New Guinea kepada Republik
Indonesia, bersama Partij van de Arbeid dan Communistische Partij van
Nederland. Artinya, “pecahan partai” yang berbasis suatu agama dalam
praktik politik praktis malah tidak efektif.

ASIA BANGKIT

Kebangkitan negara di benua Asia tidak saya pelajari secara khusus,

tetapi scbagai pembanding saya tertarik membaca tentang reformasi dan

revolusi seperti yang terjadi di Jepang pada zaman Restorasi Meiji Tenno
(1868-1912) dan di Tiongkok (1942-35). Kedua negara mengusahakan

modernisasi dan industrialisasi dari tahap agraris, bahkan ekonomi
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Tiongkok sejak awal abad ke-20 dikuasai perusahaan asing besar, melawan

Inggris, Amerika dan Jepang di Shanghai dan Manchuria.

Pertambahan jumlah penduduk yang pesat dan perkembangan
menuju industrialisasi serta modernisasi di bawah Meiji Tenno mendorong
Jepang melakukan ekspansi ke negara Asia lain. Negara itu menduduki
Korea dan Manchuria di daratan Tiongkok dan turut meluaskan Perang
Dunia II di Eropa ke Asia. Dalam pemerintahannya menerapkan ideologi
fasisme, dan penguasaan militer. Jepang juga menjatuhkan bom di
Pearl Harbour milik Amerika Serikat di Kepulauan Hawaii. Selanjutnya
mereka menyerbu ke Asia Tenggara, termasuk Hindia Belanda yang kala
itu masih dikuasai Belanda. Meski demikian, sebagian penduduk Jawa
yang percaya pada ramalan Jayabaya tetap optimistis karena pendudukan
Jepang menurut ramalan itu hanya akan berlangsung “seumur jagung.”
Dan benar, masa pendudukan Jepang berakhir setelah bom atom Amerika
Serikat menghancurkan Hiroshima dan Nagasaki sehingga memaksa
Jepang menyerah. Sekalipun kalah perang, Jepang sudah memiliki modal
industri yang berharga, sehingga kemajuannya hampir setingkat negara
industri Barat bahkan mampu bersaing dalam beberapa bidang seperti

industri mobil, elektronika, dan energi nuklir.

Berbeda dari pola pembangunan Jepang, Tiongkok setelah bangun
menuju nasionalisme mutakhir di bawah Sun Yan Sen (1912) disaingi oleh
Partai Komunis Tiongkok di bawah Mao Tse Tung. Sebagai anak petani
yang cukup kaya, Mao juga memperhatikan pembangunan sektor pertanian
dan menghentikan pengaruh dominan ekonomi Barat melalui penghapusan

daerah konsesi negara Barat di Kota Shanghai.

Revolusi Tiongkok pimpinan Mao Tse Tung (1893—-1976) sebenarnya
sudah berawal pada 1924 dan Partai Komunis juga sudah memegang
peranan penting dalam tiga tahap, yakni 1924-27, 1927-36, dan 1936-45

masa melawan Jepang. Revolusi pecah karena Partai Komunis Tiongkok

sejak awal melawan imperialisme negara asing dan kekuatan feodal di
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dalam negeri. Partai Komunis Tiongkok (PKT) yang didukung kaum
proletariat juga memimpin kaum tani, borjuis kecil dan massa penganggur
ke masa depan yang lebih baik. Mao menulis, “Only the proletariat and
the Communist Party can lead the peasantry, the urban petty bourgeousue

and the bourgeoisie . . . to the path of the victory” (Mao Tse Tung 1963).

Singkatnya PKT bertujuan memperbaiki nasib lapisan masyarakat
yang masih menderita dan menduduki kota-kota serta menjangkau daerah
yang semakin luas. Dengan bantuan Tentara Merah dilakukan Reformasi
Agraria (1931-34). Setelah berbagai kesulitan dapat diatasi, mulai 1935
PKT dengan bantuan Tentara Merah semakin mencapai hasil perjuangan
yang sesuai dengan strategi mereka. Kemenangan Tentara Merah dari
Tentara Kuomintang di bawah Chiang Kai Shek mengalami tahapan

perjuangan selama sepuluh tahun.

PEMBANGUNAN DAN PERUBAHAN STRUKTUR SOSIAL

Sejak awal strategi PKT dengan Tentara Merah bertujuan memperbaiki
nasib proletariat dan petani kecil karena itu Reformasi Agraria dilaksanakan
di daerah yang sudah mereka kuasai. Di beberapa provinsi seperti Kiangsi,
Sinchuan, Yungshin, Wanan, Ningkong, dan lain-lain, tuan tanah besar
menguasai 60—80 persen tanah pertanian sehingga mayoritas petani kecil

dan buruh tani terjerumus dalam pengangguran (Mao Tse Tung 1963).

Partai Komunis menguasai wilayah yang semakin luas sehingga
mengalahkan Tentara Kuomintang. Sebutan Tentara Merah berubah nama
menjadi Tentara Pembebasan Rakyat pada 1946. Setelah rakyat Tiongkok
dibebaskan dari imperialisme Amerika Serikat dan Perang Dunia Il berakhir,
PKT melanjutkan strategi pembangunannya dengan membenahi struktur
agraria di pedesaan. Bukan hanya pembagian tanah yang lebih merata,
tetapi juga pembentukan satuan usaha tdni yang lebih besar. Koperasi

pertanian didirikan dan kolektivitas dilaksanakan sehingga diperoleh unit

usaha yang lebih besar.
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Sejak awal Revolusi Tiongkok beranggapan bahwa kekuasaan lapisan
tuan tanah besar tidak dapat dihindari selama imperialisme negara asing
menguasai Tiongkok karena mereka adalah dasar dari imperialisme (Mao
Tse Tung I11: 88-89). Lapisan bourgeois dibagi atas “borjuis besar” dan
“borjuis kecil.” Borjuis besar memantaatkan imperialisme sehingga yang
kecil menderita di daerah pertanian. Petani kaya dan tuan tanah merupakan
lapisan setengah-feodal yang hanya 5 persen dari penduduk pedesaan yang
menguasai 60—80 persen luas tanah pertanian. Ketimpangan inilah yang
harus diubah melalui Koperasi Tani sehingga produksi bertambah dan
hasilnya dapat dibagi lebih merata (Mao Tse Tung I11: 98).

Petani miskin dan buruh tani yang merupakan 70 persen penduduk
pedesaan akan berperan lebih aktif dan akan diperbaiki kehidupannya
melalui Reformasi Agraria. Nasib kaum proletariat di perkotaan yang
masih mempunyai hubungan erat dengan para petani di daerah pedesaan
juga perlu dibantu melalui kerja sama dengan borjuis kecil yang aktif di
sektor perdagangan dan industri kecil.

Setelah Perang Dunia II berakhir, Revolusi Tiongkok baru mencapai
tahap “hourgeois democratie” dan belum “proletarian socialist”—
walaupun tahap ini merupakan prasyarat untuk mencapai bentuk negara
sosialis yang memerangi ketimpangan antarlapisan sosial. Perkembangan
ini sesual dengan apa yang diidamkan Sun Yan Sen pada 1912, sesuai
Manifesto Kongres Nasional Kuomintang 1924. Apa yang diimpikan
Mao Tse Tung bahwa setelah revolusi politik dan ekonomi selesai, juga
berlangsung revolusi budaya. Semua itu untuk mewujudkan bentuk new
democracy yang berbeda dari pengertian demokrasi di negara Barat (Mao
Tse Tung I11: 109).

RETROSPEKSI

Sejak kedatangan VOC (Vereenigde Oost-Indische Compagnie)
hingga kemerdekaan, Indonesia boleh dikatakan mengalami pemerintahan

liberal ekonomi. Pada masa pemerintahan kolonial (1830-1942),
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perekonomian bercorak kapitalistik, kemudian tiga tahun pemerintahan
fasis Jepang, dan periode politik ekonomi yang masih mantap atau sedang

mencari tatanan yang sesuai dengan falsafah dasar Pancasila.

Beberapa cendekiawan Indonesia yang lahir pada awal abad ke-
20 seperti Soekarno (1901-70), Mohammad Hatta (1902—-80) dan Sutan
Sjahrir (1906-66), yang kemudian berperan penting pada masa menjelang
dan setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, tentu mengamati
peristiwa kelahiran beberapa negara besar seperti Uni Soviet, Tiongkok
Nasional di bawah Sun Yat Sen, dan meningkatnya peranan Jepang sejak
1930. Perkenalan terhadap berbagai ideologi politik atau Weltanschaung
dunia, tentu membawa pemahaman mereka bahwa kapitalisme Barat
menimbulkan kolonialisme, faktor timbulnya perlawanan komunisme dan

sosialisme, yang juga menyulut nasionalisme.

Kata pengantar H. Roeslan Abdulgani dalam kumpulan pidato
Bung Karno berjudul Amanat Penderitaan Rakyat menjelaskan bahwa
dua karangan dalam buku itu, “Indonesia Menggugat” dan “ Mentjapai
Indonesia Merdeka,” Bung Karno menganalisis secara tajam mengenai
penderitaan dan kesengsaraan rakyat Indonesia dengan menggunakan
pendekatan Marxisme. Dari analisis itu timbul teori yang mendasari
gerakan perjuangannya yang disebut Marhaenisme. Tampaknya, lahirnya
pandangan itu bukan sekadar karena pertemuan Bung Karno dengan
seorang petani di Jawa Barat bernama Marhaen. Tiga tahun kemudian,
dalam Mentjapai Indonesia Merdeka (1933), Bung Karno menegaskan
arti Marhaenisme, dan melalui karya ini pula ia menjelaskan arti sosio-
nasionalisme dan sosio-demokrasi dalam perjuangan mewujudkan

Indonesia Merdeka.

Perhatian Bung Karno di luar bidang keahliannya memang perlu kita
tiru dan kembangkan. Bahkan seorang guru besar sejarah berkebangsaan

Belanda yang sangat terkenal, Jan Romein, menulis bahwa sebagai seorang

insinyur dan arsitek, Bung Karno sangat mendalami bacaan tentang
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Marxisme, tetapi pemikirannya jauh dari komunisme. “Zeer belezen in de
Marxistische literatuur zij het verre van communistisch,” tulis Romein.
Intinya adalah bahwa Indonesia Merdeka harus mampu memperbaiki
nasib kaum papa sesuai dengan lima sila dalam Pancasila yang lahir dari
pemikiran Bung Karno pada awal Juni 1945. “Segenap rakyat hendaknya
bertuhan secara kebudayaan, yakni dengan tiada egoisme agama. Dan

hendaknya negara Indonesia satu negara yang bertuhan.”

Kembali dari studi di Eropa selama lebih dari satu dasawarsa, Mei
1963, saya teringat bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara
menunjuk Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia seumur hidup
(Kapitsa dan Maletin 2009: 252). Namun, mengejutkan tidak lama setelah
itu terjadi peristiwa Gerakan 30 September 1965. Sikap perwira tinggi
ABRI terhadap Presiden Soekarno terpecah menjadi kelompok pendukung
dan penentang. Singkat kata, masa pemerintahan Soekarno berakhir akibat
tragedi peristiwa itu. Jenderal Soeharto tampil sebagai presiden baru yang

menyebut pemerintahannya sebagai Orde Baru sejak 1966.

Pada awal Orde Baru, tampak gejala kepemimpinan militer yang
menonjol sehingga banyak pihak khawatir akan timbul dominasi militer.
Di Eropa pada awal abad ke-20 gejala serupa itu diikuti munculnya gerakan
politik yang dikenal sebagai fasisme dan membentuk negara totaliter, seperti
[talia di bawah Mussolini, dan Jerman di bawah Hitler. Ciri fasisme yang
totaliter adalah mendukung pimpinan negara yang diktatorial dan menolak
keberadaan partai politik dalam dewan perwakilan rakyat. Kepemimpinan
fasis jelas menolak tatanan demokrasi, sosialisme dan liberalisme, dan

karena itu dilawan oleh banyak negara di dunia.

Bila dibandingkan, sifat dan gaya pemerintahan Orde Baru pada
dasarnya tidak banyak berbeda dengan Orde Lama yang digantikannya.
Jika pada masa Orde Lama dikenal “Demokrasi Terpimpin” di bawah
kendali penuh Soekarno, maka pada masa Orde Baru terjadi dominasi

militer di bawah komando Soeharto. Boleh dikata keduanya sama-
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sama “tegas” dalam politik pemerintahannya. Perbedaan yang menonjol
mungkin terletak dalam politik ekonomi yang selama Orde Baru lebih
terpengaruh oleh kapitalisme dan liberalisme. Pertumbuhan bourgeoisie
Indonesia lebih pesat pada masa Orde Baru yang terlihat pada munculnya
puluhan pengusaha besar seperti keluarga Bakrie, Ibnu Sutowo, Soedono
Salim, hingga keluarga Soeharto sendiri seperti Mbak Tutut, Bambang
Trihatmodjo, Tommy, dan masih banyak lagi (Globe Asia 2008). Sebagian
pengusaha besar tersebut sebenarnya telah berkembang sebelum Orde Baru.
Artinya struktur politik dan ekonomi liberal sudah lama bertumbuh dan
efeknya menyuburkan praktik korupsi. Di negara besar semisal Amerika
Serikat, gejala seperti itu sudah diketahui umum paling tidak sejak abad
ke-19 (Presser 1951).

Di negara “semuda” Indonesia pun gejala korupsi sudah lama
terdengar tetapi pemberitaan melalui media massa lebih meluas setelah
Reformasi (1998). Judul-judul berita atau laporan di surat kabar dan
majalah yang menyeramkan seperti “Lumbung (Bulog) Penuh Tikus,” “Wis
Bobrok,” “Ketika Maling Kuras Kekayaan Negara,” “Dana Non-Budgeter
dan Pertamina,” dan lain-lain, menyadarkan publik betapa semrawutnya
negeri kita. Bisa ditambahkan bahwa dalam Pemilihan Umum 1999 pun
korupsi dana Komisi Pemilihan Umum nyaris melibatkan semua partai
peserta Pemilu (Kompas, September 2002; lihat juga artikel Sediono
M. P. Tjondronegoro, “Dari Kolonialisme sampai Materialisme,” Suara
Pembaruan, Agustus 2010).

Pluralisme partai politik dewasa ini juga melemahkan Dewan
Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Bahkan
ketegasan pemerintah pusat juga terkikis karena kabinet presidensial
dilemahkan oleh perwakilan terlalu banyak partai politik dalam DPR
ataupun DPRD. Ditambah dengan praktik korupsi di lingkungan parlemen

yang tidak kalah dahsyatnya dengan kalangan birokrasi, maka benarlah apa

yang pernah disimpulkan oleh Teuku Jacob (2004), guru besar Universitas
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Gadjah Mada, bahwa usaha kita membangun demokrasi jauh dari berhasil,
malah timbul kleptokrasi. Demokrasi yang kita impikan ternyata hanya

democrazy seperti yang diplesetkan oleh para aktivis.

Dari sudut pandang dan analisis sosiologi, gejala dan praktik korupsi
tersebut bisa dilihat sebagai melemahnya nilai-nilai sosial (values) yang
mempengaruhi moralitas manusia pada umumnya sehingga perbuatannya
pun tidak terkendali lagi oleh adat atau undang-undang serta peraturan.
Dari segi agama, perilaku koruptif itu bisa dilihat sebagai ketidaktaatan
manusia pelaku korupsi terhadap nilai-nilai suci yang terkandung dalam
Alquran dan Hadis. Dalam situasi moral seperti itu, mudah sekali timbul

anarki dan lemah hukum dalam masyarakat (Nabiel F. Almusawah 2007).

Untuk menganalisis situasi masyarakat Perancis abad ke-19, sosiolog
Emile Durkheim memperkenalkan istilah anomie. Istilah itu sendiri sudah
dikenal sejak 1591 dan sering dihubungkan dengan bidang teologi abad ke-
17 dalam arti ingkar terhadap hukum, lebih khusus divine law atau hukum
ketuhanan. Durkheim menggunakan istilah itu dalam penelitian klasiknya
mengenai bunuh diri (suicide) pada 1897. Ahli-ahli sosiologi abad ke-20

seperti C. R. M. Mac Iver mengartikan istilah anomie lebih luas.

Situasi anomie bukan saja menunjukkan lemahnya penerapan hukum,
tetapl warga masyarakat sudah terlepas dari akar-akar moralitasnya
sehingga perilaku dan kepentingan pribadi dan kelompok sangat menonjol.
Di Indonesia, gejala dan kecenderungan itu terlihat dan terasakan setelah
Reformasi 1998. Untuk melengkapi pemahaman, di sini dikutip definisi
social capital yang erat terkait pada moralitas bangsa dan yang sudah
melemah sampai di tingkat nasional—dan sebagai warga negara yang
mengalami perjuangan fisik, hal itu saya rasakan sangat menyedihkan,
“Define social capital broadly as the institution, relationships, attitudes
and values that govern interactions among people and contribute to

economic and social development.”
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Akibat kebingungan dan kelemahan berperilaku sesuai norma hidup
dalam masyarakat mutakhir—dan bukan adat lagi—terjadilah perilaku yang
tidak sesuai, dengan fatwa agama sekalipun. Modal sosial yang mencakup
sistem “panutan” dalam kebudayaan Indonesia juga membutuhkan waktu
untuk berubah menjadi kepemimpinan demokratis yang ditaati oleh jauh

lebih banyak warga negara.

Melemahnya pegangan pada norma adat untuk menaati perundang-
undangan dan peraturan publik sangat mempermudah timbulnya korupsi,
khususnya di kalangan birokrasi negara. Begitu pula prinsip yang
mendasari pemikiran dan teori pendekar ekonomi Adam Smith, survival of
the fittest, atau yang kuat akan bertahan, jelas mempunyai relevansi yang
erat dengan perbuatan korupsi. Di Indonesia, gejala tersebut sebenarnya
sudah berlangsung sejak lama, terutama pada masa Orde Baru, hanya
saja belum banyak dibahas secara terbuka. Media massa kala itu tidak

menyebarkan berita-berita tentang korupsi.

Keterbukaan dalam membongkar gejalakorupsi, kolusi,dannepotisme
seperti yang ditunjukkan Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan
langkah yang sangat patut dihargai. Namun, efektivitas pemberantasannya
masih perlu banyak waktu. Hanya tindakan tegas dan hukuman mati akan

dapat mengurangi perbuatan korupsi yang paling merugikan masyarakat.

PERUBAHAN PELAPISAN SOSIAL

Sebelum kemerdekaan, orang kaya pribumi hampir tak diketahui.
Salah seorang yang terkenal adalah Nitisemito, produsen rokok kretek di
Kudus, Jawa Tengah. Lapisan sosial paling yang mencakup pengusaha
besar diduduki orang Belanda, disusul oleh usahawan keturunan Tionghoa,
sedangkan pengusaha pribumi menempati lapisan terbawah. Keadaan

mulai berubah setelah pemerintah Indonesia mendirikan Perusahaan

Negara yang pada gilirannya merangsang pertumbuhan perusahaan swasta
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sehingga memunculkan kelas entrepreneur atau bourgeosie, besar ataupun

kecil.

Namun, perusahaan negara yang sudah dibentuk sebelumnya seperti
Permina kemudian menjadi Pertamina dinilai kurang efisien (Abeng
2008). Dengan swastanisasi yang lebih deras, modal asing yang ditanam
di Indonesia juga semakin besar. Dari sisi angkatan kerja, walaupun
terjadi pertumbuhan dari 98,91 juta sampai 108,13 juta pada 2001-07,
pengangguran juga meningkat dari 8,10 persen sampai 10,54 persen dalam

periode yang sama.

Data lain menunjukkan terjadi pengangguran 8,32 persen dan setengah
pengangguran 34,32 persen, walaupun pertumbuhan ekonomi mencapai
6.5 persen. Angkatan kerja baru terserap 30 persen yang dapat pekerjaan
tetap, sedangkan 70 persen yang lain masth bebas (Bisnis Indonesia, 23
Mei 2011).

Menurut majalah Globe Asia (Edisi Khusus, Juni 2008) dari 150
orang terkaya Indonesia, 14 orang di antaranya memiliki kekayaan antara
USS 1.05 milyar hingga USS 9,2 milyar termasuk Aburizal Bakrie, Budi
Hartono (Djarum), Eka Tjipta Widjaya (Sinar Mas), Sudono Salim (Salim
Group), Arifin Panigoro (Medco), dan Hashim Djojohadikusumo (Tirtamas)
untuk menyebut beberapa nama. Bahkan perusahaan Bakrie bukan hanya
terkaya di Indonesia tetapi di kawasan Asia Tenggara. Dengan adanya
ketimpangan antara lapisan pemilik modal trilyunan rupiah di satu pihak
dan jutaan buruh dan tani yang hidup dari kurang dari USS$ 2,00 per hari
per kapita tidak mengherankan bila timbul korupsi dan berbagai bentuk

sengketa.

Ditinjau dari sudut pandang sosiologi sangat menarik bagaimana
falsafah dasar pemikir politik ekonomi klasik mempengaruhi tumbuhnya
kelembagaan dalam masyarakat. Dari sejarah negara-negara besar dapat
kita pahami bahwa feodalisme, yakni kekuasaan raja di atas rakyatnya,

dikenal di semua benua.
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Falsafah yang mendasari prinsip-prinsip ekonomi Adam Smith
survival of the fittest mengubah pelapisan sosial, karena mereka yang
bermodal dandapatmenguasai perekonomian menggantikankepemimpinan
kaum feodal. Namun, lapisan bermodal yang menguasai perputaran roda
ekonomi masih tetap melanjutkan kesenjangan antara si kaya dan si miskin,
sedangkan menurut falsafah demokrasi hal itu tidak sesuai. Sosialisme
yang muncul kemudian berusaha meraiat keadaan dengan mengusahakan
pemerataan. Jelas ini juga ditentang oleh lapisan yang berkuasa, dan
banyak negara berkembang sekarang sedang mengusahakan suatu tatanan
dalam masyarakat masing-masing dengan mengetengahkan kesamarataan
hak (demokrasi) sehingga terhindarnya ketimpangan ekonomi dapat
menjadi kenyataan. Oleh karena itu sering terdengar bahwa masyarakat

yang diiddamkan itu berbentuk negara sosial demokrat.

REFORMASI DAN MODAL SOSIAL

Mengalami dan memperhatikan kekacauan di masa Reformasi ini
timbul pertanyaan apa sebab utamanya. Dari sudut pandang sosiologi
dapat diajukan hipotesa bahwa besar kemungkinan karena modal sosial

sangat melemah.

Dulu, definisi tersebut berdasarkan penelitian masyarakat kecil
di daerah pedesaan. Namun, kini sudah saatnya dihubungkan dengan
masyarakat nasional yang jauh lebih besar dan luas. Inilah yang menjadikan
negara terhormat, adil dan makmur sebagaimana pernah diimpikan Bung

Karno: Negara Sosial Demokrasi.
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TAUFIK ABDULLAH
LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA

idak seperti Demokrasi Terpimpin, yang dengan begitu saja

digantikan oleh sebuah rezim baru setelah legitimasi Presiden

Sukarno ditolak Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara pada
1967, kejatuhan Orde Baru pada 1998 ternyata tidak memberi kesempatan
bagi lahirnya rezim baru. Kejatuhan Orde Baru malah menimbulkan
suasana krisis yang bersifat multidimensional. Ketika sistem kekuasan
yang serba-dominan telah tersingkir maka kesempatan pun terbuka lebar
bagi terjadinya perbenturan wacana. Pada waktu itulah segala kesatuan
pendapat dan persamaan idealisme yang sejak lama dipelihara Orde
Baru—bahkan juga sesuatu yang senantiasa diusahakan Demokrasi
Terpimpin pada masa kekuasaannya—mencair begitu saja. Seperti dulu
juga, ketika "demokrasi parlementer” (1950—59) masih merupakan tatanan
kenegaraan, perbenturan berbagai corak idealisme pun terjadi. Hanya saja
kini perbenturan itu terwujud ketika tradisi otoritarianisme telah tertanam
dalam struktur kesadaran. Idealisme ke arah terwujudnya demokrasi yang
sehat dikumandangkan tetapi suara dan hasrat ini telah ditempa oleh sikap
otoriter. Maka yang tampil ke permukaan hanyalah suasana euforia yang
tampak seperti telah merelatitkan kesopanan politik dan bahkan juga

keharusan konstitusional.

SISTEM WACANA DAN NASIONALISME

Demonstrasi massa, dimotori terutama oleh mahasiswa, yang
diperlihatkan dalam berbagai bentuk dan gaya, adalah pantulan situasi

ketika afinitas yang aneh dari hasrat demokrasi yang sekian lama terpendam,

dengan tradisi otoriter yang telah menjadi bagian dari struktur kesadaran.
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Gejala monopoli kebenaran dan keharusan politik tampil seperti gejala
yang umum dan lumrah saja. Dalam suasana euforia politik seperti ini
sekian banyak partai, yang ingin memperjuangkan tempat yang diharapkan
memadai dalam pembagian kekuasaan, bertumbuhan. Pada waktu ini pula
berbagai corak lembaga swadaya masyarakat menampilkan diri sebagai
kekuatan civil society yang menempatkan diri sebagai perantara yang

autentik tanpa cela antara negara dengan masyarakat.

Bahkan ketika ini pula bermacam corak konflik horisontal meletus di
beberapa daerah. Dalam situasi yang menjadi pentas dari berbagai corak
keanckaragaman konflik ini tampak pula betapa perbedaan agama, etnisitas,
bahkan juga tingkat sosial-ekonomis dan lingkungan tempat tinggal bisa
saja menjadi patokan untuk menentukan mana lawan dan mana pula kawan.
Konflik horisontal ini bukan saja memperlihatkan betapa masing-masing
pihak ingin mendapatkan kemenangan dalam berhadapan dengan lawan
yang berwajah banyak, tetapi sesungguhnya juga merupakan suatu bentuk
wacana tentang betapa arti kehadiran negara telah direlatifkan. Negara
tetap dirasakan sebagai kekuatan dan sistem kekuasaan yang riil dan sah
tetapi makna kehadirannya dijadikan sebagai suatu eksistensi yang relatif

saja—ada tetapi tak begitu relevan.

Maka mestikah diherankan jika di tengah-tengah kegalauan sosial-
politik seperti ini sebuah pertanyaan sederhana akhirnya terlontar. Ke
manakah perginya perasaan kebangsaan yang mempersatukan yang biasa
disebut nasionalisme itu? Apakah cita-cita dan kesadaran politik yang
telah mengikat berbagai kesatuan sosial dan budaya serta keragaman status
sosial dan ekonomi dalam hasrat untuk mendirikan dan mempertahankan
suatu komunitas politik baru yang disebut negara-bangsa kini telah mulai
memasuki masa yang pudar? Mengapakah nasionalisme, yang telah
berhasil membentuk tekad bagi terwujudnya suatu komunitas baru yang
integratif, yang telah melebihi ikatan primordial dan yang merangkai
segala macam perbedaan dalam sebuah ikatan sosial-politik yang disebut

bangsa, tampak seperti sedang melonggar?

Y
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Atau, apakah yang disebut sebagai “krisis nasionalisme” ini hanyalah
sekadar contoh dari peralihan sistem wacana ketika pergantian landasan
kekuasaan politik telah terjadi? Bukankah hal ini dengan keras dirasakan
pada saat rezim lama yang serba-dominan secara formal telah berakhir?
Siapa tahu, mungkin juga inilah masalahnya. Bukankah sistem discourse
yang dominan kerap kali memantulkan sifat dan corak sistem kekuasaan
yangdominan? Jangan-jangan suasana yang dirasakan sebagai pantulan dari
krisis nasionalisme itu sesungguhnya hanyalah hal yang biasa saja. Sebab
bisa jadi kehadiran “nasionalisme” hanya terasakan sebagai realitas yang
fungsional dalam kehidupan sosial-politik ketika ancaman dari luar sedang
dihadapi dan mungkin juga pada saat kekuasaan yang dominan dirasakan
sebagai teramat memaksakan kehadirannya. Jika demikian, nasionalisme
yang sclama ini praktis dikuasai negara—bahkan sejak zaman Demokrasi

Terpimpin—berarti juga harus mengalami ujian keabsahannya.

Dalam suasana ketika negara menampilkan diri sebagai “sang
maha- penentu,” nasionalisme biasa sekali diperlakukan sebagai landasan
ideologis atas legitimasi kekuasaan. Ketika visi tentang diri dan komunitas
serta program kekinian dan cita-cita masa depan yang tumbuh dan
dipupuk dari kesadaran sejarah dan visi masa depan dikuasai oleh negara
maka nasionalisme pun menjadi alat kekuasaan. Ketika nasionalisme
resmi ini semakin kokoh, masyarakat-bangsa pun semakin kehilangan
hak atas wacana yang semula menjadi landasan kelahiran bangsa. Di
bawah hegemoni makna yang dipelihara negara yang serakah, yang ingin
mengusai semua, maka nasionalisme, yang semula bertolak dari idealisme
tentang kehadiran suatu corak ikatan kehidupan komunitas yang baru
dan menyegarkan, kini bisa menjadi ideologi-penyangga bagi sistem
kekuasaan. Jika memang demikian halnya maka bisa saja pengingkaran
atas keabsahan perilaku kekuasaan sekaligus diartikan sebagai penafian

atas relevancy nasionalisme.

Dapatlah dibayangkan ketika Orde Baru jatuh, keabsahan dari

berbagai hal yang pernah berada di bawah dominasinya mengalami krisis
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pula. Dalam suasana ini nasionalisme keindonesiaan pun seakan-akan
tenggelam begitu saja dalam lautan lupa. Kini yang teringat hanyalah
keharusan adanya supremasi hukum dan berlanjutnya proses ke arah
berlangsungnya demokratisasi yang sehat dan kreatif. Sedangkan yang
dirasakan sebagian masyarakat-bangsa ialah keresahan akan kemiskinan
yang seperti enggan untuk membaik dan pendidikan bagi anak-anak dan

kesehatan bagi keluarga yang terasa semakin jauh dari jangkauan.

KRISIS NASIONALISME ATAU GAIRAH KEBEBASAN

Jika demikian, apakah yang dianggap sebagai kemerosotan
nasionalisme itu hanyalah pembebasan dari dominasi wacana dari dua rezim
otoriter—Demokrasi Terpimpin dan Orde Baru—yang datang bergantian.
Barangkali kemerosotan itu terasa karena semakin kuatnya hasrat reformasi
untuk mendapatkan kembali cita-cita bangsa yang murni, sebelum
diwarnai oleh panggilan sistem kekuasaan yang serakah. Masalahnya
ialah di balik keluhuran hasrat dan cita-cita yang terkandung dalam
dirinya. bahkan juga yang menjadi pendorong kelahirannya, nasionalisme
ternyata bisa juga menjadi landasan yang strategis bagi penguasa untuk
mengekang kebebasan masyarakat. Jika unsur integratif yang terlekat pada
nasionalisme bisa dikuasai, meskipun dengan mengorbankan keharusan
demokratis yang merupakan bagian esensial dari kelahiran nasionalisme
itu sendiri, negara sesungguhnya telah mempunyai landasan yang kuat
untuk mempertahankan dominasinya. Maka, timbul pertanyaan, apakah
yang disebut sebagai krisis nasionalisme itu sejatinya merupakan pantulan
menaiknya hasrat kebebasan setelah kekuasaan yang serba-dominan

dikalahkan. Namun, bagaimanakah realitas empirik yang sesungguhnya?

Tanpa harus melibatkan diri dalam konser kritik yang kini sangat

gencar terhadap pemerintah, sebagai lembaga eksekutif, dan bahkan juga

tanpa harus mendaftarkan berbagai corak kegalauan fungsi dan keutuhan
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moral yang menyebar ke hampir semua lembaga kenegaraan (termasuk
lembaga legislatif dan judikatif), berbagai kenyataan empirik bisa berbicara
sendiri. Gerakan reformasi ternyata juga tampil sebagai pembuka pintu
bagi hampir semua jenis konflik. Sumber-sumber konflik yang selama ini
ditutupi dengan keras oleh sistem kekuasaan yang sentralistis, kini seakan-

akan mendapat saluran untuk tampil ke permukaan. Tiba-tiba bangsa

juga dikagetkan oleh fakta sederhana bahwa perbedaan status ekonomi,

agama, dan etnis, bahkan desa dan kampung yang berlainan sekalipun,
bisa menjadi sumber atau alasan dari meletusnya konflik terbuka. Bahkan
proses demokratisasi yang sekian lama terhenti—sejak Dekrit Presiden
5 Juli 1959—dilanjutkan kembali dalam desentralisasi pemerintahan
dan otonomi daerah tampak memberi peluang bagi tersalurnya hasrat
nasionalisme-etnis dan munculnya kecenderungan primordialisme.
Terbebas dari sistem kekuasaan, yang bukan saja sentralistis tetapi juga
berhasil menjadikan dirinya sebagai pemegang hegemoni wacana, maka

berbagai kemungkinan pun tampil begitu saja.

Betapa ironis ketika proses demokratisasi telah dihidupkan kembali,
otonomi daerah dan—apalagi—pemekaran wilayah ternyata bukan sekadar
membuka kebebasan relatif bagi dacrah untuk mengatur diri sendiri tanpa
kontrol yang ketat dari pemerintah pusat. Otonomi daerah tidak pula
berarti semakin memungkinkan kedekatan negara dengan rakyat. Ternyata
otonomi daerah dan pemekaran wilayah tidak jarang menjadi saluran bagi
konflik kepentingan para elite lokal. Betapa paradoks juga terasa ketika
otonomi daerah, yang bertolak dari hasrat untuk mencapai keutuhan
bangsa, ada kalanya tampil sebagai pemancing munculnya segala corak

faktor pembeda yang disintegratif.

Berbagai peristiwa yang melanda Tanah Air kita memperlihatkan
bahwa keberhasilan nasionalisme, yang ingin melebur batas-batas sosial-
kulturalkedalamsuatukomunitasbaru, yangdisebutbangsa,danmenjadikan

semangat patriotisme sebagai landasan melawan kolonialisme, kini harus
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menghadapi ujian yang berat dan beragam pula. Ujian dan tantangan itu
bukan saja berasal dari keharusan terlaksananya agenda yang terlekat erat
pada cita-cita, tetapi juga dari corak komunitas lain yang melampaui batas-
batas negara dan bangsa. Berbagai corak saluran globalisme—sebagai
akibat dari proses globalisasi yang semakin mempererat interdependensi
ekonomi dan moneter, hubungan informasi dan komunikasi antarnegara,
bahkan juga aliansi politik dan ekonomi dari berbagai corak kesatuan
regional dan politik—terasa juga seperti telah merelatifkan batas-batas

negara dan bangsa.

Selain itu, bagaimana pula akan bisa dilupakan begitu saja dorongan
universalisme agama, yang sejak semula telah mempunyai hubungan yang
dilematis dengan nasionalisme. Ada universalisme yang tampil sebagai
pendukung, ketika kekuatan durjana kolonialisme dan imperialisme terasa
mengancam, tetapiadapulasaatnyaketikakecenderungan inimenampakkan
diri sebagai penantang dari keabsahan nasionalisme, yang membuat batas-
batas antara “kita” dan “mereka.” Maka, mestikah diherankan pula kalau
ada golongan yang mencita-citakan terbentuknya negara yang berdasarkan
keharusan agama yang bersifat eksklusif dan bahkan ada pula yang
berusaha mendirikan sebuah negara-yang-melampaui-ikatan-bangsa dan
menjadikan agama, bukannya kesadaran nasionalisme, sebagai landasan
bagi perwujudan negara. Maka, hasrat ideologis yang diperjuangkan ini
dengan begitu saja mengingkari empat pilar konsensus konstitusional yang
ingin mempertahankan eksistensi negara kesatuan Republik Indonesia,
Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan semangat bhineka tunggal
ika. Jadi, apakah nasionalisme, yang dalam Pancasila disederhanakan

)

dalam ungkapan “persatuan Indonesia,” masih memiliki harapan untuk
f

mempertahankan eksistensinya dan relevansi kehadirannya?

Segala kesulitan dan kegelisahan yang kini dirasakan anak bangsa
adalah batu ujian dalam hidup bernegara dan berbangsa. Kesemuanya

adalah bagian dari dinamika kechidupan kebangsaan yang sekali-sekali

]
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pasti dialami dalam dinamika pergolakan sejarah. Berbagai kekecewaan
yang kini terasa seperti sedang melanda kehidupan bangsa adalah harga
yang harus dibayar ketika dorongan untuk mendapatkan harkat kehidupan
yang lebih layak tidak lagi tertahankan. Pada saat negara telah memutuskan
untuk melepaskan hegemoninya terhadap dunia makna, sebagaimana
secara simbolik dilakukan dengan penghapusan indoktrinasi, ketika itu
pula dimulai pencarian landasan baru yang sesuai dengan cita-cita yang
tercetus dan diperjuangkan saat eksistensi negara baru dilahirkan. Ketika
kebebasan itu telah didapatkan maka pada waktu itu pulalah renungan
untuk mendapatkan pemahaman baru terhadap konsensus yang pernah
dipatrikan tidak terhindarkan. Oleh karena itu mestikah diherankan kalau
kini—sayup-sayup mungkin masih terasa—pencarian landasan baru

nasionalisme Indonesia mulai juga dilakukan.

NASIONALISME DAN TANTANGAN SEJARAH

Nasionalisme bukanlah sekadar sebuah ideologi, tetapi suatu “state of
mind,” kata Hans Kohn; atau "une ame, un princip spirituel,” kata Ernest
Renan, yang lahir dari hasrat pembebasan dari segala corak tekanan dan
keterpencilan. Nasionalisme juga merupakan ideologisasi keinginan untuk
menggapai harkat kemanusian bagi kehidupan kebangsaan. Ada kalanya
nasionalisme tampil sebagai landasan idiil dalam usaha mendobrak segala
hambatan yang menghalangi terwujudnya cita-cita yang terlekat dalam
dirinya, yaitu terbentuknya suatu komunitas yang mengatasi ikatan etnis
dan agama, bahkan juga geografis. Dengan demikian, nasionalisme dipakai
sebagai salah satu patokan etika, sebagai faktor penentu ketika pilihan
dari situasi yang dilematis harus dibuat. Tindakan apakah yang harus
dilakukan oleh seorang prajurit ketika panggilan ke medan perang untuk
membela Tanah Air datang pada saat sang istri tercinta akan melahirkan?
Maka biarlah kesadaran etika menyelesaikan situasi yang dilematis ini.

Tetapi lebih sering nasionalisme berperan sebagai sumber motivasi dalam

e
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perumusan sistem perilaku atau sebagai etos yang memberikan landasan
emosional dalam pola perilaku. Dalam suasana ini nasionalisme, yang
telah berperan sebagai etos, menjadi landasan kesadaran yang mengajarkan
bahwa sesuatu yang dilakukan dalam konteks kenegaraan dan kebangsaan
bukan saja secara rasional masuk akal, tetapi juga secara emosional

menyenangkan.

Maka, dapat dipahami pula bila landasan emosional dari sesuatu
yang menyenangkan dan rasional itu ada saatnya mengalami krisis. Ketika
berbagai alternatif bermunculan dan pada saat sekian banyak kekecewaan
atas kegagalanuntuk mendapatkan sesuatu yang penting dan menyenangkan
itu dirasakan maka krisis nasionalisme, sebagai landasan etos, bisa juga
datang melanda. Seperti halnya dengan landasan ctos lainnya, bahkan
juga yang bertolak dari keyakinan religius sekalipun, sistem perilaku yang
terpancar dari nasionalisme selalu ditempa oleh berbagai corak ujian dan

biasa pula menghadapi tantangan dalam perjalanan waktu.

Jika landasan nasionalisme itu dirasakan sebagai pengingkaran
terhadap harkat kemanusian dari komunitas yang diciptakannya maka
daya tahannya pun akan terkuras begitu saja. Kalau hal ini terjadi maka
komunitas yang dibayangkan (imagined community, kata Ben Anderson)
yang disebut bangsa itu pun akhirnya hanya tinggal dalam cacatan
sejarah. Kemungkinan ini bertambah besar apabila komunitas itu gagal
untuk “berdamai dengan sejarah”—ingatan kolektif akan masa lalu yang
dipenuhi berbagai pengalaman yang pahit dan penuh dendam. Tetapi
sebaliknya, jika ingatan akan keberhasilan lama yang dilakukan bersama
dan kenangan kepada pengorbanan yang pernah diberikan bagi kepentingan
bersama dan untuk keutuhan komunitas yang tercipta secara imajinatif itu
bisa dibangkitkan dan dipupuk kembali, maka ketika itu pula “’krisis” dari
krisis nasionalisme sangat mungkin bisa terjadi. Maka apa yang dirasakan

krisis nasionalisme itupun mulai menjalani masa akhirnya. Ketika masa

akhir itu telah dicapai, ujian pun selesai— mungkin untuk sementara—
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dan keutuhan bangsa pun semakin terjaga dan masa depan pun dihadapi

dengan penuh optimisme.

Argumen ini tentu saja bisa terasa mempermudah masalah. Bukankah
tiada satu bangsa pun—apalagi yang terbentuk melalui proses sejarah
yang panjang dan penuh pengorbanan—yang bisa terlepas dari penetrasi
globalisasi, yang merelatif-kan arti dan bahkan fungsi dari segala corak
batas dan perbatasan. Dengan kata lain, kini tampaklah dengan jelas
bahwa tidak semuanya bisa diselesaikan secara internal, seakan-akan
hanya kita saja yang merupakan realitas yang utuh. Secara teoretis bisa
pula diperkirakan bahwa penetrasi kekuatan dan pengaruh dunia luar pun
mempunyai kemungkinan pula untuk menggoyahkan kemantapan internal
yang ingin dicapai. Dapatlah dibayangkan bahwa kehadiran komunitas
baru yang diidam-idamkan juga dipengaruhi oleh realitas dunia yang
tanpa batas. Dengan kata lain globalisasi, yang senantiasa ditopang oleh
kosmopolitanisme, mempunyai kemungkinan pula untuk menggerogoti

sendi-sendi nasionalisme.

Meski penetrasi pengaruh globaliasi dalam kesadaran kebangsaan
merupakan kemungkinan yang riil, tetapi perlu juga disadari bahwa
globalisasi sesungguhnya adalah proses yang bertolak dari kesadaran
dan realitas kekinian serta harapan akan masa depan yang hanya bisa
dibayangkan. Tidak seperti bangsa, yang bertolak dari pengalaman dan
ingatan kesejarahan yang riil dan bahkan biasa pula ditempa oleh imajinasi
yang romantik, globalisasi hanyalah gambaran kekinian tanpa dukungan
ingatan kescjarahan. Globalisasi, dengan kata lain, memoryless, tanpa
ingatan. Jika dibandingkan dengan bangsa maka boleh pula dikatakan
bahwa globalisasi juga hampa dari romantisisme, suasana perasaan yang
tidak pernah absen dalam proses pembentukan dan pertumbuhan bangsa.
Jadi, akhirnya kita pun harus menyadari bahwa kekuatan dan daya tahan

internal lebih menentukan.

Eksistensi bangsa, yang didukung oleh cita-cita nasionalisme, bukan
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saja bertolak dari visi kesejarahan, tetapi juga dari hasil pergumulan
intelektual untuk memahami pesan historis dari ingatan. kolektif dan
cacatan kesejarahan berbagai kesatuan etnis anak-bangsa. Primordialisme
atau bahkan etno-nasionalisme mungkin bisa memecah-mecah komunitas
bangsa, yang terkait dalam berbagai corak ingatan kolektif dan cacatan
kesejarahan itu. Tetapi jika lembaran sejarah—sebagai cacatan yang
mencoba merangkul semua aspek yang relevan dalam kehidupan sosial—
dibuka lagi, maka tampaklah bahwa komuntas bangsa ini justru lahir
sebagai reaksi terhadap kelemahan struktural dan kultural yang terlekat

dalam diri bangsa-lama.

Jika scjarah pergerakan kebangsaan dengan jelas bisa memperlihatkan
berbagai corak perlawanan terhadap kolonialisme dan berkisah tentang
tumbuhnya hasrat untuk membentuk komunitas baru yang disebut
bangsa, maka sejarah hubungan antar-kesatuan politik tradisional dan
ikatan-ikatan etnis dengan jelas pula memperlihatkan tentang saling
keterkaitan antara berbagai kesatuan dan ikatan itu. Ambil saja contoh
pada beberapa kenyataan sosial-kultural yang sampai kini masih
menjadi bagian dari dinamika kehidupan bangsa. Bagaimanakah harus
diterangkan, misalnya, fakta historis yang sederhana tentang penyebaran
Islam ke seluruh Nusantara, pemakaian “bahasa Melayu” dalam naskah-
naskah yang ditulis oleh berbagai kesatuan etnis yang tidak berbahasa
Melayu, penerjemahan naskah Melayu ke bahasa Jawa dan sebaliknya,
dan sebagainya, jika bukan karena keterkaitan sejarah yang telah berjalan
sckian abad. Tetapi bagaimanakah kisah-scjarah tentang saling keterkaitan
itu sehingga pada waktunya melahirkan sebuah bangsa-baru, yang saling
berbeda tetapi merasa satu? Seketika hal ini disadari, siapakah yang tidak
akan menekurkan sambil menggeleng-gelengkan kepala saat mengetahui
bahwa pelajaran sejarah hanya menempati sebuah sudut terpencil dalam

kurikulum sekolah.

Sayup-sayup terdengar protes bahwa sejarah masih masuk dalam

pelajaran, tetapi pertanyaannya apakah sejarah ataukah kronikel, yang

I
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memberikan daftar peristiwa, yang diberikan kepada anak-didik. Memang
benar “kronikel” yang berisikan “apa, bila, di mana, dan siapa” adalah
bagian esensial dari sejarah, tetapi jawab dari keempat pertanyaan itu
belumlah bernama “’sejarah.” Sebab, sebagai uraian tentang dinamika
masa lalu, sejarah menuntut pertanggungjawaban moral dan akademis
dalam menjawab pertanyaan “bagaimana” dan “‘mengapa.” Bahkan lebih
daripada itu, sejarah yang didukung oleh ketelitian akademis dan kejujuran
moral serta sensitivitas kultural, memberikan perenungan intelektual—
betapapun mungkin sederhana—tentang “penting” dan relevan’-nya

dinamika dan karakter dari peristiwa sejarah yang dibicarakan.

Lagi-lagi suara protes terdengar. Bukankah uraian panjang lebar
diberikan ketika kisah tentang hari-hari besar yang dirayakan sedang
dibicarakan? Benar juga, tetapi “hari besar” adalah hasil pilihan yang
disengaja untuk suatu keperluan tertentu—entah politik atau apa saja yang
dianggap penting bagi keutuhan sosial. ”Hari besar” adalah peristiwa
sejarah yang telah dijadikan "monumen”—dibiarkan di sana untuk
senantiasa dikenang sambil merenungkan pesan kekinian yang bisa
ditarik dari kejadian masa lalu itu. Hanya saja kehadiran ”"monumen” tidak
jarang ditentukan oleh terdapatnya afinitas antara peristiwa sejarah dengan
kepentingan kekuasaan. Jadi bisa dipahami bila peristiwa sejarah yang
dijadikan “monumen” itu merupakan bagian dari dinamika ideological
contestation. Dengan kata lain faktor kekuasaan ikut bermain. Hanya
saja peristiwa scjarah yang dipakai sebagai alat peneguh legitimasi
kekuasaan mengalami krisis kepercayaan ketika kekuasaan itu mengalami
krisis pula. Apalagi bila "monumen” yang menyimpan dendam dalam

perbendaharaannya akan semakin melarutkan bangsa dalam krisis.

Uraian kesejarahan semestinya dapat dijadikan sebagai penyimpan
ingatan kolektif tentang pengorbanan bersama yang autentik. Dengan
pemahaman tentang keterikatan kehidupan dalam lintasan sejarah bukan

saja akan memungkinkan kita mengetahui dinamika kehidupan bangsa
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dalam peralihan waktu tetapi juga kearifan sejarah yang inspiratif.
Bukankah tanpa pemahaman sejarah yang kreatif nasionalisme tidak akan

mungkin bisa dilahirkan ?

Begitulah, di samping hal-hal yang bersifat keharusan struktural—
seperti kemakmuran relatif masyarakat bangsa, kesempatan mendapatkan
pendidikan dan pemeliharaan kesehatan, dan sebagainya—nasionalisme
akan bisa bertahan jika ditopang oleh perluasan pengetahuan dan
pemahaman sejarah di kalangan anak-bangsa. Dalam pertarungan
kultural dan persaingan ekonomi yang semakin gencar, nasionalisme
Indonesia Raya akan lebih mungkin bisa bertahan dan bahkan semakin
kuat jika segala dendam yang sempat bersemi dalam ingatan mengalami
transformnasi—dari dendam menjadi pelajaran ketika mengayuh ke masa

depan yang lebih cerah.
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Ideologi dan Aksi

AZYUMARDI AZRA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH

olitical Islam dan Cultural Islam merupakan dua istilah populer

yang berkembang di dunia Islam, khususnya di Indonesia. Dalam

bahasa Indonesia, political Islam menjadi Islam politik yang
umumnya diperhadapkan dengan cultural Islam atau Islam kultural.
Penggunaan kedua istilah itu menunjukkan adanya dua jenis Islam, yaitu
Islam politik dan Islam kultural. Yang dimaksud dengan Islam politik adalah
[slam yang memiliki orientasi yang kuat kepada politik dan kekuasaan;
sebaliknya Islam kultural adalah Islam yang memiliki orientasi kepada
pengembangan aspek sosio-kultural dalam kehidupan Islami melalui jalur
nonpolitik seperti dakwah [slam secara damai atau melalui pengembangan

pendidikan, ekonomi, kesehatan, lingkungan hidup, dan sebagainya.

Istilah Islam Politik berkembang ketika Snouck Hurgronje menjadi
penasihat pemerintah Hindia Belanda khususnya pada perempatan terakhir
abad ke-19. Ia membagi Islam politik dan Islam ibadah atau Islam ritual.
Bagi pemerintah Belanda, keberadaan Islam politik harus dibatasi karena
Islam semacam ini memiliki tujuan mengakhiri penjajahan Belanda dan
menggantinya dengan politik pan-Islam, semacam kekhilafahan. Oleh
karena itu, menurut Snouck Hurgronje, perkembangan Islam politik harus
ditekan sebab dapat membahayakan kelangsungan kekuasaan Belanda di
Hindia Belanda. Sedangkan Islam ibadah atau Islam ritual—yang kini Islam
kultural—sangat berbeda dengan Islam politik. Menurut Snouck Hurgronje,
pemerintah justru harus mampu mengakomodasi dan memfasilitasi Islam

ritual— dalam hal ini Islam kultural—atau membiarkannya berkembang

sendiri.
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Berkaitan dengan isu Islam politik di Indonesia, politik Islam dapat
dibedakan menjadi dua jenis. Pertama. Islam politik yang direpresentasikan
partai-partai Islam yang terlibat dalam sistem dan proses politik yang
sah. Mereka berusaha mencapai agenda politik tertentu seperti penerapan
syariah Islam dan pembentukan negara Islam. Dalam sejarah Indonesia,
[slam politik ini dipresentasikan Masyumi pada 1950-an, Nahdlatul
Ulama (NU), dan sejumlah partai Islam gurem. Pada masa pemerintahan
Soeharto, Islam politik diwakili Partai Persatuan Pembangunan (PPP),
dan pada masa sesudahnya direpresentasikan sejumlah partai politik Islam
baru seperti Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS),

dan lain-lain.

Kedua, Islam politik yang ditampilkan beberapa kelompok atau
organisasi Muslim yang memiliki agenda politik yang hampir sama
dengan kelompok pertama. Hanya saja, kelompok atau organisasi ini
bukan merupakan partai politik karena mereka tidak mengakui keabsahan
sistem dan proses politik yang ada. Mereka juga tidak mempercayai partai
politik Islam maupun organisasi sosial keagamaan Islam kultural yang
merupakan mainstream Islam di Indonesia. Bagi mereka, partai politik dan
organisasi Islam arus utama yang moderat terlalu banyak mengakomodasi
dan berkompromi dengan apa yang mereka anggap sebagai sistem dan

proses politik yang tidak Islami.

Islam politik kelompok kedua ini—yang biasa disebut sebagai ‘Islam
politik radikal’— berkembang di Timur Tengah, Asia Tenggara dan negara-
negara Muslim lain di dunia. Di Indonesia, pada masa pasca-kemerdekaan
hingga 1960-an, sebagaian besar Islam politik radikal direpresentasikan
oleh beberapa kelompok, misalnya Darul Islam/Negara Islam Indonesia
(DI/NII). Kelompok ini independen dari organisasi Muslim mainstream
di Indonesia. Mereka melakukan pemberontakan dalam usaha mendirikan

Negara Islam Indonesia dengan cara menumbangkan Republik Indonesia

yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945.




HISTORITAS KEBANGSAAN DAN DEMOKRASI:
Historiograli. Pendidikan Scjarah dan Genre

[slam politik semacam ini juga muncul pada masa pemerintahan
Socharto. Beberapa di antaranya merupakan bagian dari sisa-sisa
kelompok pemberontak DI/NII yang telah dilarang keberadaannya oleh
pemerintah. Beberapa yang lain merupakan kelompok relatif lebih baru
yang terinspirasi perkembangan politik, baik di tingkat nasional maupun
internasional, atau di beberapa negara Muslim khususnya yang melawan
kebijakan politik Barat. Pembentukan kelompok Islam politik kedua ini
diilhami oleh kesuksesan revolusi di Iran pada 1979 di bawah pimpinan
Ayatullah Khomeni. Peristiwa sejarah sangat penting ini menjadi inspirasi
terbentuknya kelompok Islam politik kedua tidak hanya di Timur Tengah,
tapi juga di Asia Tenggara, khususnya di Indonesia. Rezim Soeharto
memberikan kepada mereka label ‘kelompok subversif’ yang mengancam

persatuan dan kesatuan nasional.

Jatuhnya Presiden Socharto pada Mei 1998 dari kekuasaan
pemerintahan selama 32 tahun membebaskan kelompok kedua kategori
Islam politik. Euforia demokrasi dan pencabutan Undang-undang
Anti-Subversi oleh Presiden B. J. Habibie—yang menggantikan
Socharto—memberikan kesempatan yang sangat luas bagi kelompok ini
untuk mengekspresikan wacana dan gerakan ekstrem dan radikal. Kini,
mereka bebas melakukan berbagai aktivitas di ruang publik. Kelompok
ini terkadang main hakim sendiri, melakukan berbagai tindakan kekerasan
terhadap kelompok Islam lain yang mereka anggap menyimpang. Dalam
banyak kasus mereka sangat leluasa karena kurangnya penegakan hukum
oleh polisi—yang juga tengah menghadapi masalah baik kredibilitas dan
bahkan semacam demoralisasi setelah berpisah dari Tentara Nasional
Indonesia di dalam ABRI.

Beberapa kelompok Islam politik jenis kedua yang pernah sangat

berpengaruh, antara lain, Lasykar Jihad (LJ) yang didirikan Forum

Komunikasi Ahlus Sunnah wa al-jama’ah (FKASWJ) di bawah pimpinan
Ja’far Umar Thalib; Front Pembela Islam (FPI) dipimpin Habib Riziq
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Shihab: Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) pimpinan Abu Bakar Baasyir;
Jamaa’at Ikhwanul Muslimin Indonesia (JAMI) di bawah pimpinan Habib
Huseinal-Habsyi; dan Hizbut Tharir Indonesia (HTI) (Bamualim, dkk.
2001; Azra 2003a; Fananie, dkk. 2002; Jamhari dan Jahroni, 2004). Sangat
penting dikemukakan, beberapa kelompok tersebut kemudian dibubarkan
pemimpinnya sendiri—seperti Lasykar Jihad—atau menghilang. atau
meredam aktivitasnya setelah terjadi penangkapan dan pengadilan terhadap
pelaku peledakan bom Bali dan beberapa bom lainnya di Indonesia sejak
akhir 2002.

Sangatlah jelas, kelompok Islam politik radikal bersifat merupakan
independen dan tidak memiliki hubungan sama sekali dengan organisasi
Islam mainstream seperti Muhammadiyah dan NU. Mercka juga tidak
berafiliasi dengan partai politik Islam, seperti PPP, PBB, dan PKS. Hal itu
mengindikasikan, kelompok Islam politik tidak mempercayai organisasi
Muslim baik organisasi sosial keagamaan maupun organisasi politik. Hal
ini karena dalam pandangan kelompok ini, seperti disinggung sebelumnya,
organisasi Islam arus utama terlalu akomodatif dan kompromistis dalam
sikap politik dan agama mereka terhadap realitas politik dan agama di
Indonesia. Sebaliknya, kelompok kedua Islam politik cenderung tidak
menunjukkan sikap akomodasi dan kompromi, dan karena itulah mereka
terlihat radikal.

Eksistensi kelompok Islam politik radikal ini juga mendapat dukungan
dari sebagian kelompok militer Indonesia (TNI), khususnya pada setelah
kejatuhan Soeharto. Situasi politik tidak menentu di masa Presiden B. J.
Habibie yang legitimasinya dipersoalkan sementara kalangan membuat
munculnya kalangan Muslim yang ingin membelanya mati-matian. Mereka
ini kenudian dikenal sebagai ‘Pam Swakarsa’yang memusatkan diri mereka
di Masjid Istiglal Jakarta. Ada rumor yang menyebutkan, kelompok Pam

Swakarsa yang menunjukkan indikasi radikalisme mendapat dukungan

secara diam-diam dari kalangan militer Indonesia.
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Kelompokpolitik Islamradikaldilihatdariasalmuasal pertumbuhannya
dapat dibagi menjadi dua kategori. Pertama, kelompok radikal yang pada
dasarnya tumbuh dan berkembang di Indonesia; di antaranya Lasykar
jihad—yang sudah membubarkan diri; FPI, dan beberapa kelompok lain
yang lebih kecil. Kedua, kelompok yang bersumber dari Timur Tengah atau
berorientasi kepada bermacam organisasi Timur Tengah, seperti JAMI yang
berasal dari al-Ikhwan a-Muslimin di Mesir, dan Hizbut Tahrir, yang pada

awalnya didirikan Syaikh Taqi al-Din Nabhani di Jordan pada 1950-an.

Semua kelompok Islam politik radikal ini memiliki orientasi
ideologis dan praksis yang berkembang di antara gerakan-gerakan
‘Islamis’ ([slamivyun) di Timur Tengah yang sangat mereka percayai
sebagai dunia Islam yang secjati. Dalam pandangan keagamaan, mereka
menganut ideologi salafi radikal, yaitu mewujudkan Islam yang ‘murni’
seperti dipraktikkan kaum Salam—para sahabat Nabi dan thabi’in. Dari
segi pandangan politik, mereka menganut ideologi khilafatisme yang di
antara tujuan terpentingnya adalah pembentukan entitas politik khilafah
universal bagi seluruh Muslim di dunia. Selanjutnya, dengan adanya
khilafah universal ini adalah penegakan syari’ah secara menyeluruh (bdk.
Jamhari dan Jahroni 2004).

Meskipun kelompok Islam politik radikal ini memilliki tujuan
mendirikan khilafah atau dawlah Islamiyah yang bersifat lokal dan
regional, mereka sangat jauh berbeda dengan gerakan DI/NII di Indonesia.
Kelompok radikal saat ini cenderung independen dari dan tidak terkait
banyak dengan kelompok radikal terdahulu; atau mercka telah menjadi
independen dari gerakan DI/NII (Ausop 2003).

Melihat gejala radikalisme di tengah masyarakat Muslim Indonesia
khususnya, jelas fenomena ini memiliki sejarah panjang yang kompleks.
Sejarah radikalisme di dalam masyarakat Muslim menunjukkan banyak
faktor yang bertanggung jawab atas kemuncul-annya. Ada kecenderungan

sangat kuat bahwa motivasi dan daya dorong radikalisme lebih terkait
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dengan politik daripada agama. Terlihat jelas bahwa peningkatan
radikalisme juga terkait erat dengan kekacauan sistem politik dan sosial di
Indonesia pada masa awal reformasi. Secara keseluruhan, ketiadaan atau
kurangnya penegakan hukum merupakan faktor penting bagi kelompok
radikal untuk menegaskan diri mereka, antara lain dengan main hakim
sendiri dan berbagai bentuk kekerasan lain dengan mengatasnamakan

Islam.

AKSI ISLAM POLITIK RADIKAL

Organisasi teroris yang paling terkenal di Asia Tenggara, tidak
diragukan lagi, adalah al-Jamaah al-Islamiyah (JI). JI terdaftar di antara
sejumlah organisasi teroris dunia, dan disebut memiliki keterkaitan dengan
al-Qaedah, pimpinan Osama bin Laden. Kita mengetahui bahwa sejumlah
anggota JI telah ditahan aparat keamanan di beberapa Negara di Indonesia
dan sejumlah negara Asia Tenggara lain; dan scbagian di antaranya telah
diajukan ke pengadilan karena keterlibatan langsung atau tidak langsung
dengan berbagai aksi pemboman yang terjadi di Indonesia. Bahkan Abu
Bkar Baasyir, yang disebut-sebut sebagai pimpinan tertinggi JI, pernah
dijatuhi hukuman 20 bulan penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta pada
Febuari 2005, bukan karena dugaan keterlibatannya dengan terorisme,
tapi karena pemalsuan dokumen imigrasi ketika dia kembali ke Indonesia
setelah mengasingkan diri di Malaysia pasca hukuman yang dijatuhkan

pengadilan Indonesia di masa Socharto.

Meskipun polisi dan perangkat hukum lainnya mengajukan berbagai
macambuktitentangkepemimpinannyadalamJldandugaanketerlibatannya
di dalam berbagai aksi pemboman, Baasyir dan pengikutnya menolak dan
mengingkari bahwa ia adalah pimpinan JI. Sebaliknya, dia mengakui bahwa
hanyalah pimpinan Majelis Mujahidin Indonesia (MMI); dia menegaskan

bahwa MMI tidak sama dengan JI. dan buka pula merupakan bagian dari
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JI.

Baasyir memang membingungkan banyak pihak. Banyak kalangan
publik mengetahui, bahwa bersama Abdullah Sungkar, kawan lamanya,
Baasyir mendirikan organisasi al-Jamaah al-Islamiyah. JI yang mereka
dirikan tentunya berbeda dengan istilah Jama'ah Islamivah yang secara
generik berarti masyarakat Muslim secara umum. Tetapi, JI yang dibentuk
Abdullah Sungkar dan Abu Bakar Baasyir merupakan organisasi khusus
dengan kepemimpinan, struktur, dan keanggotaan tertentu bagi mereka

yang tertarik untuk masuk ke dalamnya.

Juga jelas bahwa JI pimpinan Abdullah Sungkar semula hampur
tidak dikenal masyarakat Muslim Asia Tenggara umumnya atau di
Indonesia dan Malaysia khususnya. Bahkan adalah kenyataan pula, baik
Sungkar maupun Baasyir tidak begitu dikenal dalam dinamika pergerakan
Islam di Indonesia sebelumnya. Hanya setelah peristiwa 11 Sepetember
2001 di Amerika Serikat, khususnya setelah Presiden George W Bush
mendeklarasikan perang melawan terorisme, nama JI sebagai organisasi
teroris mulai menarik perhatian publik. Itulah sebabnya mengapa banyak
di antara masyarakat Muslim di Asia Tenggara kemudian merasa skeptis
dengan keberadaan JI. Bagi mereka, JI hanyalah sebuah organisasi
bayangan yang dibuat intelijen Amerika Serikat untuk mendiskreditkan

Islam dan Muslim.

Harus diakui, sangat sulit menilai secara persis dinamika dan struktur
organisasi seperti JI, karena asal dan sifatnya yang merupakan organisasi
tersembunyi, yang bergerak di bawah tanah. Namun, berdasarkan catatan
kepolisian, ada beberapa hal yang dapat dilihat dari organisasi JI ini.
Organisasi ini dipimpin oleh seorang amir yang dibantu sejumlah wakil
pimpinan pada tingkat daerah (mantigi) yang kemudian memiliki masing-
masing wakil yang langsung mengatur mengatur para anggota. Pada

umumnya anggota tidak pernah berhubungan langsung dengan amir,

bahkan sangat boleh jadi para anggota pada tingkat akar rumput tidak tidak
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mengetahui siapa uang menjadi amir tertinggi. Hal ini mudah dipahami,
karena cara kerja organisasi semacam ini terbentuk dalam sistem jaringan

yang boleh jadi tidak mengetahui keberadaan jaringan lain, dan setiap

jaringan dapat beroperasi secara independen.

Menurut sebuah laporan, Abdullah Sungkar yang memimpin JI
pernah direkrut beberapa jenderal ABRI yang dekat dengan Presiden
Socharto. Bersama dengan Abu Bakar Baasyir, Sungkar direkrut Haji
Ismail Pranoto (Hispran) untuk masuk gerakan NII pada pertengahan
1970-an. Sementara Hispran dijatuhi hukuman penjara seumur hidup pada
1978 atas keterlibatannya di dalam Komando Jihad, Sungkar dan Baasyir
pada awal 1980-an mampu mendidirkan kelompok NII pimpinan mercka
sendiri yang menguasai seluruh wilayah Jawa Tengah dan Yogyakarta
(Nursalim, 2001; Jamhari & Jahroni 2004: 56-7).

Menurut sejumlah studi lebih belakangan (Ausop 2005; Janhari
dan Jahroni 2004; ICG 2004), kelompok Islam politik radikal tertentu
di Indonesia memiliki keterkaitan DI/TII di bawah kepemimpinan
Kartosuwiryo yang ada pada 1950-an melakukan pemberontakan melawan
Republik Indonesia. Meskipun militer Indonesia saat ini berhasil membasmi
pemberontakan yang bertujuan mendirikan NII, banyak di antara anggota
DI/TIT dulu itu berhasil bertahan hidup selama beberapa kurun waktu,

bahkan beberapa di antara mereka masih hidup hingga kini.

Meskipun mereka mampu bertahan, ketiadaan seorang pemimpin
yang kuat menyebabkan perpecahan di kalangan mantan anggota DI/
TII. Selain itu, perubahan strategi diantara mereka, apakah akan terus
menggunakan pensekatan radikal seperti kekerasan dan pemberontakan,
atau menerapkan pendekatan damai dalam usaha mereka mendirikan
sebuah Negara Islam di Indonesia memperburuk perpecahan dan konflik

yang terus berlanjut bahkan hingga saat ini.

Salah satu kelompok eks-DI/TII atau anggota NII yang disebut-sebut
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melanjutkan pendekatan terorisme adalah Komando Jihad, yang melakukan
sejumlah aktivitas terror pada 1970-an, di antaranya penyerangan kantor
polisidi Bangkok. Tidak banyak hal yang dapat diketahui tentang kelompok
yang disebut sebagai Kelompok Warman. Tetapi kecurigaan berkembang
di kalangan masyarakat Muslim Indonesia bahwa kelompok radikal
ini terdiri dari mantan anggota DI/TII atau anggota NII yang direkrut
beberapa jenderal di lingkaran kekuasaan Presiden Socharto. Dengan
menghasut mereka melakukan kegiatan kekerasan dan terorisme, Islam
dapat didiskreditkan dan akhirnya memberikan justifikasi kepada militer

Indonesia untuk menguasai dan mengendalikan Islam dan Muslim.

Sekali lagi, melihat aktivitas Sungkar dan Baasyir pada masa Soeharto
jelaskeduanya tidak mungkin melakukan kekerasan dan kegiatan terorisme.
Namun demikian, mereka memilih untuk mengkritik pedas pemerintahan
Soeharto. Secara umum, mercka menentang kebijakan Socharto,; hal
inilah kemudian yang menyebabkan mereka ditahan di balik jeruji penjara
selama empat tahun pada 1978. Bebas dari tahanan pada 1982, Sungkar
dan Baasyir melanjutkan perjuangan mereka melawan Soeharto dengan
membentuk apa yang disebut dengan kelompok usrah (secara literal berarti
keluarga) sebagai usaha mercka untuk mendirikan NII. Pada 1986, rezim
Soeharto menahan sejumlah pimpinan usrah dengan tuduhan melakukan
tindakan subversive; namun Sungkar dan Baasyir berhasil melarikan diri
ke Malaysia. Di negara jiran inilah, mereka hidup selama 15 tahun dan

kembali ke Indonesia pada 1999 setelah kejatuhan brezim Socharto.

Salah satu kelompok NII terdahulu lainnya adalah kelompok NII KW
9 yang dipimpin Abu Toto yang bernama asli AS Panji Gumilang. Tidak ada
yang mengetahui secara pasti apakah kelompok ini meninggalkan gagasan
NII atau tidak; namun jelas kelompok ini memilih jalan damai dengan
aktivitas dakwah, terutama pendidikan. Panji Gumilang menimbulkan
keheranan di kalangan masyarakat Muslim, karena mendirikan Pondok

Pesantren al-Zaytun di Indramayu, Jawa Barat, yang terkenal karena




HISTORITAS KEBANGSAAN DAN DEMOKRASI:
Historiograh Dendidikan Scjarah dan Genre

kemegahan bangunannya yang spektakuler. Dengan segera ia dituduh
kalangan Muslim tertentu menyebarkan ajaran menyimpang di pesantren
tersebut. Investigasi pihak berwenang dan Badan Penclitian Departemen
Agama Republik Indonesia menghasilkan kesimpulan bahwa tidak ada
penyimpangan dari ajaran Islam di dalam Pesantren al-Zaytun, baik dalam

segi akidah maupun praktik keagamaan.

IDEOLOGI ISLAM POLITIK RADIKAL

Sekali lagi, kita harus mengakui, perubahan politik yang terjadi di
tingkat nasional, regional, dan internasional, khususnya pasca peristiwa
11 September 2001 di Amerika Serikat, pada kenyataannya telah
mendorong radikalisasi Islam politik jenis kedua, sebagaimana telah
dijelaskan sebelumnya. Penahanan dan pengadilan terhadap sejumlah
individu dan kelompok di negara-negara Asia Tenggara seperti Malaysia,
Singapura, Filipina, dan Indonesia atas tuduhan keterlibatan dalam aksi
terorisme mengindikasikan bahwa kelompok-kelompok tersebut memiliki
keterkaitan secara regional satu sama lain, dan juga dengan kelompok-

kelompok radikal internasional.

Investigasi polisi Indonesia terhadap kasus bom Bali yang terjadi
pada 12 Oktober 2002, misalnya, menyingkapkan adanya hubungan yang
kompleks antara para individu dan kelompok militant yang kemudian
melakukan aksi kekerasan dan teror, termasuk di antaranya pengeboman
di Hotel Marriot dan Kedutaan Besar Australia di kawasan Kuningan,
Jakarta. Sebuah gambaran lebih jelas mengenai jaringan radikal kemudian
menjadi terbuka. Sedikitnya ada dua pola yang mencolok terungkap dari
investigasi yang dilakukan polisi pada kasus-kasus pengeboman. Yang
pertama, beberapa pelaku pengeboman adalah alumni Pesantren Ngruki,

Solo, Jawa Tengah, pimpinan Abu Bakar Baasyir, seperti disebutkan

sebelumnya, dianggap pemimpin spiritual Jama;ah Islamiyah, inti dari
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kelompok-kelompok radikal di Asia Tenggara. Kedua, beberapa pelaku
pengeboman adalah veteran perang melawan Uni Soviet di Afghanistan
(Azra, 2003b; ICG Agustus 2002; ICG Desember 2002; Nuralim 2001).

Persepsi tentang radikalisasi Islam politik jenis kedua di antara
kelompok Muslim tertentu di Indonesia atau di Asia Tenggara muncul sesaat
setelah peristiwa 11 September 2001 di New York dan Washington DC.
Persepsi tersebut tumbuh dengan pesat setelah terjadi berbagai pemboman
meledak di Tanah Air, terutama tragedy bom Bali yang menewaskan hamper
200 orang tak bersalah. Pengeboman gerai McDonald dan showroom
mobil Haji Kalia di Makassar, Sulawesi Utara, pada perayaan Idul Fitri
(5 Desember 2002), diikuti dengan pengeboman Hotel Marriot di Jakarta
pada 2003, dan pengeboman di Kuningan atau tepatnya di depan Kedutaan
Besar Australia di Jakarta pada 9 September 2004 dan pemboman Bali
IT pada 2005, memperkuat adanya kecenderungan peningkatan tindakan
terorisme di kalangan individu dan kelompok radikal di Indonesia.
Kesimpulan ini dihasilkan dari hasil investigasi kepolisian di Indonesia
yang menunjukkan bahwa para pelaku tindakan teroris ini adalah individu-

individu yang diketahui merupakan anggota kelompok radikal tertentu.

Sekali lagi, perkembangan internasional berikutan dengan serangan
terhadap Amerika Serikat pada 11 September 2001 telah menyebabkan
individu dan kelompok tertentu di kalangan masyarakat Muslim Asia
Tenggara, khususnya Indonesia, menjadi radikal untuk kemudian
menganut ‘ideologi kebencian’ (ideology of hatred). Operasi militer
Amerika di Afghanistan menyusul penyerangan atas World Trade Center
di New York dan Markas Besar Pentagon di Washington DC merupakan
momentum yang menguntungkan bagi individu dan kelompok radikal

untuk menyatakan diri mereka secara lebih tegas.

Presiden George W. Bush yang memutuskan menyerang Irak sejak

Maret 2003 menambah kebencian dan kemarahan di kalangan Muslim

radikal. Lebih lanjut, penahanan sejumlah orang yang dianggap radikal
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di Malaysia, Singapura, dan Filipina kiaun menambah kemarahan dan
kebencian mereka terhadap Amerika Serikat dan simbol-simbol yang
mereka anggap secbagai representasi dari imperialism Amerika Serikat,
seperti McDonald dan Kentucky Fried Chicken. Semua ini kian memperkuat

“ideologi kemarahan’ mereka.

Tetapi, kita tidak boleh salah dalam memahami perkembangan baru
semacam ini; karena pada kenyataannya radikalisme di kalangan Muslim
Indonesia bukanlah merupakan sesuatu yang baru. Meskipun Islam di Asia
Tenggara secara umum dianggap sebagai Islam yang moderat dan damai,
namun sejarah Islam di Asia Tenggara menunjukkan bahwa radikalisme di
kalangan Muslim, sebagaimana akan dibahas nanti, telah ada selama kurang
lebih dua abad silam, ketika gerakan Padri yang merupakan adaptasi dari
gerakan Wahhabi di Sumatera Barat pada akhir abad ke-18 dan akhir abad
ke-19 memegang kendali untuk memaksa masyarakat Muslim Sumatera
Barat untuk mengikuti pemahaman Islam mereka yang literal. Gerakan
Padri dengan kekerasan itu bertujuan menyebarkan kemurnian dan
keaslian ajaran Islam sebagaimana dipraktikkan Nabi Muhammad dan para
sahabatnya (salaf). Namun demikian, gerakan Padri gagal mendapatkan
dukungan mayoritas Muslim local. Gerakan Padri merupakan satu-satunya
contoh ideologi salafi radikal di seluruh Asia Tenggara. Gerakan Padri di
Sumatera Barat memberikan contoh gerakan radikal dengan menggulirkan
gagasan jihad melawan sesame muslim; dan setelah itu tidak ada lagi

gerakan semacam itu dalam skala yang sebanding.

Jadi sekali lagi, dalam konteks terakhir ini, salafi radikal bukanlah
sesuatu yang baru di Indonesia. Gerakan Padri merupakan satu-satunya
kelompok salafi radikal di Indonesia yang menggunakan kekerasan
terhadap kaum Muslimin lain yang menolak mengikuti ajaran-ajaran
mereka. Preseden ini tidak diikuti gerakan salafiyah lain di Indonesia,
yang muncul sejak awal abad ke-20. ketika para pembaharu salafiyah

asal Mesir seperti Muhammad Abduh dan dan Rasyid Ridha mengilhami

EE
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sama “tegas” dalam politik pemerintahannya. Perbedaan yang menonjol
mungkin terletak dalam politik ekonomi yang selama Orde Baru lebih
terpengaruh oleh kapitalisme dan liberalisme. Pertumbuhan bourgeoisie
Indonesia lebih pesat pada masa Orde Baru yang terlihat pada munculnya
puluhan pengusaha besar seperti keluarga Bakrie, Ibnu Sutowo, Soedono
Salim, hingga keluarga Soeharto sendiri seperti Mbak Tutut, Bambang
Trihatmodjo, Tommy, dan masih banyak lagi (Globe Asia 2008). Sebagian
pengusaha besar tersebut sebenarnya telah berkembang sebelum Orde Baru.
Artinya struktur politik dan ekonomi liberal sudah lama bertumbuh dan
efeknya menyuburkan praktik korupsi. Di negara besar semisal Amerika
Serikat, gejala seperti itu sudah diketahui umum paling tidak sejak abad
ke-19 (Presser 1951).

Di negara “semuda” Indonesia pun gejala korupsi sudah lama
terdengar tetapi pemberitaan melalui media massa lebih meluas setelah
Reformasi (1998). Judul-judul berita atau laporan di surat kabar dan
majalah yang menyeramkan seperti “Lumbung (Bulog) Penuh Tikus,” “Wis
Bobrok,” “Ketika Maling Kuras Kekayaan Negara,” “Dana Non-Budgeter
dan Pertamina,” dan lain-lain, menyadarkan publik betapa semrawutnya
negeri kita. Bisa ditambahkan bahwa dalam Pemilihan Umum 1999 pun
korupsi dana Komisi Pemilihan Umum nyaris melibatkan semua partai
peserta Pemilu (Kompas, September 2002; lihat juga artikel Sediono
M. P. Tjondronegoro, “Dari Kolonialisme sampai Materialisme,” Suara

Pembaruan, Agustus 2010).

Pluralisme partai politik dewasa ini juga melemahkan Dewan
Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Bahkan
ketegasan pemerintah pusat juga terkikis karena kabinet presidensial
dilemahkan oleh perwakilan terlalu banyak partai politik dalam DPR
ataupun DPRD. Ditambah dengan praktik korupsi di lingkungan parlemen
yang tidak kalah dahsyatnya dengan kalangan birokrasi, maka benarlah apa

yang pernah disimpulkan oleh Teuku Jacob (2004), guru besar Universitas
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Gadjah Mada, bahwa usaha kita membangun demokrasi jauh dari berhasil,
malah timbul kleptokrasi. Demokrasi yang kita impikan ternyata hanya

democrazy seperti yang diplesetkan oleh para aktivis.

Dari sudut pandang dan analisis sosiologi, gejala dan praktik korupsi
tersebut bisa dilihat sebagai melemahnya nilai-nilai sosial (values) yang
mempengaruhi moralitas manusia pada umumnya sehingga perbuatannya
pun tidak terkendali lagi oleh adat atau undang-undang serta peraturan.
Dari segi agama, perilaku koruptif itu bisa dilihat sebagai ketidaktaatan
manusia pelaku korupsi terhadap nilai-nilai suci yang terkandung dalam
Alquran dan Hadis. Dalam situasi moral seperti itu, mudah sekali timbul

anarki dan lemah hukum dalam masyarakat (Nabiel F. Almusawah 2007).

Untuk menganalisis situasi masyarakat Perancis abad ke-19, sosiolog
Emile Durkheim memperkenalkan istilah anomie. Istilah itu sendiri sudah
dikenal sejak 1591 dan sering dihubungkan dengan bidang teologi abad ke-
17 dalam arti ingkar terhadap hukum, lebih khusus divine law atau hukum
ketuhanan. Durkheim menggunakan istilah itu dalam penclitian klasiknya
mengenai bunuh diri (suicide) pada 1897. Ahli-ahli sosiologi abad ke-20

seperti C. R. M. Mac Iver mengartikan istilah anomie lebih luas.

Situasi anomie bukan saja menunjukkan lemahnya penerapan hukum,
tetapi warga masyarakat sudah terlepas dari akar-akar moralitasnya
sehingga perilaku dan kepentingan pribadi dan kelompok sangat menonjol.
Di Indonesia, gejala dan kecenderungan itu terlihat dan terasakan setelah
Reformasi 1998. Untuk melengkapi pemahaman, di sini dikutip definisi
social capital yang erat terkait pada moralitas bangsa dan yang sudah
melemah sampai di tingkat nasional—dan sebagai warga negara yang
mengalami perjuangan fisik, hal itu saya rasakan sangat menyedihkan,
“Define social capital broadly as the institution, relationships, attitudes
and values that govern interactions among people and contribute to

economic and social development.”

I
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Akibat kebingungan dan kelemahan berperilaku sesuai norma hidup
dalam masyarakat mutakhir—dan bukan adat lagi—terjadilah perilaku yang
tidak sesuai, dengan fatwa agama sekalipun. Modal sosial yang mencakup
sistem “panutan’ dalam kebudayaan Indonesia juga membutuhkan waktu
untuk berubah menjadi kepemimpinan demokratis yang ditaati oleh jauh

lebih banyak warga negara.

Melemahnya pegangan pada norma adat untuk menaati perundang-
undangan dan peraturan publik sangat mempermudah timbulnya korupsi,
khususnya di kalangan birokrasi negara. Begitu pula prinsip yang
mendasari pemikiran dan teori pendekar ekonomi Adam Smith, survival of
the fittest, atau yang kuat akan bertahan, jelas mempunyai relevansi yang
erat dengan perbuatan korupsi. Di Indonesia, gejala tersebut sebenarnya
sudah berlangsung sejak lama, terutama pada masa Orde Baru, hanya
saja belum banyak dibahas secara terbuka. Media massa kala itu tidak

menyebarkan berita-berita tentang korupsi.

Keterbukaan dalammembongkar gejalakorupsi, kolusi, dan nepotisme
seperti yang ditunjukkan Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan
langkah yang sangat patut dihargai. Namun, efektivitas pemberantasannya
masih perlu banyak waktu. Hanya tindakan tegas dan hukuman mati akan

dapat mengurangi perbuatan korupsi yang paling merugikan masyarakat.

PERUBAHAN PELAPISAN SOSIAL

Sebelum kemerdekaan, orang kaya pribumi hampir tak diketahui.
Salah seorang yang terkenal adalah Nitisemito, produsen rokok kretek di
Kudus, Jawa Tengah. Lapisan sosial paling yang mencakup pengusaha
besar diduduki orang Belanda, disusul oleh usahawan keturunan Tionghoa,
sedangkan pengusaha pribumi menempati lapisan terbawah. Keadaan

mulai berubah setelah pemerintah Indonesia mendirikan Perusahaan

Negara yang pada gilirannya merangsang pertumbuhan perusahaan swasta
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schingga memunculkan kelas entrepreneur atau bourgeosie, besar ataupun

kecil.

Namun. perusahaan negara yang sudah dibentuk sebelumnya seperti
Permina kemudian menjadi Pertamina dinilai kurang efisien (Abeng
2008). Dengan swastanisasi yang lebih deras, modal asing yang ditanam
di Indonesia juga semakin besar. Dari sisi angkatan kerja, walaupun
terjadi pertumbuhan dari 98,91 juta sampai 108,13 juta pada 2001-07,
pengangguran juga meningkat dari 8,10 persen sampai 10,54 persen dalam

periode yang sama.

Data lain menunjukkan terjadi pengangguran 8,32 persen dan setengah
pengangguran 34,32 persen, walaupun pertumbuhan ekonomi mencapai
6.5 persen. Angkatan kerja baru terserap 30 persen yang dapat pekerjaan
tetap, sedangkan 70 persen yang lain masih bebas (Bisnis Indonesia, 23
Mei 2011).

Menurut majalah Globe Asia (Edisi Khusus, Juni 2008) dari 150
orang terkaya Indonesia, 14 orang di antaranya memiliki kekayaan antara
USS 1,05 milyar hingga US$ 9,2 milyar termasuk Aburizal Bakrie, Budi
Hartono (Djarum), Eka Tjipta Widjaya (Sinar Mas), Sudono Salim (Salim
Group), Arifin Panigoro (Medco), dan Hashim Djojohadikusumo ( Tirtamas)
untuk menyebut beberapa nama. Bahkan perusahaan Bakrie bukan hanya
terkaya di Indonesia tetapi di kawasan Asia Tenggara. Dengan adanya
ketimpangan antara lapisan pemilik modal trilyunan rupiah di satu pihak
dan jutaan buruh dan tani yang hidup dari kurang dari USS 2,00 per hari
per kapita tidak mengherankan bila timbul korupsi dan berbagai bentuk

sengketa.

Ditinjau dari sudut pandang sosiologi sangat menarik bagaimana
falsafah dasar pemikir politik ekonomi klasik mempengaruhi tumbuhnya
kelembagaan dalam masyarakat. Dari sejarah negara-negara besar dapat

kita pahami bahwa feodalisme, yakni kekuasaan raja di atas rakyatnya,

dikenal di semua benua.




HISTORITAS KEBANGSAAN DAN DEMOKRASI:
Hisloriograli. Pendidikan Scjarah dan Genre

Falsafah yang mendasari prinsip-prinsip ekonomi Adam Smith
survival of the fittest mengubah pelapisan sosial, karena mereka yang
bermodal dandapatmenguasaiperekonomian menggantikankepemimpinan
kaum feodal. Namun, lapisan bermodal yang menguasai perputaran roda
ckonomi masih tetap melanjutkan kesenjangan antara si kaya dan si miskin,
sedangkan menurut falsafah demokrasi hal itu tidak sesuai. Sosialisme
yang muncul kemudian berusaha meralat keadaan dengan mengusahakan
pemerataan. Jelas ini juga ditentang oleh lapisan yang berkuasa, dan
banyak negara berkembang sekarang sedang mengusahakan suatu tatanan
dalam masyarakat masing-masing dengan mengetengahkan kesamarataan
hak (demokrasi) sehingga terhindarnya ketimpangan ekonomi dapat
menjadi kenyataan. Oleh karena itu sering terdengar bahwa masyarakat

yang diidamkan itu berbentuk negara sosial demokrat.

REFORMASI DAN MODAL SOSIAL

Mengalami dan memperhatikan kekacauan di masa Reformasi ini
timbul pertanyaan apa sebab utamanya. Dari sudut pandang sosiologi
dapat diajukan hipotesa bahwa besar kemungkinan karena modal sosial

sangat melemah.

Dulu, definisi tersebut berdasarkan penelitian masyarakat kecil
di daerah pedesaan. Namun, kini sudah saatnya dihubungkan dengan
masyarakat nasional yang jauh lebih besar dan luas. Inilah yang menjadikan

negara terhormat, adil dan makmur sebagaimana pernah diimpikan Bung

Karno: Negara Sosial Demokrasi.
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Nasionalisme dan Kearifan Sejarah

TAUFIK ABDULLAH
LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA

idak seperti Demokrasi Terpimpin, yang dengan begitu saja

digantikan oleh sebuah rezim baru setelah legitimasi Presiden

Sukarno ditolak Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara pada
1967, kejatuhan Orde Baru pada 1998 ternyata tidak memberi kesempatan
bagi lahirnya rezim baru. Kejatuhan Orde Baru malah menimbulkan
suasana krisis yang bersifat multidimensional. Ketika sistem kekuasan
yang serba-dominan telah tersingkir maka kesempatan pun terbuka lebar
bagi terjadinya perbenturan wacana. Pada waktu itulah segala kesatuan
pendapat dan persamaan idealisme yang sejak lama dipelihara Orde
Baru—bahkan juga sesuatu yang senantiasa diusahakan Demokrasi
Terpimpin pada masa kekuasaannya—mencair begitu saja. Seperti dulu
juga, ketika ”demokrasi parlementer” (1950—59) masih merupakan tatanan
kenegaraan, perbenturan berbagai corak idealisme pun terjadi. Hanya saja
kini perbenturan itu terwujud ketika tradisi otoritarianisme telah tertanam
dalam struktur kesadaran. Idealisme ke arah terwujudnya demokrasi yang
sehat dikumandangkan tetapi suara dan hasrat ini telah ditempa oleh sikap
otoriter. Maka yang tampil ke permukaan hanyalah suasana euforia yang
tampak seperti telah merelatifkan kesopanan politik dan bahkan juga

keharusan konstitusional.

SISTEM WACANA DAN NASIONALISME

Demonstrasi massa, dimotori terutama oleh mahasiswa, yang
diperlihatkan dalam berbagai bentuk dan gaya, adalah pantulan situasi
ketika afinitas yang aneh dari hasrat demokrasi yang sekian lama terpendam,

dengan tradisi otoriter yang telah menjadi bagian dari struktur kesadaran.

h
7z

(o

Py

~ah




g m\rou TAS KEBANCSAAN DAN DEMOKRASI:

Historiograll Pendidikan Sejarah dan Genre

Gejala monopoli kebenaran dan keharusan politik tampil seperti gejala
yang umum dan lumrah saja. Dalam suasana euforia politik seperti ini
sekian banyak partai, yang ingin memperjuangkan tempat yang diharapkan
memadai dalam pembagian kekuasaan, bertumbuhan. Pada waktu ini pula
berbagai corak lembaga swadaya masyarakat menampilkan diri sebagai
kekuatan civil society yang menempatkan diri sebagai perantara yang

autentik tanpa cela antara negara dengan masyarakat.

Bahkan ketika ini pula bermacam corak konflik horisontal meletus di
beberapa daerah. Dalam situasi yang menjadi pentas dari berbagai corak
keanekaragaman konflik ini tampak pula betapa perbedaan agama, etnisitas,
bahkan juga tingkat sosial-ekonomis dan lingkungan tempat tinggal bisa
saja menjadi patokan untuk menentukan mana lawan dan mana pula kawan.
Konflik horisontal ini bukan saja memperlihatkan betapa masing-masing
pihak ingin mendapatkan kemenangan dalam berhadapan dengan lawan
yang berwajah banyak, tetapi sesungguhnya juga merupakan suatu bentuk
wacana tentang betapa arti kehadiran negara telah direlatifkan. Negara
tetap dirasakan sebagai kekuatan dan sistem kekuasaan yang riil dan sah
tetapi makna kehadirannya dijadikan sebagai suatu eksistensi yang relatif

saja—ada tetapi tak begitu relevan.

Maka mestikah diherankan jika di tengah-tengah kegalauan sosial-
politik seperti ini sebuah pertanyaan sederhana akhirnya terlontar. Ke
manakah perginya perasaan kebangsaan yang mempersatukan yang biasa
disebut nasionalisme itu? Apakah cita-cita dan kesadaran politik yang
telah mengikat berbagai kesatuan sosial dan budaya serta keragaman status
sosial dan ekonomi dalam hasrat untuk mendirikan dan mempertahankan
suatu komunitas politik baru yang disebut negara-bangsa kini telah mulai
memasuki masa yang pudar? Mengapakah nasionalisme, yang telah
berhasil membentuk tekad bagi terwujudnya suatu komunitas baru yang
integratif, yang telah melebihi ikatan primordial dan yang merangkai
segala macam perbedaan dalam sebuah ikatan sosial-politik yang disebut
bangsa, tampak seperti sedang melonggar?
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Atau, apakah yang discbut sebagai “krisis nasionalisme” ini hanyalah
sekadar contoh dari peralihan sistem wacana ketika pergantian landasan
kekuasaan politik telah terjadi? Bukankah hal ini dengan keras dirasakan
pada saat rezim lama yang serba-dominan secara formal telah berakhir?
Siapa tahu, mungkin juga inilah masalahnya. Bukankah sistem discourse
yang dominan kerap kali memantulkan sifat dan corak sistem kekuasaan
yang dominan? Jangan-jangan suasana yang dirasakan sebagai pantulan dari
krisis nasionalisme itu sesungguhnya hanyalah hal yang biasa saja. Sebab
bisa jadi kehadiran “nasionalisme” hanya terasakan sebagai realitas yang
fungsional dalam kehidupan sosial-politik ketika ancaman dari luar sedang
dihadapi dan mungkin juga pada saat kekuasaan yang dominan dirasakan
sebagal teramat memaksakan kehadirannya. Jika demikian, nasionalisme
yang selama ini praktis dikuasai negara—bahkan sejak zaman Demokrasi

Terpimpin—Dberarti juga harus mengalami ujian keabsahannya.

Dalam suasana ketika negara menampilkan diri sebagai ’sang
maha- penentu,” nasionalisme biasa sekali diperlakukan sebagai landasan
ideologis atas legitimasi kekuasaan. Ketika visi tentang diri dan komunitas
serta program kekinian dan cita-cita masa depan yang tumbuh dan
dipupuk dari kesadaran sejarah dan visi masa depan dikuasai oleh negara
maka nasionalisme pun menjadi alat kekuasaan. Ketika nasionalisme
resmi ini semakin kokoh, masyarakat-bangsa pun semakin kehilangan
hak atas wacana yang semula menjadi landasan kelahiran bangsa. Di
bawah hegemoni makna yang dipelihara negara yang serakah, yang ingin
mengusal semua, maka nasionalisme, yang semula bertolak dari idealisme
tentang kehadiran suatu corak ikatan kehidupan komunitas yang baru
dan menyegarkan, kini bisa menjadi ideologi-penyangga bagi sistem
kekuasaan. Jika memang demikian halnya maka bisa saja pengingkaran
atas keabsahan perilaku kekuasaan sekaligus diartikan sebagai penafian

atas relevancy nasionalisme.

Dapatlah dibayangkan ketika Orde Baru jatuh, keabsahan dari

berbagai hal yang pernah berada di bawah dominasinya mengalami krisis
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pula. Dalam suasana ini nasionalisme keindonesiaan pun seakan-akan
tenggelam begitu saja dalam lautan lupa. Kini yang teringat hanyalah
keharusan adanya supremasi hukum dan berlanjutnya proses ke arah
berlangsungnya demokratisasi yang sehat dan kreatif. Sedangkan yang
dirasakan sebagian masyarakat-bangsa ialah keresahan akan kemiskinan
yang seperti enggan untuk membaik dan pendidikan bagi anak-anak dan

kesehatan bagi keluarga yang terasa semakin jauh dari jangkauan.

KRISIS NASIONALISME ATAU GAIRAH KEBEBASAN

Jika demikian, apakah yang dianggap sebagai kemerosotan
nasionalisme itu hanyalah pembebasan dari dominasi wacana dari dua rezim
otoriter—Demokrasi Terpimpin dan Orde Baru—yang datang bergantian.
Barangkali kemerosotan itu terasa karena semakin kuatnya hasrat reformasi
untuk mendapatkan kembali cita-cita bangsa yang murni, sebelum
diwarnai oleh panggilan sistem kekuasaan yang serakah. Masalahnya
ialah di balik keluhuran hasrat dan cita-cita yang terkandung dalam
dirinya, bahkan juga yang menjadi pendorong kelahirannya, nasionalisme
ternyata bisa juga menjadi landasan yang strategis bagi penguasa untuk
mengekang kebebasan masyarakat. Jika unsur integratif yang terlekat pada
nasionalisme bisa dikuasai, meskipun dengan mengorbankan keharusan
demokratis yang merupakan bagian esensial dari kelahiran nasionalisme
itu sendiri, negara sesungguhnya telah mempunyai landasan yang kuat
untuk mempertahankan dominasinya. Maka, timbul pertanyaan, apakah
yang disebut sebagai krisis nasionalisme itu sejatinya merupakan pantulan
menaiknya hasrat kebebasan setelah kekuasaan yang serba-dominan

dikalahkan. Namun, bagaimanakah realitas empirik yang sesungguhnya?

Tanpa harus melibatkan diri dalam konser kritik yang kini sangat

gencar terhadap pemerintah, sebagai lembaga eksekutif, dan bahkan juga

tanpa harus mendaftarkan berbagai corak kegalauan fungsi dan keutuhan
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moral yang menyebar ke hampir semua lembaga kenegaraan (termasuk
lembaga legislatif dan judikatif), berbagai kenyataan empirik bisa berbicara
sendiri. Gerakan reformasi ternyata juga tampil sebagai pembuka pintu
bagi hampir semua jenis konflik. Sumber-sumber konflik yang selama ini
ditutupi dengan keras oleh sistem kekuasaan yang sentralistis, kini seakan-
akan mendapat saluran untuk tampil ke permukaan. Tiba-tiba bangsa
juga dikagetkan oleh fakta sederhana bahwa perbedaan status ekonomi,
agama, dan etnis, bahkan desa dan kampung yang berlainan sekalipun,
bisa menjadi sumber atau alasan dari meletusnya konflik terbuka. Bahkan
proses demokratisasi yang sekian lama terhenti—sejak Dekrit Presiden
5 Juli 1959—dilanjutkan kembali dalam desentralisasi pemerintahan
dan otonomi daerah tampak memberi peluang bagi tersalurnya hasrat
nasionalisme-etnis dan munculnya kecenderungan primordialisme.
Terbebas dari sistem kekuasaan, yang bukan saja sentralistis tetapi juga
berhasil menjadikan dirinya sebagai pemegang hegemoni wacana, maka

berbagai kemungkinan pun tampil begitu saja.

Betapa ironis ketika proses demokratisasi telah dihidupkan kembali,
otonomi daerah dan—apalagi—pemekaran wilayah ternyata bukan sekadar
membuka kebebasan relatif bagi daerah untuk mengatur diri sendiri tanpa
kontrol yang ketat dari pemerintah pusat. Otonomi daerah tidak pula
berarti semakin memungkinkan kedekatan negara dengan rakyat. Ternyata
otonomi daerah dan pemekaran wilayah tidak jarang menjadi saluran bagi
konflik kepentingan para elite lokal. Betapa paradoks juga terasa ketika
otonomi daerah, yang bertolak dari hasrat untuk mencapai keutuhan
bangsa, ada kalanya tampil sebagai pemancing munculnya segala corak

faktor pembeda yang disintegratif.

Berbagai peristiwa yang melanda Tanah Air kita memperlihatkan
bahwa keberhasilan nasionalisme, yang ingin melebur batas-batas sosial-

kulturalkedalamsuatukomunitasbaru, yangdisebutbangsa,danmenjadikan

semangat patriotisme sebagai landasan melawan kolonialisme, kini harus
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menghadapi ujian yang berat dan beragam pula. Ujian dan tantangan itu
bukan saja berasal dari keharusan terlaksananya agenda yang terlekat erat
pada cita-cita, tetapi juga dari corak komunitas lain yang melampaui batas-
batas negara dan bangsa. Berbagai corak saluran globalisme—sebagai
akibat dari proses globalisasi yang semakin mempererat interdependensi
ekonomi dan moneter, hubungan informasi dan komunikasi antarnegara,
bahkan juga aliansi politik dan ekonomi dari berbagai corak kesatuan
regional dan politik—terasa juga seperti telah merelatifkan batas-batas

negara dan bangsa.

Selain itu, bagaimana pula akan bisa dilupakan begitu saja dorongan
universalisme agama, yang sejak semula telah mempunyai hubungan yang
dilematis dengan nasionalisme. Ada universalisme yang tampil sebagai
pendukung, ketika kekuatan durjana kolonialisme dan imperialisme terasa
mengancam, tetapiada pulasaatnyaketikakecenderungan inimenampakkan
diri sebagai penantang dari keabsahan nasionalisme, yang membuat batas-
batas antara “kita” dan “mereka.” Maka, mestikah diherankan pula kalau
ada golongan yang mencita-citakan terbentuknya negara yang berdasarkan
keharusan agama yang bersifat cksklusif dan bahkan ada pula yang
berusaha mendirikan sebuah negara-yang-melampaui-ikatan-bangsa dan
menjadikan agama, bukannya kesadaran nasionalisme, sebagai landasan
bagi perwujudan negara. Maka, hasrat ideologis yang diperjuangkan ini
dengan begitu saja mengingkari empat pilar konsensus konstitusional yang
ingin mempertahankan eksistensi negara kesatuan Republik Indonesia,
Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan semangat bhineka tunggal
ika. Jadi, apakah nasionalisme, yang dalam Pancasila disederhanakan
dalam ungkapan “persatuan Indonesia,” masith memiliki harapan untuk

mempertahankan eksistensinya dan relevansi kehadirannya?

Segala kesulitan dan kegelisahan yang kini dirasakan anak bangsa
adalah batu ujian dalam hidup bernegara dan berbangsa. Kesemuanya

adalah bagian dari dinamika kehidupan kebangsaan yang sekali-sekali
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pasti dialami dalam dinamika pergolakan sejarah. Berbagai kekecewaan
yang kini terasa seperti sedang melanda kehidupan bangsa adalah harga
yang harus dibayar ketika dorongan untuk mendapatkan harkat kehidupan
yang lebih layak tidak lagi tertahankan. Pada saat negara telah memutuskan
untuk melepaskan hegemoninya terhadap dunia makna, sebagaimana
secara simbolik dilakukan dengan penghapusan indoktrinasi, ketika itu
pula dimulai pencarian landasan baru yang sesuai dengan cita-cita yang
tercetus dan diperjuangkan saat eksistensi negara baru dilahirkan. Ketika
kebebasan itu telah didapatkan maka pada waktu itu pulalah renungan
untuk mendapatkan pemahaman baru terhadap konsensus yang pernah
dipatrikan tidak terhindarkan. Oleh karena itu mestikah diherankan kalau
kini—sayup-sayup mungkin masih terasa—pencarian landasan baru

nasionalisme Indonesia mulai juga dilakukan.

NASIONALISME DAN TANTANGAN SEJARAH

Nasionalisme bukanlah sekadar sebuah ideologi, tetapi suatu state of
mind,” kata Hans Kohn; atau "une ame, un princip spirituel,” kata Ernest
Renan, yang lahir dari hasrat pembebasan dari segala corak tckanan dan
keterpencilan. Nasionalisme juga merupakan ideologisasi keinginan untuk
menggapai harkat kemanusian bagi kehidupan kebangsaan. Ada kalanya
nasionalisme tampil sebagai landasan idiil dalam usaha mendobrak segala
hambatan yang menghalangi terwujudnya cita-cita yang terlekat dalam
dirinya, yaitu terbentuknya suatu komunitas yang mengatasi ikatan etnis
dan agama, bahkan juga geografis. Dengan demikian, nasionalisme dipakai
sebagai salah satu patokan etika, sebagai faktor penentu ketika pilihan
dari situasi yang dilematis harus dibuat. Tindakan apakah yang harus
dilakukan oleh seorang prajurit ketika panggilan ke medan perang untuk
membela Tanah Air datang pada saat sang istri tercinta akan melahirkan?

Maka biarlah kesadaran etika menyelesaikan situasi yang dilematis ini.

Tetapi lebih sering nasionalisme berperan sebagai sumber motivasi dalam
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perumusan sistem perilaku atau sebagai etos yang memberikan landasan
emosional dalam pola perilaku. Dalam suasana ini nasionalisme, yang
telah berperan sebagai etos, menjadi landasan kesadaran yang mengajarkan
bahwa sesuatu yang dilakukan dalam konteks kenegaraan dan kebangsaan
bukan saja secara rasional masuk akal, tetapi juga secara emosional

menyenangkan.

Maka, dapat dipahami pula bila landasan emosional dari sesuatu
yang menyenangkan dan rasional itu ada saatnya mengalami krisis. Ketika
berbagai alternatif bermunculan dan pada saat sekian banyak kekecewaan
atas kegagalanuntuk mendapatkan sesuatu yang penting dan menyenangkan
itu dirasakan maka krisis nasionalisme, sebagai landasan etos, bisa juga
datang melanda. Seperti halnya dengan landasan etos lainnya, bahkan
juga yang bertolak dari keyakinan religius sekalipun, sistem perilaku yang
terpancar dari nasionalisme selalu ditempa oleh berbagai corak ujian dan

biasa pula menghadapi tantangan dalam perjalanan waktu.

Jika landasan nasionalisme itu dirasakan sebagai pengingkaran
terhadap harkat kemanusian dari komunitas yang diciptakannya maka
daya tahannya pun akan terkuras begitu saja. Kalau hal ini terjadi maka
komunitas yang dibayangkan (imagined community, kata Ben Anderson)
yang disebut bangsa itu pun akhirnya hanya tinggal dalam cacatan
sejarah. Kemungkinan ini bertambah besar apabila komunitas itu gagal
untuk “berdamai dengan sejarah”—ingatan kolektif akan masa lalu yang
dipenuhi berbagai pengalaman yang pahit dan penuh dendam. Tetapi
sebaliknya, jika ingatan akan keberhasilan lama yang dilakukan bersama
dan kenangan kepada pengorbanan yang pernah diberikan bagi kepentingan
bersama dan untuk keutuhan komunitas yang tercipta secara imajinatif itu
bisa dibangkitkan dan dipupuk kembali, maka ketika itu pula "’krisis™ dari
krisis nasionalisme sangat mungkin bisa terjadi. Maka apa yang dirasakan
krisis nasionalisme itupun mulai menjalani masa akhirnya. Ketika masa

akhir itu telah dicapai, ujian pun selesai— mungkin untuk sementara—
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dan keutuhan bangsa pun semakin terjaga dan masa depan pun dihadapi

dengan penuh optimisme.

Argumen ini tentu saja bisa terasa mempermudah masalah. Bukankah
tiada satu bangsa pun—apalagi yang terbentuk melalui proses sejarah
yang panjang dan penuh pengorbanan—yang bisa terlepas dari penetrasi
globalisasi, yang merelatif-kan arti dan bahkan fungsi dari segala corak
batas dan perbatasan. Dengan kata lain, kini tampaklah dengan jelas
bahwa tidak semuanya bisa diselesaikan secara internal, seakan-akan
hanya kita saja yang merupakan realitas yang utuh. Secara teoretis bisa
pula diperkirakan bahwa penetrasi kekuatan dan pengaruh dunia luar pun
mempunyai kemungkinan pula untuk menggoyahkan kemantapan internal
yang ingin dicapai. Dapatlah dibayangkan bahwa kehadiran komunitas
baru yang diidam-idamkan juga dipengaruhi oleh realitas dunia yang
tanpa batas. Dengan kata lain globalisasi, yang senantiasa ditopang oleh
kosmopolitanisme, mempunyai kemungkinan pula untuk menggerogoti

sendi-sendi nasionalisme.

Meski penetrasi pengaruh globaliasi dalam kesadaran kebangsaan
merupakan kemungkinan yang riil, tetapi perlu juga disadari bahwa
globalisasi sesungguhnya adalah proses yang bertolak dari kesadaran
dan realitas kekinian serta harapan akan masa depan yang hanya bisa
dibayangkan. Tidak seperti bangsa, yang bertolak dari pengalaman dan
ingatan kesejarahan yang riil dan bahkan biasa pula ditempa oleh imajinasi
yang romantik, globalisasi hanyalah gambaran kekinian tanpa dukungan
ingatan kesejarahan. Globalisasi, dengan kata lain, memoryless, tanpa
ingatan. Jika dibandingkan dengan bangsa maka boleh pula dikatakan
bahwa globalisasi juga hampa dari romantisisme, suasana perasaan yang
tidak pernah absen dalam proses pembentukan dan pertumbuhan bangsa.
Jadi, akhirnya kita pun harus menyadari bahwa kekuatan dan daya tahan

internal lebih menentukan.

Eksistensi bangsa, yang didukung oleh cita-cita nasionalisme, bukan
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saja bertolak dari visi kesejarahan. tetapi juga dari hasil pergumulan
intelektual untuk memahami pesan historis dari ingatan kolektif dan
cacatan kesejarahan berbagai kesatuan etnis anak-bangsa. Primordialisme
atau bahkan etno-nasionalisme mungkin bisa memecah-mecah komunitas
bangsa, yang terkait dalam berbagai corak ingatan kolektif dan cacatan
kesejarahan itu. Tetapi jika lembaran sejarah—sebagai cacatan yang
mencoba merangkul semua aspek yang relevan dalam kehidupan sosial—
dibuka lagi, maka tampaklah bahwa komuntas bangsa ini justru lahir
sebagai reaksi terhadap kelemahan struktural dan kultural yang terlekat

dalam diri bangsa-lama.

Jika sejarah pergerakan kebangsaan dengan jelas bisa memperlihatkan
berbagai corak perlawanan terhadap kolonialisme dan berkisah tentang
tumbuhnya hasrat untuk membentuk komunitas baru yang disebut
bangsa, maka sejarah hubungan antar-kesatuan politik tradisional dan
ikatan-ikatan etnis dengan jelas pula memperlihatkan tentang saling
keterkaitan antara berbagai kesatuan dan ikatan itu. Ambil saja contoh
pada beberapa kenyataan sosial-kultural yang sampai kini masih
menjadi bagian dari dinamika kehidupan bangsa. Bagaimanakah harus
diterangkan, misalnya, fakta historis yang sederhana tentang penyebaran
Islam ke seluruh Nusantara, pemakaian ”bahasa Melayu” dalam naskah-
naskah yang ditulis oleh berbagai kesatuan etnis yang tidak berbahasa
Melayu, penerjemahan naskah Melayu ke bahasa Jawa dan sebaliknya,
dan sebagainya, jika bukan karena keterkaitan sejarah yang telah berjalan
sekian abad. Tetapi bagaimanakah kisah-sejarah tentang saling keterkaitan
itu sehingga pada waktunya melahirkan sebuah bangsa-baru, yang saling
berbeda tetapi merasa satu? Seketika hal ini disadari, siapakah yang tidak
akan menekurkan sambil menggeleng-gelengkan kepala saat mengetahui
bahwa pelajaran sejarah hanya menempati sebuah sudut terpencil dalam
kurikulum sekolah.

Sayup-sayup terdengar protes bahwa sejarah masih masuk dalam

pelajaran, tetapi pertanyaannya apakah sejarah ataukah kronikel, yang
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memberikan daftar peristiwa, yang diberikan kepada anak-didik. Memang
benar “kronikel” yang berisikan “apa, bila, di mana, dan siapa” adalah
bagian esensial dari sejarah, tetapi jawab dari keempat pertanyaan itu
belumlah bernama “sejarah.” Scbab, sebagai uraian tentang dinamika
masa lalu, sejarah menuntut pertanggungjawaban moral dan akademis
dalam menjawab pertanyaan “bagaimana’ dan “mengapa.” Bahkan lebih
daripada itu, sejarah yang didukung oleh ketelitian akademis dan kejujuran
moral serta sensitivitas kultural, memberikan perenungan intelektual—
betapapun mungkin sederhana—tentang “penting” dan “relevan”-nya

dinamika dan karakter dari peristiwa sejarah yang dibicarakan.

Lagi-lagi suara protes terdengar. Bukankah uraian panjang lebar
diberikan ketika kisah tentang hari-hari besar yang dirayakan sedang
dibicarakan? Benar juga, tetapi “hari besar” adalah hasil pilihan yang
disengaja untuk suatu keperluan tertentu—entah politik atau apa saja yang
dianggap penting bagi keutuhan sosial. “Hari besar” adalah peristiwa.
sejarah yang telah dijadikan “monumen”—dibiarkan di sana untuk
senantiasa dikenang sambil merenungkan pesan kekinian yang bisa
ditarik dari kejadian masa lalu itu. Hanya saja kehadiran "monumen’” tidak
jarang ditentukan oleh terdapatnya afinitas antara peristiwa sejarah dengan
kepentingan kekuasaan. Jadi bisa dipahami bila peristiwa sejarah yang
dijadikan “monumen” itu merupakan bagian dari dinamika ideological
contestation. Dengan kata lain faktor kekuasaan ikut bermain. Hanya
saja peristiwa sejarah yang dipakai sebagai alat peneguh legitimasi
kekuasaan mengalami krisis kepercayaan ketika kekuasaan itu mengalami
krisis pula. Apalagi bila "monumen” yang menyimpan dendam dalam

perbendaharaannya akan semakin melarutkan bangsa dalam krisis.

Uraian kesejarahan semestinya dapat dijadikan sebagai penyimpan
ingatan kolektif tentang pengorbanan bersama yang autentik. Dengan
pemahaman tentang keterikatan kehidupan dalam lintasan sejarah bukan

saja akan memungkinkan kita mengetahui dinamika kehidupan bangsa
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dalam peralihan waktu tetapi juga kearifan sejarah yang inspiratif.
Bukankah tanpa pemahaman sejarah yang kreatif nasionalisme tidak akan

mungkin bisa dilahirkan ?

Begitulah, di samping hal-hal yang bersifat keharusan struktural—
seperti kemakmuran relatif masyarakat bangsa, kesempatan mendapatkan
pendidikan dan pemeliharaan kesehatan, dan sebagainya—nasionalisme
akan bisa bertahan jika ditopang oleh perluasan pengetahuan dan
pemahaman sejarah di kalangan anak-bangsa. Dalam pertarungan
kultural dan persaingan ekonomi yang semakin gencar, nasionalisme
Indonesia Raya akan lebih mungkin bisa bertahan dan bahkan semakin
kuat jika segala dendam yang sempat bersemi dalam ingatan mengalami

transformnasi—dari dendam menjadi pelajaran ketika mengayuh ke masa

depan yang lebih cerah.
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Ideologi dan Aksi

AZYUMARDI AZRA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH

olitical Islam dan Cultural Islam merupakan dua istilah populer

yang berkembang di dunia Islam, khususnya di Indonesia. Dalam

bahasa Indonesia, political Islam menjadi Islam politik yang
umumnya diperhadapkan dengan cultural Islam atau Islam kultural.
Penggunaan kedua istilah itu menunjukkan adanya dua jenis Islam, yaitu
I[slam politik dan Islam kultural. Yang dimaksud dengan Islam politik adalah
Islam yang memiliki orientasi yang kuat kepada politik dan kekuasaan;
sebaliknya Islam kultural adalah Islam yang memiliki orientasi kepada
pengembangan aspek sosio-kultural dalam kehidupan Islami melalui jalur
nonpolitik seperti dakwah Islam secara damai atau melalui pengembangan

pendidikan, ekonomi, kesehatan, lingkungan hidup, dan sebagainya.

Istilah Islam Politik berkembang ketika Snouck Hurgronje menjadi
penasihat pemerintah Hindia Belanda khususnya pada perempatan terakhir
abad ke-19. Ia membagi Islam politik dan Islam ibadah atau Islam ritual.
Bagi pemerintah Belanda, keberadaan Islam politik harus dibatasi karena
Islam semacam ini memiliki tujuan mengakhiri penjajahan Belanda dan
menggantinya dengan politik pan-Islam, semacam kekhilafahan. Oleh
karena itu, menurut Snouck Hurgronje, perkembangan Islam politik harus
ditekan sebab dapat membahayakan kelangsungan kekuasaan Belanda di
Hindia Belanda. Sedangkan Islam ibadah atau Islam ritual—yang kini Islam
kultural—sangat berbeda dengan Islam politik. Menurut Snouck Hurgronje,
pemerintah justru harus mampu mengakomodasi dan memfasilitasi Islam

ritual— dalam hal ini Islam kultural—atau membiarkannya berkembang

sendiri.
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Berkaitan dengan isu Islam politik di Indonesia, politik Islam dapat
dibedakan menjadi dua jenis. Pertama. Islam politik yang direpresentasikan
partai-partai Islam yang terlibat dalam sistem dan proses politik yang
sah. Mereka berusaha mencapai agenda politik tertentu seperti penerapan
syariah Islam dan pembentukan negara Islam. Dalam sejarah Indonesia,
Islam politik ini dipresentasikan Masyumi pada 1950-an, Nahdlatul
Ulama (NU), dan sejumlah partai Islam gurem. Pada masa pemerintahan
Soeharto, Islam politik diwakili Partai Persatuan Pembangunan (PPP),
dan pada masa sesudahnya direpresentasikan sejumlah partai politik Islam
baru seperti Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS),

dan lain-lain.

Kedua, Islam politik yang ditampilkan beberapa kelompok atau
organisasi Muslim yang memiliki agenda politik yang hampir sama
dengan kelompok pertama. Hanya saja, kelompok atau organisasi ini
bukan merupakan partai politik karena mereka tidak mengakui keabsahan
sistem dan proses politik yang ada. Mereka juga tidak mempercayai partai
politik Islam maupun organisasi sosial keagamaan Islam kultural yang
merupakan mainstream Islam di Indonesia. Bagi mereka, partai politik dan
organisasi [slam arus utama yang moderat terlalu banyak mengakomodasi
dan berkompromi dengan apa yang mereka anggap sebagai sistem dan

proses politik yang tidak Islami.

[slam politik kelompok kedua ini—yang biasa disebut sebagai ‘Islam
politik radikal’— berkembang di Timur Tengah, Asia Tenggara dan negara-
negara Muslim lain di dunia. Di Indonesia, pada masa pasca-kemerdekaan
hingga 1960-an, sebagaian besar Islam politik radikal direpresentasikan
oleh beberapa kelompok, misalnya Darul Islam/Negara Islam Indonesia
(DI/NII). Kelompok ini independen dari organisasi Muslim mainstream
di Indonesia. Mereka melakukan pemberontakan dalam usaha mendirikan

Negara Islam Indonesia dengan cara menumbangkan Republik Indonesia

yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945.
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Islam politik semacam ini juga muncul pada masa pemerintahan
Soeharto. Beberapa di antaranya merupakan bagian dari sisa-sisa
kelompok pemberontak DI/NII yang telah dilarang keberadaannya oleh
pemerintah. Beberapa yang lain merupakan kelompok relatif lebih baru
yang terinspirasi perkembangan politik, baik di tingkat nasional maupun
internasional, atau di beberapa negara Muslim khususnya yang melawan
kebijakan politik Barat. Pembentukan kelompok Islam politik kedua ini
diilhami oleh kesuksesan revolusi di Iran pada 1979 di bawah pimpinan
Ayatullah Khomeni. Peristiwa sejarah sangat penting ini menjadi inspirasi
terbentuknya kelompok Islam politik kedua tidak hanya di Timur Tengah,
tapi juga di Asia Tenggara, khususnya di Indonesia. Rezim Soeharto
memberikan kepada mereka label ‘kelompok subversif”’ yang mengancam

persatuan dan kesatuan nasional.

Jatuhnya Presiden Soeharto pada Mei 1998 dari kekuasaan
pemerintahan selama 32 tahun membebaskan kelompok kedua kategori
Islam politik. Euforia demokrasi dan pencabutan Undang-undang
Anti-Subversi oleh Presiden B. J. Habibie—yang menggantikan
Soeharto—memberikan kesempatan yang sangat luas bagi kelompok ini
untuk mengekspresikan wacana dan gerakan ekstrem dan radikal. Kini,
mereka bebas melakukan berbagai aktivitas di ruang publik. Kelompok
ini terkadang main hakim sendiri, melakukan berbagai tindakan kekerasan
terhadap kelompok Islam lain yang mereka anggap menyimpang. Dalam
banyak kasus mereka sangat leluasa karena kurangnya penegakan hukum
oleh polisi—yang juga tengah menghadapi masalah baik kredibilitas dan
bahkan semacam demoralisasi setelah berpisah dari Tentara Nasional
Indonesia di dalam ABRI.

Beberapa kelompok Islam politik jenis kedua yang pernah sangat
berpengaruh, antara lain, Lasykar Jihad (LJ) yang didirikan Forum

Komunikasi Ahlus Sunnah wa al-jama’ah (FKASWIJ) di bawah pimpinan
Ja’far Umar Thalib; Front Pembela Islam (FPI) dipimpin Habib Riziq




HISTORITAS KEBANGSAAN DAN DEMOKRASI:
Historiograf. Pendidikan Scjarah dan Genre

Shihab; Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) pimpinan Abu Bakar Baasyir;
Jamaa’at Ikhwanul Muslimin Indonesia (JAMI) di bawah pimpinan Habib
Huseinal-Habsyi; dan Hizbut Tharir Indonesia (HTI) (Bamualim, dkk.
2001; Azra 2003a; Fananie, dkk. 2002; Jamhari dan Jahroni, 2004). Sangat
penting dikemukakan, beberapa kelompok tersebut kemudian dibubarkan
pemimpinnya sendiri—seperti Lasykar Jihad—atau menghilang, atau
meredam aktivitasnya setelah terjadi penangkapan dan pengadilan terhadap
pelaku peledakan bom Bali dan beberapa bom lainnya di Indonesia sejak
akhir 2002.

Sangatlah jelas, kelompok Islam politik radikal bersifat merupakan
independen dan tidak memiliki hubungan sama sekali dengan organisasi
[slam mainstream seperti Muhammadiyah dan NU. Mereka juga tidak
berafiliasi dengan partai politik Islam, seperti PPP, PBB, dan PKS. Hal itu
mengindikasikan, kelompok Islam politik tidak mempercayai organisasi
Muslim baik organisasi sosial keagamaan maupun organisasi politik. Hal
ini karena dalam pandangan kelompok ini, seperti disinggung sebelumnya,
organisasi Islam arus utama terlalu akomodatif dan kompromistis dalam
sikap politik dan agama mereka terhadap realitas politik dan agama di
Indonesia. Sebaliknya, kelompok kedua Islam politik cenderung tidak
menunjukkan sikap akomodasi dan kompromi, dan karena itulah mereka
terlihat radikal.

Eksistensi kelompok [slam politik radikal ini juga mendapat dukungan
dari sebagian kelompok militer Indonesia (TNI), khususnya pada setelah
kejatuhan Soeharto. Situasi politik tidak menentu di masa Presiden B. J.
Habibie yang legitimasinya dipersoalkan sementara kalangan membuat
munculnya kalangan Muslim yang ingin membelanya mati-matian. Mereka
ini kenudian dikenal sebagai ‘Pam Swakarsa’ yang memusatkan diri mereka
di Masjid Istiglal Jakarta. Ada rumor yang menyebutkan, kelompok Pam

Swakarsa yang menunjukkan indikasi radikalisme mendapat dukungan

secara diam-diam dari kalangan militer Indonesia.
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KelompokpolitikIslamradikaldilihatdariasalmuasalpertumbuhannya
dapat dibagi menjadi dua kategori. Pertama, kelompok radikal yang pada
dasarnya tumbuh dan berkembang di Indonesia; di antaranya Lasykar
jihad—yang sudah membubarkan diri; FPI, dan beberapa kelompok lain
yang lebih kecil. Kedua, kelompok yang bersumber dari Timur Tengah atau
berorientasi kepada bermacam organisasi Timur Tengah, seperti JAMI yang
berasal dari al-Ikhwan a-Muslimin di Mesir, dan Hizbut Tahrir, yang pada

awalnya didirikan Syaikh Taqi al-Din Nabhani di Jordan pada 1950-an.

Semua kelompok Islam politik radikal ini memiliki orientasi
ideologis dan praksis yang berkembang di antara gerakan-gerakan
‘Islamis’ (/slamiyyun) di Timur Tengah yang sangat mereka percayai
sebagai dunia Islam yang sejati. Dalam pandangan keagamaan, mercka
menganut ideologi salafi radikal, yaitu mewujudkan Islam yang ‘murni’
seperti dipraktikkan kaum Salam—para sahabat Nabi dan thabi'in. Dari
segi pandangan politik, mercka menganut ideologi khilafatisme yang di
antara tujuan terpentingnya adalah pembentukan entitas politik khilafah
universal bagi seluruh Muslim di dunia. Selanjutnya, dengan adanya
khilafah universal ini adalah penegakan syari’ah secara menyeluruh (bdk.

Jamhari dan Jahroni 2004).

Meskipun kelompok Islam politik radikal ini memilliki tujuan
mendirikan khilafah atau dawlah Islamivah yang bersifat lokal dan
regional, mereka sangat jauh berbeda dengan gerakan DI/NII di Indonesia.
Kelompok radikal saat ini cenderung independen dari dan tidak terkait
banyak dengan kelompok radikal terdahulu; atau mereka telah menjadi
independen dari gerakan DI/NII (Ausop 2003).

Melihat gejala radikalisme di tengah masyarakat Muslim Indonesia
khususnya, jelas fenomena ini memiliki sejarah panjang yang kompleks.
Sejarah radikalisme di dalam masyarakat Muslim menunjukkan banyak

faktor yang bertanggung jawab atas kemuncul-annya. Ada kecenderungan

sangat kuat bahwa motivasi dan daya dorong radikalisme lebih terkait
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dengan politik daripada agama. Terlihat jelas bahwa peningkatan
radikalisme juga terkait erat dengan kekacauan sistem politik dan sosial di
Indonesia pada masa awal reformasi. Secara keseluruhan, ketiadaan atau
kurangnya penegakan hukum merupakan faktor penting bagi kelompok
radikal untuk menegaskan diri mereka, antara lain dengan main hakim
sendiri dan berbagai bentuk kekerasan lain dengan mengatasnamakan

Islam.

AKSI ISLAM POLITIK RADIKAL

Organisasi teroris yang paling terkenal di Asia Tenggara, tidak
diragukan lagi, adalah al-Jamaah al-Islamiyah (JI). JI terdaftar di antara
sejumlah organisasi teroris dunia, dan disebut memiliki keterkaitan dengan
al-Qaedah, pimpinan Osama bin Laden. Kita mengetahui bahwa sejumlah
anggota JI telah ditahan aparat keamanan di beberapa Negara di Indonesia
dan sejumlah negara Asia Tenggara lain; dan sebagian di antaranya telah
diajukan ke pengadilan karena keterlibatan langsung atau tidak langsung
dengan berbagai aksi pemboman yang terjadi di Indonesia. Bahkan Abu
Bkar Baasyir, yang disebut-sebut sebagai pimpinan tertinggi JI, pernah
dijatuhi hukuman 20 bulan penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta pada
Febuari 2005, bukan karena dugaan keterlibatannya dengan tcrorisme.
tapi karena pemalsuan dokumen imigrasi ketika dia kembali ke Indonesia
setelah mengasingkan diri di Malaysia pasca hukuman yang dijatuhkan

pengadilan Indonesia di masa Socharto.

Meskipun polisi dan perangkat hukum lainnya mengajukan berbagai
macambuktitentangkepemimpinannyadalamJldandugaanketerlibatannya
di dalam berbagai aksi pemboman, Baasyir dan pengikutnya menolak dan
mengingkari bahwa ia adalah pimpinan JI. Sebaliknya, dia mengakui bahwa
hanyalah pimpinan Majelis Mujahidin Indonesia (MMI); dia menegaskan

bahwa MMI tidak sama dengan JI. dan buka pula merupakan bagian dari
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Baasyir memang membingungkan banyak pihak. Banyak kalangan
publik mengetahui, bahwa bersama Abdullah Sungkar, kawan lamanya.
Baasyir mendirikan organisasi al-Jamaah al-Islamiyah. JI yang mereka
dirikan tentunya berbeda dengan istilah Jama'ah Islamivah yang secara
generik berarti masyarakat Muslim secara umum. Tetapi, JI yang dibentuk
Abdullah Sungkar dan Abu Bakar Baasyir merupakan organisasi khusus
dengan kepemimpinan, struktur, dan keanggotaan tertentu bagi mereka

vang tertarik untuk masuk ke dalamnya.

Juga jelas bahwa JI pimpinan Abdullah Sungkar semula hampur
tidak dikenal masyarakat Muslim Asia Tenggara umumnya atau di
Indonesia dan Malaysia khususnya. Bahkan adalah kenyataan pula, baik
Sungkar maupun Baasyir tidak begitu dikenal dalam dinamika pergerakan
Islam di Indonesia sebelumnya. Hanya setelah peristiwa 11 Sepetember
2001 di Amerika Serikat, khususnya setelah Presiden George W Bush
mendeklarasikan perang melawan terorisme, nama JI sebagai organisasi
teroris mulai menarik perhatian publik. Itulah sebabnya mengapa banyak
di antara masyarakat Muslim di Asia Tenggara kemudian merasa skeptis
dengan keberadaan JI. Bagi mereka, JI hanyalah sebuah organisasi
bayangan yang dibuat intelijen Amerika Serikat untuk mendiskreditkan

Islam dan Muslim.

Harus diakui, sangat sulit menilai secara persis dinamika dan struktur
organisasi seperti JI, karena asal dan sifatnya yang merupakan organisasi
tersembunyi, yang bergerak di bawah tanah. Namun, berdasarkan catatan
kepolisian, ada beberapa hal yang dapat dilihat dari organisasi JI ini.
Organisasi ini dipimpin oleh seorang amir yang dibantu sejumlah wakil
pimpinan pada tingkat daerah (mantigi) yang kemudian memiliki masing-
masing wakil yang langsung mengatur mengatur para anggota. Pada

umumnya anggota tidak pernah berhubungan langsung dengan amir;

bahkan sangat boleh jadi para anggota pada tingkat akar rumput tidak tidak
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mengetahui siapa uang menjadi amir tertinggi. Hal ini mudah dipahami,
karena cara kerja organisasi semacam ini terbentuk dalam sistem jaringan
yang boleh jadi tidak mengetahui keberadaan jaringan lain, dan setiap

jaringan dapat beroperasi secara independen.

Menurut sebuah laporan, Abdullah Sungkar yang memimpin JI
pernah direkrut beberapa jenderal ABRI yang dekat dengan Presiden
Soeharto. Bersama dengan Abu Bakar Baasyir, Sungkar direkrut Haji
[smail Pranoto (Hispran) untuk masuk gerakan NIl pada pertengahan
1970-an. Sementara Hispran dijatuhi hukuman penjara seumur hidup pada
1978 atas keterlibatannya di dalam Komando Jihad, Sungkar dan Baasyir
pada awal 1980-an mampu mendidirkan kelompok NII pimpinan mereka
sendiri yang menguasai seluruh wilayah Jawa Tengah dan Yogyakarta
(Nursalim, 2001; Jamhari & Jahroni 2004: 56-7).

Menurut sejumlah studi lebih belakangan (Ausop 2005: Janhari
dan Jahroni 2004; 1CG 2004), kelompok Islam politik radikal tertentu
di Indonesia memiliki keterkaitan DI/TII di bawah kepemimpinan
Kartosuwiryo yang ada pada 1950-an melakukan pemberontakan melawan
Republik Indonesia. Meskipun militer Indonesia saat ini berhasil membasmi
pemberontakan yang bertujuan mendirikan NII, banyak di antara anggota
DI/TII dulu itu berhasil bertahan hidup selama beberapa kurun waktu,

bahkan beberapa di antara mereka masih hidup hingga kini.

Meskipun mereka mampu bertahan, ketiadaan seorang pemimpin
yang kuat menycbabkan perpecahan di kalangan mantan anggota DI/
TII. Selain itu, perubahan strategi diantara mercka, apakah akan terus
menggunakan pensekatan radikal seperti kekerasan dan pemberontakan,
atau menerapkan pendekatan damai dalam usaha mereka mendirikan
sebuah Negara Islam di Indonesia memperburuk perpecahan dan konflik

yang terus berlanjut bahkan hingga saat ini.

Salah satu kelompok eks-DI/TII atau anggota NII yang disebut-sebut
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melanjutkan pendekatan terorisme adalah Komando Jihad, yang melakukan
sejumlah aktivitas terror pada 1970-an, di antaranya penyerangan kantor
polisidi Bangkok. Tidak banyak hal yang dapat diketahui tentang kelompok
yang disebut sebagai Kelompok Warman. Tetapi kecurigaan berkembang
di kalangan masyarakat Muslim Indonesia bahwa kelompok radikal
ini terdiri dari mantan anggota DI/TII atau anggota NII yang direkrut
beberapa jenderal di lingkaran kekuasaan Presiden Socharto. Dengan
menghasut mereka melakukan kegiatan kekerasan dan terorisme, Islam
dapat didiskreditkan dan akhirnya memberikan justifikasi kepada militer

Indonesia untuk menguasai dan mengendalikan Islam dan Muslim.

Sekali lagi, melihat aktivitas Sungkar dan Baasyir pada masa Soeharto
jelas keduanyatidak mungkin melakukan kekerasan dan kegiatan terorisme.
Namun demikian, mereka memilih untuk mengkritik pedas pemerintahan
Soeharto. Secara umum, mereka menentang kebijakan Soeharto,; hal
inilah kemudian yang menyebabkan mereka ditahan di balik jeruji penjara
selama empat tahun pada 1978. Bebas dari tahanan pada 1982, Sungkar
dan Baasyir melanjutkan perjuangan mereka melawan Soeharto dengan
membentuk apa yang disebut dengan kelompok usrah (secara literal berarti
keluarga) sebagai usaha mereka untuk mendirikan NII. Pada 1986, rezim
Soeharto menahan sejumlah pimpinan usrah dengan tuduhan melakukan
tindakan subversive; namun Sungkar dan Baasyir berhasil melarikan diri
ke Malaysia. Di negara jiran inilah, mereka hidup selama 15 tahun dan

kembali ke Indonesia pada 1999 setelah kejatuhan brezim Socharto.

Salah satu kelompok NII terdahulu lainnya adalah kelompok NII KW
9 yang dipimpin Abu Toto yang bernama asli AS Panji Gumilang. Tidak ada
yang mengetahui secara pasti apakah kelompok ini meninggalkan gagasan
NII atau tidak; namun jelas kelompok ini memilih jalan damai dengan
aktivitas dakwah, terutama pendidikan. Panji Gumilang menimbulkan

keheranan di kalangan masyarakat Muslim, karena mendirikan Pondok

Pesantren al-Zaytun di Indramayu, Jawa Barat, yang terkenal karena
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kemegahan bangunannya yang spektakulcr. Dengan segera ia dituduh
kalangan Muslim tertentu menyebarkan ajaran menyimpang di pesantren
tersebut. Investigasi pihak berwenang dan Badan Penelitian Departemen
Agama Republik Indonesia menghasilkan kesimpulan bahwa tidak ada
penyimpangan dari ajaran Islam di dalam Pesantren al-Zaytun, baik dalam

segi akidah maupun praktik keagamaan.

IDEOLOGI ISLAM POLITIK RADIKAL

Sekali lagi, kita harus mengakui, perubahan politik yang terjadi di
tingkat nasional, regional, dan internasional, khususnya pasca peristiwa
11 September 2001 di Amerika Serikat, pada kenyataannya telah
mendorong radikalisasi Islam politik jenis kedua, sebagaimana telah
dijelaskan sebelumnya. Penahanan dan pengadilan terhadap sejumlah
individu dan kelompok di negara-negara Asia Tenggara seperti Malaysia,
Singapura, Filipina, dan Indonesia atas tuduhan keterlibatan dalam aksi
terorisme mengindikasikan bahwa kelompok-kelompok tersebut memiliki
keterkaitan secara regional satu sama lain, dan juga dengan kelompok-

kelompok radikal internasional.

Investigasi polisi Indonesia terhadap kasus bom Bali yang terjadi
pada 12 Oktober 2002, misalnya, menyingkapkan adanya hubungan yang
kompleks antara para individu dan kelompok militant yang kemudian
melakukan aksi kekerasan dan teror, termasuk di antaranya pengeboman
di Hotel Marriot dan Kedutaan Besar Australia di kawasan Kuningan,
Jakarta. Sebuah gambaran lebih jelas mengenai jaringan radikal kemudian
menjadi terbuka. Sedikitnya ada dua pola yang mencolok terungkap dari
investigasi yang dilakukan polisi pada kasus-kasus pengeboman. Yang
pertama, beberapa pelaku pengeboman adalah alumni Pesantren Ngruki,

Solo, Jawa Tengah, pimpinan Abu Bakar Baasyir, seperti disebutkan

sebelumnya, dianggap pemimpin spiritual Jama;ah Islamiyah, inti dari
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kelompok-kelompok radikal di Asia Tenggara. Kedua, beberapa pelaku
pengeboman adalah veteran perang melawan Uni Soviet di Afghanistan
(Azra, 2003b; ICG Agustus 2002; ICG Desember 2002; Nuralim 2001).

Persepsi tentang radikalisasi Islam politik jenis kedua di antara
kelompok Muslim tertentu di Indonesia atau di Asia Tenggara muncul sesaat
setelah peristiwa 11 September 2001 di New York dan Washington DC.
Persepsi tersebut tumbuh dengan pesat setelah terjadi berbagai pemboman
meledak di Tanah Air, terutama tragedy bom Bali yang menewaskan hamper
200 orang tak bersalah. Pengeboman gerai McDonald dan showroom
mobil Haji Kalla di Makassar, Sulawesi Utara, pada perayaan Idul Fitri
(5 Desember 2002), diikuti dengan pengeboman Hotel Marriot di Jakarta
pada 2003, dan pengeboman di Kuningan atau tepatnya di depan Kedutaan
Besar Australia di Jakarta pada 9 September 2004 dan pemboman Bali
Il pada 2005, memperkuat adanya kecenderungan peningkatan tindakan
terorisme di kalangan individu dan kelompok radikal di Indonesia.
Kesimpulan ini dihasilkan dari hasil investigasi kepolisian di Indonesia
yang menunjukkan bahwa para pelaku tindakan teroris ini adalah individu-

individu yang diketahui merupakan anggota kelompok radikal tertentu.

Sekali lagi, perkembangan internasional berikutan dengan serangan
terhadap Amerika Serikat pada 11 September 2001 telah menyebabkan
individu dan kelompok tertentu di kalangan masyarakat Muslim Asia
Tenggara, khususnya Indonesia, menjadi radikal untuk kemudian
menganut ‘ideologi kebencian’ (ideology of hatred). Operasi militer
Amerika di Afghanistan menyusul penyerangan atas World Trade Center
di New York dan Markas Besar Pentagon di Washington DC merupakan
momentum yang menguntungkan bagi individu dan kelompok radikal

untuk menyatakan diri mereka secara lebih tegas.

Presiden George W. Bush yang memutuskan menyerang Irak sejak

Maret 2003 menambah kebencian dan kemarahan di kalangan Muslim

radikal. Lebih lanjut, penahanan sejumlah orang yang dianggap radikal
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di Malaysia, Singapura, dan Filipina kian menambah kemarahan dan
kebencian mereka terhadap Amerika Serikat dan simbol-simbol yang
mereka anggap sebagai representasi dari imperialism Amerika Serikat,
sepertt McDonald dan Kentucky Fried Chicken. Semua ini kian memperkuat

‘ideologi kemarahan’ mereka.

Tetapi, kita tidak boleh salah dalam memahami perkembangan baru
semacam ini; karena pada kenyataannya radikalisme di kalangan Muslim
Indonesia bukanlah merupakan sesuatu yang baru. Meskipun Islam di Asia
Tenggara secara umum dianggap scbagai Islam yang moderat dan damai,
namun sejarah Islam di Asia Tenggara menunjukkan bahwa radikalisme di
kalangan Muslim, sebagaimana akan dibahas nanti, telah ada selama kurang
lebih dua abad silam, ketika gerakan Padri yang merupakan adaptasi dari
gerakan Wahhabi di Sumatera Barat pada akhir abad ke-18 dan akhir abad
ke-19 memegang kendali untuk memaksa masyarakat Muslim Sumatera
Barat untuk mengikuti pemahaman Islam mereka yang literal. Gerakan
Padri dengan kekerasan itu bertujuan menyebarkan kemurnian dan
keaslian ajaran Islam sebagaimana dipraktikkan Nabi Muhammad dan para
sahabatnya (salaf). Namun demikian, gerakan Padri gagal mendapatkan
dukungan mayoritas Muslim local. Gerakan Padri merupakan satu-satunya
contoh ideologi salafi radikal di seluruh Asia Tenggara. Gerakan Padri di
Sumatera Barat memberikan contoh gerakan radikal dengan menggulirkan
gagasan jihad melawan sesame muslim; dan setelah itu tidak ada lagi

gerakan semacam itu dalam skala yang sebanding.

Jadi sekali lagi, dalam konteks terakhir ini, salafi radikal bukanlah
sesuatu yang baru di Indonesia. Gerakan Padri merupakan satu-satunya
kelompok salafi radikal di Indonesia yang menggunakan kekerasan
terhadap kaum Muslimin lain yang menolak mengikuti ajaran-ajaran
mereka. Preseden ini tidak diikuti gerakan salafiyah lain di Indonesia.
yang muncul sejak awal abad ke-20. ketika para pembaharu salafiyah

asal Mesir seperti Muhammad Abduh dan dan Rasyid Ridha mengilhami
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sehingga betul-betul mencerminkan demokrasi. Perubahan yang dimaksud Habib

adalah ke arah kesadaran bahwa Dwifungsi itu bukan hak sejarah melainkan

pengejawantahan komitmen dan tanggungjawab ABRI untuk melaksanakan dan
melanjutkan pengisian kemerdekaan. Tapi sekali-kali jangan mengklaim bahwa rasa
komitmen dan tanggungjawab itu hanya ada pada ABRI.

Habib melanjutkan pernyataannya tentang mendesaknya penghapusan
hak-hak khusus ABRI sebagai bagian dari usaha mengubah praktik
Dwifungsi ke arah yang lebih mencerminkan demokrasi. Salah satu hak
khusus yang dikemukakan Habib adalah pengangkatan anggota ABRI di
DPR. Pengangkatan seperti itu di mata Habib adalah suatu diskriminasi
politik™. (Said 2002: 165). Namun, apapun kritik orang, pemerintahan
Soeharto sejauh itu terus berjalan berdasar nilai-nilai dalam masyarakat
warisan yang dengan penopang utamanya TNI/ABRI, Dwifungsi ABRI,
dan Golkar.

Di tengah situasi itu, rakyat tampaknya belum merdeka. Tentu banyak
faktor yang menyebabkan mengapa rakyat belum merdeka di alam
kemerdekaan. Sepanjang kurun 1950 hingga 1960-an, persoalan utama
yang dihadapi rakyat ialah terjadinya pelbagai gerakan “penentangan”
(pemerintah tentu menggunakan istilah pemberontakan) terhadap
pemerintah yang dilakukan dengan kekuatan bersenjata. Dengan senjata
yang dimilikinya itu, seperti halnya TNI, penentang mempunyai kekuatan
memaksa. Maka, ada wilayah di Indonesia yang berada dalam “kekuasaan
penuh” kekuatan penentang. Di Jawa Barat, Aceh, Sulawesi Selatan-
Tenggara, dan di Kalimantan Selatan, misalnya terdapat daerah tertentu
yang dapat dikatakan dikuasai oleh pasukan “pemberontak”. Dalam
situasi seperti itu, rakyat yang berada dalam wilayah “penguasaan” para
penentang itu praktis belum merdeka. Mereka dalam suasana ketakutan
karena mendapat tekanan dari pasukan penentang pemerintah, bahkan bisa
ditembak dengan tuduhan “memihak pemerintah.” Di sisi lain, pasukan

pemerintah juga menekan rakyat di daecrah yang sama dengan tudingan

“memihak kepada pemberontak.”
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Sementara itu, walau Presiden Soeharto telah menjalankan program
pembangunan lima tahunan (Repelita) dan oleh sementara pihak dianggap
berhasil, bahkan mendapat “pujian™ dari lembaga internasional, namun
di balik itu, masih amat banyak rakyat yang belum merdeka. Merdeka
dari kemiskinan ketakutan, misalnya, tampak masih merupakan mimpi.
Contoh, pada masa reformasi sekalipun, pasukan ketenteraman dan
ketertiban di kota-kota besar memukuli dan merusak barang dagangan
pedagang kaki lima. Dalam masa rezim Orde Baru, orang yang dianggap
anti-Pancasila dan menolak Dwifungsi terkucilkan. Selama pemerintahan
Soeharto, jelas ada daerah yang mengalami penderitaan karena tekanan,
dan tidak merasakan kemerdekaan. Tidak terlalu salah untuk menyebut

Aceh sebagai contoh konkret.

Rakyat miskin yang tidak merdeka di republik yang merdeka ini, tidak
bisa disebut sedikit jumlahnya. Beberapa waktu yang lalu, dalam acara
talkshow di berbagai media televisi diperdebatkan jumlah orang miskin: 67
juta ataukah 37 juta orang. BPS menyebut angka 37 juta, sementara pihak
lain, dengan patokan penghasilan $2,00 sehari (Bank Dunia), menyebut
angka 67 juta orang. Berita yang lain, masih ada 117 juta rakyat Indonesia
yang hidup di bawah garis kemiskinan (Koran Jakarta, 24 Juni 2011).
Perhitungan mana pun yang benar, angka-angka tersebut menunjukkan
bahwa meski secara faktual sekian puluh tahun Indonesia telah merdeka
sebagai negara-bangsa, namun puluhan juta unsur bangsa itu belum

merdeka sepenuhnya!

BANTUAN ASING IMF YANG TIDAK MEMERDEKAKAN

Ada dua adegan menarik dalam tayangan berita di televisi. Yang
pertama, seorang ibu sederhana yang suaminya menjadi buron karena
dituduh terlibat mencuri aliran listrik milik Perusahaan Listrik Negara

di Tangerang. Saat ditanya wartawan televisi, apakah Si Ibu mengetahui
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mengapa suaminya buron dan di mana keberadaan suaminya, ia marah
atas perlakuan aparat pemerintah terhadap suaminya sambil menunjukkan
kenyataan miskin yang dialaminya. Tiba-tiba ia mengeluarkan pernyataan
yang mengagetkan, "Apa gunanya ada Pancasila?”'* Tayangan yang kedua
mengenai keadaan sosial-ekonomi masyarakat di sebuah kecamatan di
Jawa Tengah yang memperlihatkan seluruh penduduknya idiot dan sangat
miskin sehingga makanan sehari-hari mereka hanyalah nasi aking dan

tiwul.”®

Kedua adegan berita tersebut memberi bukti bahwa pernyataan
Soekarno—yang ingin memerdekan rakyat di alam kemerdekaan—tidak
sepenuhnya dapat dengan segera terwujud. Artinya, di alam Indonesia
merdeka yang telah berlangsung lebih dari setengah abad, masih amat
banyak warga bangsa yang belum merdeka seutuhnya. Tentu banyak
sebabnya. Sebuah bangsa yang baru merdeka, tantangan yang utama ialah
merumuskan model masyarakat apa yang diinginkan, dan menentukan
langkah strategis untuk mewujudkannya. Tampaknya ketika hendak
menjawab atau mewujudkan tantangan itulah para pemimpin dan
pengemban tanggung jawab dalam pemerintahan serta para tokoh politik

dan cerdik-pandai “mengalami kesulitan.”

Model masyarakat yang hendak kita wujudkan sebenarnya telah
dirumuskan oleh para pendiri bangsa-negara ini sejak mereka masih
berjuang untuk memerdekakan bangsa dan negaranya. Hal itu dirumuskan
dengan jelas dalam pembukaan undang-undang negara— UUD
1945)—yaitu masyarakat adil dan makmur; dan dasar untuk mewujudkan
masyarakat yang ideal-visioner itu ialah Pancasila dengan salah satu
silanya berbunyi “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” Namun,
sepanjang masa merdeka hingga kini, pemerintah yang berkuasa silih-
berganti untuk pembangunan, tidak pernah merumuskan lanjut usaha untuk

mewujudkan masyarakat adil dan makmur, yang berkeadilan sosial bagi

14 Tayangan TVOne, saya tonton pada Februari 2011.
15 Tayangan TVOne, saya tonton pada Oktober 2010.
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seluruh rakyat itu. Yang terjadi, rumusan model masyarakat masa depan
Indonesia merdeka itu hanyalah “permainan verbal” dari mereka untuk

mempertahankan kekuasaannya.

Model masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila itu
telah dirumuskan kembali selama kekuasaan Presiden Sockarno yang
singkat dalam periode Demokrasi Terpimpin (1959-66), yang berbunyi
Sosialisme Indonesia. Tetapi, lagi-lagi rumusan yang tampaknya memang
cita-cita Soekarno sejak awal keterlibatannya sebagai pemimpin utama
pergerakan kemerdekaan pada 1927 sampai masa setelah kemerdekaan.
juga tidak lebih dari ungkapan verbalistik yang dipidatokan dalam
setiap kesempatan. Bahkan, menjadi bahan utama dalam kegiatan
resmi pemerintah—dalam rangka penyelesaian revolusi—yang disebut

indoktrinasi Manipol USDEK untuk menciptakan “kader-kader revolusi.”

Demikian pula dengan pemerintahan Orde Baru pimpinan Jenderal
Soeharto yang menjalankan pembangunan dengan fokus pembangunan
ekonomi—prioritas bidang pertanian —perancangannya tidaklah sebagai
penjabaran untuk mewujudkan model masyarakat yang adil dan makmur
sebagaimana diamanatkan oleh Pembukaan UUD 1945. Walaupun
pemerintah menjalankan pembangunan dengan program lima tahunan
yang jelas, namun dalam kurun itu bangsa-negara merdeka ini terjebak
oleh strategi situasional yang dilakukan oleh kekuatan asing kapitalis yang

dalam kenyataannya merupakan strategi penjajahan model baru™.

Strategi situasional tersebut terbagi menjadi dua jebakan. Yang
pertama sebagaimana yang diungkapkan oleh John Perkins:

Hingga tahun 1971, tekad Amerika Serikat untuk menjauhkan Indonesia dari
komunisme menguat karena hasil Perang Vietnam terlihat sangat tidak pasti. Presiden
Nixon telah memulai serangkaian penarikan pasukan pada musim panas 1969, dan
strategi Amerika Serikat cenderung berperspektif lebih global. Strategi difokuskan
untuk mencegah efek domino bahwa satu negara jatuh ke tangan komunis setelah
vang lainnya, dan strategi itu difokuskan pada beberapa negara; dimana Indonesia
adalah yang utama.
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Dasar pikiran kebijakan luar negeri Amerika Scrikat adalah bahwa Socharto
akan melayani Wasihngton dengan cara yang serupa dengan Shah Iran. Amerika
Serikat juga berharap bangsa itu akan berfungsi sebagai model untuk negara lainnya
di wilayah itu. Washington mendasari bagian dari strateginya pada asumsi bahwa
keuntungan yang diperolch di Indonesia mungkin mempunyai reaksi yang positif
bagi scluruh dunia Islam, terutama di Timur Tengah yang mudah meledak. Dan
jika itu bukan perangsang yang cukup. /ndonesia memiliki minvak. Tak scorang
pun yakin tentang jumlah atau kualitas cadangan minyaknya, tetapi para scismolog
perusahaan minyak merasa gembira sekali dengan berbagai kemungkinan itu.'

Strategi jebakan kedua, diungkapkan oleh seorang sastrawan-cendekiawan,

Budi Darma, dari Surabaya. Dikatakannya,

Dalam perundingan mengenai penanaman modal asing, sementara itu, kita sering
berada pada pihak yang dikalahkan. Contoh yang bukan rahasia antara lain dapat
dilihat dari kasus pertambangan; penduduk dikorbankan, lingkungan dirusak.
pembagian keuntungan tak seimbang; sementara kalau ada gejolak, pihak asing
langsung atau tidak langsung jadi pemenang.

Dalam sebuah percakapan tak resmi, ckonom Faisal Basri menyatakan bahwa
kekalahan dalam penanaman modal asing dimulai pada zaman Orde Baru, waktu
kita dalam keadaan terpaksa. Memang benar, andai kata tak ditopang oleh kekuatan
asing, kemungkinan Orde Baru tak mampu mempertahankan kekuasaan dalam
waktu lama. Situasi dan kondisi pada waktu itu memaksa Indonesia dikalahkan oleh
kekuatan-kekuatan asing dalam penanaman modal (Darma 2011).

Artikel guru besar itu membicarakan hal yang dikutip tersebut untuk
menjadi contoh betapa terpuruknya “republik merdeka” ini karena
ketiadaan daya menghadapi kekuatan asing sehingga “’terpaksa mengemis”
bantuan mereka. Kita kehilangan martabat diri sebagai bangsa-negara
merdeka! Ironinya, atas nama bantuan untuk pembangunan bangsa ini
justru dilakukan oleh lembaga internasional, seperti International Monetary
Fund. Selanjutnya, Budi Darma mengungkapkan,

Tengoklah, misalnya, ulah IMF mendatangkan konsultan asing ke instansi pemerintah
pada tahun 1980-an. Mercka dianggap pandai dan terhormat karena mercka bukan
orang Indonesia. Seorang pembesar Depdikbud terpaksa mengaku bahwa kemampuan
banyak konsultan itu “setara’” dengan sopir bus kota di Jakarta (Darma 2011; cetak
miring dari penulis, AG).

Kedua strategi itulah yang dijalankan oleh bangsa asing dan lembaga

keuanganinternasional ketikapemerintah Indonesiasangatmemerlukannya.

16 Lihat Perkins 2005: 23-4; cetak miring dari penulis (AG).
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Tetapi, patut diperhatikan bahwa di balik itu, menurut Perkins, ada dua hal
yang menjadi kepentingan Amerika Serikat, yaitu menempatkan Indonesia
dalam rangka “‘perang dingin” untuk menghadapi kekuatan blok Komunis
ketika itu—bahkan ada kata-kata "Socharto akan melayani Washington”
yang sangat melecehkan tidak hanya bagi Soeharto pribadi, tetapi juga
terutama bangsa Indonesia. Kedua, Amerika juga mengincar sumber
minyak yang dimiliki oleh perut bumi Indonesia. Dengan menggunakan
IMF, sejak periode Orde Baru pimpinan Soeharto itu, pemerintah negara
republik yang memang “kaya’ ini dililit utang dari sejumlah negara asing,
dan lembaga keuangan internasional, antara lain IMF. Namun, dengan
bantuan dari IMF itu, kenyatannya Indonesia belum berhasil keluar dari
kesulitan ekonomi, justru sebaliknya semakin terpuruk.

Pemerintah Indonesia kemudian secara resmi mengundang IMF untuk memulihkan
perckonomian Indonesia. Sebagai syarat untuk mencairkan dana talangan yang
discdiakan IMF, pemerintah Indonesia diwajibkan melaksanakan paket kebijakan
konsensus Washington melalui penandatanganan Letter of Intent (LOI), yang salah
satu butir kesepakatannya adalah penghapusan subsidi bahan bakar minyak, yang
sekaligus memberi peluang masuknya perusahaan multinasional seperti Shell. . ..
Oleh karena itu, ketika terjadi krisis keuangan tahun 1998, IMF dengan leluasa
mengatur dan mendikte pemerintah Indonesia seenaknya sendiri (Sudjiono dan
Soenardijo 2009: 73; cetak miring dari penulis, AG).

Ternyata “keasyikan” meminta bantuan asing sampai sekarang masih

berlanjut. Beberapa waktu yang lalu diberitakan bahwa utang Indonesia

saat itu mencapai 1.078 trilliun rupiah. Jumlah yang tentu saja harus

dibayarkan kembali oleh generasi yang akan datang.

KARENA SAKIT GANTI BULU?

Apakah waktu sekitar 60 tahun masih terasa singkat untuk bekerja
yang menghasilkan secara pasti bahwa kita memang merdeka? Yang
tampak, sekali lagi, sebagian besar rakyat di negeri ini belum merdeka.
Kalau begitu, apa yang menyebabkannya? Mungkinkah karena bangsa ini

masih in transformatie, sakit ganti bulu, seperti yang dikatakan Soekarno,
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yaitu penyakit yang menjadi sebab bangsa Indonesia dijajah orang asing.
Sejajar dengan itu kita dapat mengatakan, mungkinkah dewasa ini, di
dalam alam kemerdekaan ini, kita juga mengalami sakit ganti bulu dari
bangsa-negeri jajahan menjadi bangsa-negara merdeka. Apakah hal itu
yang menjadi sebab sehingga kita belum mampu merumuskan kembali dan
berlanjut tentang tatanan model masyarakat adil dan makmur yang akan
kita wujudkan di hari depan. Atau, apakah kegagalan kita memerdekakan
rakyat di alam kemerdekaan sekarang ini karena sebagian besar pemimpin

dan warga masyarakat kita masih bermental dan berpegang pada (sistem)

nilai masyarakat warisan?




HISTORITAS KEBANGSAAN DAN DEMOKRASI:
Historiograh. Pendidikan Scjarah dan Genre

DAFTAR ACUAN

Darma, Budi (2011), "Martabat Bangsa,” Kompas, 30 Juni.

Davidson, Jamie S., David Henley, Sandra Moniaga (ed.) (2010), Adat
dalam Politik Indonesia, terj. Emilius Ola Kleden dan Nina Dwisasanti.
Jakarta: KITLV Perwakilan Jakarta; Yayasan Obor Indonesia.

Gonggong, Anhar (1985), Biografi H. O. S. Cokroaminoto. Jakarta:
Ditektorat Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan Republik Indonesia.

— (2002), Indonesia, Demokrasi dan Masa Depan: Pergumulan antara
Masyarakat Warisan dengan Masyara-kat Ciptaan. Yogyakarta:
Ombak.

Hatta, Muhammad (1966), Peranan Pemuda Menuju Indonesia Merdeka,
Indonesia Adil dan Makmur. Bandung: Angkasa.

— (2002), Memoir: Terbitan Khusus Satu Abad Bung Hatta. Jakarta:
Yayasan Hatta.

Jenkins, David (2010), Soeharto dan Barisan Jenderal Orba: Rezim Militer
Indonesia 1975-1983, terj. Depok: Komunitas Bambu.

Muluk, Hamdi (2010), Mozaik Psikologi Politik Indonesia. Jakarta:
Rajawali Grafindo Persada.

Panitia Pembinaan Djiwa Revolusi (1961?), Tudjuh Bahan® Pokok
Indoktrinasi. Jakarta.

Perkins, John (2005), Confession of an Economic Hit, diterjemahkan

sebagai Pengakuan Seorang Ekonom Perusak. Jakarta: Abdi Tandur.

Said, Salim (2002), Tumbuh dan Tumbangnva Dwifungsi: Perkembangan
Pemikiran Militer Indonesia 1958— 2000. Jakarta: Aksara.

R e’ i~ L ke | A TS T ST S




HISTORITAS KEBANGSAAN DAN DEMOKRASI:
Historiografi, Dendidikan Scjarah dan Genre

Sekretariat Negara Republik Indonesia (1995), Risalah Sidang Badan
Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI)
Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Jakarta.

Sudjiono, Budi dan Soenardijo (2009), Neolib (Neoliberalisme) Ekonomi
dan Etatisme. Jakarta: Golden Terayon Press.

Sukarno (1964), Dibawah Bendera Revolusi. Jakarta: Panitia Dibawah
Bendera Revolusi.

— (1982), Mencapai Indonesia Merdeka. Jakarta: Inti Idayu Press dan
Yayasan Pendidikan Soekarno.

Yamamoto Haruki (2010), Gelora Menuju Indonesia Baru. Jakarta: Dian
Rakyat.




20UD9) UBP YRIRMOQ UBYIPIPU ‘1jRISOLIOISI]
ISVANOWAA NVA NVVEONVIIN SVIITOLSTH




BACIAN KEDUA

HISTORIOCRAFI






HISTORITAS KEBANGSAAN DAN DEMOKRASI:
Historiogral, Pendidikan Scjarah dan Genre

RRRCRCETORORIOLY N AR AR AR

Membincangkan Kembali
Historiografi Indonesiasentris
Sebuah Pemikiran Awal

BAMBANG PURWANTO
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erubahan politik yang terjadi di Indonesia kurang lebih satu

dekade terakhir ini telah menciptakan beberapa fenomena yang

menarik jika dilihat secara historiografis. Salah satunya, kebijakan
desentralisasi kekuasaan dan menguatnya otonomi daerah seiring dengan
perubahan politik nasional sejak akhir abad yang lalu, ditandai oleh
semakin besarnya keinginan setiap kesatuan wilayah administratif dan
kultural untuk menulis sejarah lokal masing-masing. Ada kesan yang
kuat bahwa konstruksi sejarah yang dihasilkan tidak lagi sekedar memuat
asal usul dari unit administratif atau budaya tertentu itu, melainkan telah
berkembang pada elemen-elemen lain yang secara sadar dihadirkan untuk
menunjukkan identitas diri yang berbeda dari yang lainnya.

Dalam perkembangan historiografi Indonesia pasca-proklamasi
kemerdekaan, penulisan sejarah lokal pada periode-periode awal
dilakukan untuk menghasilkan konstruksi sejarah yang berimbang secara
kewilayahan dalam rangka mengurangi atau bahkan menghilangkan
dominasi Jawasentris, baik dalam pengertian substansi faktual maupun
cara pandang dalam Sejarah Indonesia. Pada periode itu, penulisan sejarah
lokal pada intinya lﬁerupakan satu kesatuan dengan penulisan sejarah
nasional Indonesia, yang menempatkan cara pandang keindonesian
sebagai rujukan utama secara historiografis untuk menghadirkan keunikan
yang terjadi di tingkat lokal sebagai bagian dari sejarah nasional. Biarpun

orientasi politis sudah muncul pada setiap penulisan “sejarah hari jadi” dari

satu unit wilayah administratif tertentu sebagai contoh, dalam kenyataanya
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jikapun ada kepentingan politik di dalamnya, hal itu hanya terbatas pada
persoalan politik lokal semata. Sementara itu dalam konteks yang lebih
makro. perkembangan diskursus penulisan sejarah dari dalam yang mulai
diperkenalkan secara umum dalam kajian sejarah negara-negara bekas
koloni pada tahun 1960-an, menjadi salah satu inspirasi berkembangnya
keinginan memasukkan unsur-unsur sejarah lokal dalam proses dekolonisasi
historiografi Indonesia. Penulisan sejarah lokal itu merupakan upaya untuk
menunjukkan peran pokok bangsa Indonesia dalam proses terbentuknya
kesatuan geopolitik Indonesia, berdasarkan kenyataan-kenyataan masa
lalu yang terjadi di tingkat lokal.

Akan tetapi dalam perkembangan akhir-akhir ini, penulisan sejarah
lokal cenderung kembali pada perspektif regiosentris dan etnosentris,
salah satu ciri dominan yang juga ada di dalam tradisi historiografi
kolonial dan “historiografi tradisional”. Keberadaan sejarah lokal
mutakhir itu berfungsi untuk membangun basis legitimasi historis, kultural
dan sckaligus intelektual atas kekuasaan politik kedaerahan, terutama
kepentingan praktis masing-masing etnik dominan yang ada di dalamnya.
Persoalan Jawa dan luar Jawa atau pusat dan daerah yang sebelumnya
menjadi alasan utama, sekarang seolah-olah tidak lagi dianggap sebagai
sesuatu yang penting. Pemikiran yang berkembang telah melampaui batas
alasan-alasan scbelumnya, beralih lebih jauh pada hak mutlak anak negeri
atas kekuasaan di lokalitas masing-masing tanpa mempedulikan ikatan
kebangsaan yang telah disepakati sebelumnya. Sejarah dimanfaatkan
secara sistematis untuk membedakan sebuah wilayah administratif dan
kultural tertentu dengan yang lain, sehingga menempatkan elemen lain di
luarnya sebagai sesuatu yang dianggap asing walaupun berada dalam satu
ikatan kenegaraan dan kebangsaan Indonesia selama ini. Persoalan asli dan
asing telah dipersempit sampai batas-batas administratif kedaerahan dan
kesukuan, bukan lagi kenegaraan dan kebangsaan dalam arti yang luas.

Konstruksi sejarah yang dibangun bahkan secara konseptual telah

mengarah pada “sejarah daerah™ dalam pengertian politik, bukan sejarah
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lokal seperti yang dikenal dalam ilmu sejarah, dan bahkan sampai batas
tertentu menantang keberadaan konsep kebangsaan yang telah ada. Secara
teoretik hal itu tentu saja dapat memicu munculnya ruang krisis dalam
konteks identitas nasional, ketika Indonesia tidak lagi menjadi pertimbangan
utama dalam membangun identitas diri secara historis di masing-masing
wilayah atau komunitas. Oleh karena itu secara historiografis, keadaan itu
menimbulkan pertanyaan praktis yang pernah diperdebatkan sebelumnya
tentang relevansi Indonesiasentris dalam Sejarah Indonesia, terutama
menyangkut struktur dan fungsinya. Hal itu juga langsung mengingatkan
kembali pada pendapat Mohammad Ali dan Bambang Oetomo kurang lebih
50 tahun lalu, yang menyatakan “cerita sejarah yang bersifat Indonesia-
sentris itu tidak bersifat regiosentris, etnosentris atau xeno-sentris” (R.
Moh. Ali 2005), dan “historiografi Indonesia belum memberi sumbangan
bagi ilmu sejarah” (Bambang Oetomo 1961). Akan tetapi sejauh manakah
dan dalam hal apakah pernyataan itu masih relevan dalam konteks penulisan
sejarah yang didasarkan pada Indonesiasentris di masa depan?

Sementara itu dalam konteks yang lain, setelah kurang lebih 40
tahun sejak Sartono Kartodirdjo memperkenalkan formula metodologi
sejarah dengan pendekatan ilmu-ilmu sosial sebagai jalan keluar atas tidak
aplikatif dan relevannya Indonesiasentris untuk membangun konstruksi
Sejarah Indonesia, komunitas sejarawan Indonesia seolah-olah tidak lagi
menjadikan Indonesiasentris dan konsekuensi metodologisnya sebagai
sesuatu yang perlu diperbincangkan secara ilmiah. Sebelum itu sampai awal
tahun 1960-an sejak “falsafah sejarah spekulatif” yang menjadi landasan
sejarah nasional diperbincangkan secara luas dalam Seminar Sejarah
tahun 1957, pada waktu itu dua cendikiawan Indonesia Mohammad Ali
dan Soedjatmoko secara terus menerus mencoba membangun pemaknaan
yang tepat secara keilmuan atas formulasi filosofis dari Sejarah Indonesia
yang dibingkai oleh Indonesiasentrisme (Soedjatmoko, dkk., ed. 1995).
Mohammad Ali secara pribadi bahkan menerbitkan sebuah buku pada

tahun 1961, yang mengisyaratkan adanya ilmu sejarah Indonesia sebagai




HISTORITAS KEBANGSAAN DAN DEMOKRASI:
Historiografl, Pendidikan Scjarah dan Genre

sebuah disiplin yang mandiri. Ironisnya dalam jangka waktu yang cukup
lama, buku karangangan salah satu sejarawan akademik awal yang dimiliki
oleh Indonesia itu seakan-akan hilang di telan bumi dan dilupakan dalam
perbincangan studi sejarah setelah tragedi politik tahun 1965. Terlepas
dari keberadaannya, buku Mohammad Ali itu jarang, kalau tidak mau
menyebutnya tidak lagi dipergunakan dalam proses pembelajaran di
jurusan-jurusan sejarah yang ada, paling tidak di Universitas Gadjah
Mada yang menjadi salah satu pusat pembelajaran sejarah di Indonesia
sepanjang kurang lebih tiga dekade terakhir abad ke-20. Buku itu hanya
diketahui oleh para mahasiswa dan mungkin juga dosen sejarah tertentu,
yang mengenalnya di awal tahun 1960-an atau generasi lebih muda yang
kebetulan menemukannya di dalam koleksi usang perpustakaan. Bahkan
tersirat pada para mahasiswa sejarah telah terjadi rekayasa sosial atau
mungkin juga politik, yang secara sengaja ingin memberi pesan sejak awal
bahwa buku itu tidak cukup berharga dan bermutu untuk menjadi referensi
dalam proses pembelajaran. Baru setelah diterbitkan kembali pada tahun
2005, buku ini mulai kembali secara resmi menjadi referensi dalam proses
pembelajaran sejarah di Indonesia.'

Sejak akhir 1960-an dan awal 1970-an, Sartono Kartodirdjo muncul
sebagaifigurdominan, kalautidak maudisebutsatu-satusejarawan Indonesia
yang membangun muatan keilmiahan pada cara pandang keindonesiaan
dalam merekonstruksi Sejarah Indonesia. Berdasarkan konsep integrasi
yang bersumber dari metodologi sejarah struktural dan pendekatan ilmu-
ilmu sosial, Sartono Kartodirdjo berhasil meyakinkan para sejarawan
Indonesia bahwa konsep Indonesiasentris tidak perlu lagi diperdebatkan
karena telah memiliki kekuatan metodologis yang memadai untuk kerja
kesejarahan yang didasarkan keedah-kaedah ilmu pengetahuan. Akibatnya
setelah seminar sejarah Indonesia kedua di Yogyakarta pada tahun 1970

1 Terlepas dari tidak luasnya pengetahuan redaktur dari penerbit yang baru secara personal,
terutama berkaitan dengan jaringan para sejarawan Indonesia, pernyataan tentang hak cipta di
dalam pengantar redaksi pada cetakan tahun 2005 mengisyaratkan tentang ketidaktahuan sebagian
besar generasi yang dibesarkan setelah tahun 1965 terhadap buku karangan salah satu sejarawan
utama Indonesia yang pernah menjadi Kepala Arsip Nasional Indonesia ini (R. Moh. Ali 2005).
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dan diterbitkannya buku Sejarah Nasional Indonesia pertama kali pada
tahun 1975, ada kesan bahwa persoalan filosofis dan metodologis seakan-
akan sudah selesai dan tidak lagi menjadi hal yang perlu diperdebatkan
di antara para sejarawan Indonesia (Bambang Purwanto 2006). Jikapun
ada perdebatan dalam forum-forum ilmiah para sejarawan, maka hal itu
hanya berkisar pada persoalan seputar substansi faktual dan ideologis
daripada keilmuan. Padahal buku Sejarah Nasional Indonesia sendiri masih
menyisakan persoalan besar dalam penjabaran konsepsi Indonesiasentris
dalam Sejarah Indonesia yang perlu diperdebatkan, karena secara sengaja
mengeluarkan masa lampau kebudayaan dengan alasan “jenis sejarah
ini sudah sejak lama mandiri dan ruang lingkup penulisan ini terpaksa
dibatasi” (Sartono Kartodirdjo, dkk. 1975). Sebuah alasan yang sangat
simplistik, dan tidak menggambarkan sebuah konsepsi historiografis yang
katanya didasarkan pada sejarah neoscientific. Walaupun buku Sejarah
Nasional Indonesia, yang awalnya terdiri dari 6 jilid dan sejak tahun 1993
menjadi 7 jilid telah memberi ruang yang lebih luas bagi elemen-elemen
sosial disamping masih tetap kuatnya elemen politik, ketidakhadiran
elemen budaya seakan-akan telah menghasilan Sejarah Indonesia tanpa
jiwa. Latar belakang itu tentu saja sekali lagi menimbulkan pertanyaan,
apakah masih tetap relevan membicarakan kompleksitas pemikiran
kesejarahan di Indonesia untuk dapat memahami konsepsi Indonesiasentris
dan konsekuensi metodologisnya sebagai dasar bagi penulisan Sejarah
Indonesia di masa depan?

Anggapan yang telah disebutkan di atas ternyata tidak seluruhnya
benar jika merujuk pada tulisan-tulisan Taufik Abdullah dan almarhum
Kuntowijoyo, dua orang kolega muda Sartono Kartodirdjo yang kemudian
menjadi bagian utama dari sedikit sejarawan Indonesia generasi berikutnya
yang mau bersusah payah berpikir secara filosofis, teoretis dan metodologis.
Meminjam istilah yang pernah dikemukakan sebelumnya oleh beberapa
pengamat historiografi Indonesia, Taufik Abdullah dan Kuntowijoyo dapat

dikategorikan sebagai aktor yang membangun oposisi loyal terhadap
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pandangan-pandangan kesejarahan Sartono Kartodirdjo. Keduanya
memiliki banyak kesamaan secara keilmuan dengan Sartono Kartodirdjo,
kalau tidak mau disebut terinspirasi oleh cara pandang sejarah yang
dibangun oleh Sartono Kartodirdjo. Salah satu diantaranya dapat dilihat
dari adanya pengaruh “ilmu sejarah gaya neoscientific” yang diperkenalkan
Sartono Kartodirdjo pada pemikiran kesejarahan generasi kedua sejarawan
[ndonesia itu. Seperti juga Sartono Kartodirdjo yang ingin menyetarakan
aktor-aktor sejarah dan memberi ruang sejarah bagi “orang kecil” dan
kebanyakan (Sartono Kartodirdjo 1982), Taufik Abdullah dan Kuntowijoyo
juga cenderung melakukan “‘demokratisasi” sejarah dan memberi tempat
pada mereka dan peristiwa yang terabaikan dalam penulisan sejarah gaya
lama. Akan tetapi dalam beberapa hal, keduanya ternyata menunjukkan
perbedaan yang sangat prinsipil dibandingkan dengan pemikiran Sartono
Kartodirdjo. Bahkan tidak berlebihan jika dikatakan bahwa, sampai batas
tertentu Taufik Abdullah dan Kuntowijoyo telah keluar dari kerangka
besar pemikiran Indonesiasentris yang didasarkan pada sejarah dengan
pendekatan ilmu-ilmu sosial yang dikembangkan Sartono Kartodirdjo.
Biarpun selalu menyatakan adanya keterkaitan secara keilmuan dengan
Sartono Kartodirdjo, mereka berdua sebenarnya telah membangun
konsepsi kesejarahan yang berbeda, sesuai dengan dasar berpikir filosofis
dan epistimologis masing-masing.” Pada tataran praktis, pertanyaan
yang muncul adalah, mengapa perbedaan itu tidak berkembang menjadi
perdebatan ilmiah dalam konteks perkembangan historiografi Indonesia
dan ilmu sejarah?

Kuntowijoyo vyang pernah menjadi murid langsung Sartono
Kartodirdjo misalnya, melihat sejarah dengan pendekatan ilmu-ilmu sosial
yang dikembangkan gurunya sebagai sebuah alternatif metodologi untuk
mengoperasionalkan konsepsi Indonesiasentris telah membawa Sejarah

Indonesia hidup di menara gading dan terasing dari masyarakatnya. Ketika

2Sampai batas tertentu, Onghokham berada pada posisi yang sama dengan Taufik Abdullah dan
Kuntowijoyo yang membangun pemikiran kesejarahan yang agak berbeda dengan arus besar yang
dikembangkan oleh Sartono Kartodirdjo (Onghokham 2003).
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metodologi ini berkembang bersamaan dengan kekuasaan otoritarian Orde
Baru, Sejarah Indonesia “tidak mengancamrezim™, “tidak menyumbangkan
apapun, tidak berkontradiksi pada siapapun, dan aman bagi semua orang”,
karena sejarah tidak berfungsi sebagai kritik sosial menurut Kuntowijoyo
(Kuntowijoyo: 2000). Lebih lanjut Kuntowijoyo menyatakan, hampir-
hampir tidak ada sejarawan Indonesia yang muncul sebagai martir untuk
melawan kezaliman sebuah rezim otoritarian melalui konstruksi sejarah
yang dibuatnya. Jika Sartono Kartodirdjo berpendapat bahwa penulisan
Sejarah Indonesia harus melepaskan diri dari aspek etik untuk menunjukkan
netralitas ilmu pengetahuan, sebaliknya Kuntowijoyo melihat elemen etik
yang bukan bermakna sebagai moralisasi sejarah menjadi sesuatu yang
penting dalam historiografi Indonesia masa depan sehingga sejarah tidak
menjadi antikuarian melainkan relevan bagi setiap kekinian. Oleh karena
itu Kuntowijoyo memperkenalkan sejarah sebagi kritik sosial, disamping
sejarah sebagai sistem dan transformasi dalam historiografi Indonesia
baru yang dia bayangkan. Tidak seperti Sartono Kartodirdjo yang secara
tegas melepaskan pemikiran kesejarahannya dari elemen religio-magis
dan beralith kepada empiris-ilmiah, Kuntowijoyo tidak pernah takut
pada pengaruh elemen keagamaan dalam proses membangun konsepsi
pemikiran kesejarahannya.

Carapandangkesejarahan Kuntowijoyodiatasmerupakansatukesatuan
dengan konsepsi ilmu pengetahuan, khususnya ilmu sosial profetik yang
dikembangkan dalam karya-karyanya yang lain. Berdasarkan konsepsi itu,
sejarah menurut Kuntowijoyo dapat dikategorikan sebagai bagian dari ilmu
nafsiyah atau humaniora yang “berkenaan dengan makna”. Merujuk pada
klasifikasi keilmuan yang didasarkan pada paradigma Al-Quran, sejarah
menurut Kuntowijoyo memang tidak mengutamakan elemen spiritual dan
moral pada tataran normatif semata melainkan sebagai sebuah kekuatan
perubahan sosial yang didasarkan pada misi humanisasi, liberalisasi, dan

transendensi bagi terciptanya masyarakat yang lebih baik dan membangun

peradaban (Kuntowijoyo 2006). Berdasarkan hal itu, maka pemikiran
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kesejarahan profetik sebagai sistem pengetahuan berkoherensi dengan
iman yang bersumber pada tauhid untuk menghasilkan metodologi. Tiga
kesatuan rauhid yaitu pengetahuan, kehidupan, dan sejarah, akhirnya
membentuk satu kebenaran sejarah, tidak adanya perbedaan antara sejarah
yang sarat nilai dan bebas nilai, dan pada dasarnya sejarah bermanfaat baik
bagi umat maupun manusia secara umum.

Dalam konteks ini berbeda dengan Sartono Kartodirdjo yang cenderung
kebarat-bataran dan sekuler terlepas dari adanya pengaruh Agustinus dan
Ibnu Khaldun dalam pemikiran kesejarahannya, Kuntowijoyo memasukkan
elemen spiritual keagamaan ke dalam konsepsi kesejarahannya untuk
merekonstruksi Sejarah Indonesia. Kuntowijoyo tidak berhenti dengan
mereproduksi dasar berpikir yang sama melainkan selalu berusaha mengisi
kekosongan roh spiritual yang masih terbuka dari pemikiran social
scientific kesejarahan Sartono Kartodirdjo.” Kuntowijoyo dapat dikatakan
membangun jati diri intelektualnya sebagai sejarawan dengan cara
mengubah premis-premis normatif Alquran menjadi pemikiran kesejarahan
yang empirik dan rasional sebagai sebuah metodologi. Berbeda dengan
Marxisme yang memposisikan agama sebagai candu yang menimbulkan
kejumudan, maka Kuntowijoyo menjadikan agama sebagai sumber inspirasi
dan fondasi bagi sebuah formulasi ilmu pengetahuan untuk kemajuan
dan membebaskan umat manusia. Pemikiran kesejarahan Kuntowijoyo
melampaui batas ilmu sebagai ideologi dogmatis yang menjadi ciri khas
Marxisme dan rezim pengetahuan otoriter lainnya, sesuatu yang sangat
relevan dan memiliki kesamaan dengan prinsip-prinsip demokratisasi
historiografi Indonesia yang diperkenalkan oleh Sartono Kartodirdjo.

Kuntowijoyo lebih jauh berharap agar historiografi Indonesia yang
dikembangkan itu dapat terus “melayani masyarakat tanpa kehilangan

sejarah sebagai disiplin akademik™ (Kuntowijoyo 2000). Hal itu

3Pada tataran yang lebih praktis, adanya perbedaan dasar berpikir ini menyebabkan Kuntowijoyo
bersama-sama dengan karibnya Djoko Survo memisahkan mata kuliah Teori Sejarah dengan
Metodologi Sejarah dalam proses pembelajaran di Jurusan Sejarah Universitas Gadjah Mada.
sesuatu yang selalu dipertanyakan oleh Sartono Kartodirdjo semasa hidupnya.
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menunjukkan bahwa Kuntowijoyo tidak mempertentangkan antara fungsi
sejarah sebagai sebuah ilmu dengan sejarah sebagai gerakan sosial, ketika
sejarah sebagai historiografi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari
sistem sosio-kultural masyarakatnya. Pendapat ini mengingatkan kita pada
pernyataan Sartono Kartodirdjo yang menyatakan, “historiografi tidak dapat
sepenuhnya diterangkan, tanpa menempatkannya dalam hubungannya
dengankontekskulturalnya...(yang)merupakanrefleksidariikatankulturnya
atau jiwa zamannya” (Sartono Kartodirdjo 1983). Jika sejarah sebagai
sistem dan transformasi hanya berfungsi untuk membangun rekonstruksi
tentang masa lalu untuk memahami masa lalu, maka sejarah sebagai kritik
sosial memiliki kemampuan merekonstruksi masa lalu untuk memahami
masa kini dan merancang masa depan (Kuntowijoyo 2000). Berdasarkan
pemikiran kesejarahannya itu, historiografi Indonesia diasumsikan
Kuntowijoyo tidak hanya terbebaskan dari jeratan Neerlandosentrisme dan
kolonialsentrisme yang berkesinambungan, melainkan juga memberi ruang
yang jauh lebih besar pada mereka yang tertindas dan termarginalkan untuk
juga memiliki hak atas sejarah. Terinspirasi oleh Sartono Kartodirdjo yang
menghadirkan petani untuk merepresentasikan hak sejarah orang Indonesia
yang terabaikan dalam historiografi kolonialsentris, Kuntowijoyo melalui
tanggung jawab keagamaan dan sosialnya selalu berusaha menghadirkan
kenyataan sejarah dari masa lalu masyarakat yang tidak mendapat tempat
dalam historiografi Indonesia sebelumnya, termasuk tulisannya tentang
sejarah Madura.

Sementara itu dalam konteks yang lain, Sartono Kartodirdjo
sangat terpukau pada empirisme-ilmiah dan sangat menckankan pada
profesionalisme para sejarawan yang “terikat kepada prinsip-prinsip,
standar-standar serta teknik-kerja seperti yang lazim berlaku dalam ilmu
pengetahuan” (Sartono Kartordirdjo 1982). Akibatnya, Sartono Kartodirdjo
membedakan secara ketat antara sejarah yang dihasilkan “sejarawan

mazhab romantis” dan “sejarawan yang menghasilkan sejarah populer”

dengan “sejarawan profesional” atau “‘sejarawan teknis”, terlepas dari
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pendapatnya yang menyatakan bahwa penclitian sejarah memang tidak
“menjadi monopoli dari golongan profesional™ (Sartono Kartodirdjo 1982).
Berbeda dengan Sartono Kartodirdjo, Kuntowijoyo memberi apresiasi yang
lebih besar terhadap kerja ilmiah para “bukan sejarawan” yang menulis
sejarah lokal (Kuntowijoyo 1994). Menurut Kuntowijoyo, bukan hanya
mereka yang belajar dan mengajar sejarah di perguruan tinggi saja yang
berhak menulis sejarah melainkan semua orang dapat menjadi sejarawan
dan menghasilkan karya sejarah bermanfaat bagi masyarakatnya dan ilmu
pengetahuan. Walaupun Kuntowijoyo juga melihat metodologi sebagai
sesuatu yang penting dalam proses kerja penelitian sejarah seperti yang
juga diyakini oleh Sartono Kartodirdjo, metodologi yang diartikannya
sebagail “jalan™ dapat dirumuskan oleh setiap penulis sejarah tanpa harus
belajar ilmu sejarah di perguruan tinggi dan tidak perlu dinyatakan secara
cksplisit di dalam karya-karya sejarah (Kuntowijoyo 1994).

Cara pandang yang tidak selalu sama dengan Sartono Kartodirdjo
juga dikemukakan oleh Taufik Abdullah, dalam konteks “historiografi
tradisional” dan sejarah lokal, sebagai contoh. Berbeda dengan Sartono
Kartodirdjo yang membedakan kenyataan sejarah dan mitos dalam konteks
historiografi yang berkembang dalam tradisi kesejarahan masyarakat
Indonesia secara kaku, Taufik Abdullah tidak begitu saja memvonis
refleksi kultural masyarakat atas masa lalunya itu sebagai sesuatu yang
tidak bermanfaat dalam merckonstruksi sejarah sebagai sebuah kesadaran
intelektual. Hal itu berkaitan erat dengan muatan historiografi itu sendiri.
yang merupakan rekonstruksi atas kenyataan dari masa lampau pada satu
sisi dan pemaknaan atas kenyataan masa lalu di sisi yang lain. Sartono
Kartodirdjo memang percaya bahwa proses naturalisasi pada “historiografi
tradisional™ dapat menjadikannya sebagai sebuah karya yang mengandung
banyak kenyataan-kenyataan historis daripada mitos, seperti yang berlaku
pada Negarakertagama. Akan tetapi 1a tetap berpegang pada pendapat
bahwa “proses naturalisasi jenis historiografi ini tidak dapat berkembang

seperti di dunia Barat. Babad, Hikayat atau Kronik sebagai sejarah total
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tetap memuat campuran unsur-unsur mitologis, eskhatologis, kronologis™,
yang jauh dari sejarah kritis hasil kerja sejarawan teknis dengan metodologi
dan “falsafah sejarah kritis atau teori sejarah yang telah dikurangi pikiran-
pikiran metafisis™ (Sartono Kartodirdjo: 1982). Sartono Kartodirdjo lebih
jauh menyatakan bahwa “tekanan pada ilmu sejarah sebagai sejarah
kritis lebih tepat daripada tekanan pada historiografi yang spekulatif-etis
orientasinya” (Sartono Kartodirdjo 1982).

Sementara itu menurut Taufik Abdullah, “ketika sejarah kritis ingin
ditulis maka masalah pertama yang harus dihadapi ialah mencari ‘fakta’
di belakang historiografi tradisional, yang memantulkan hayat ‘kewajaran
sejarah’, dan tradisi lisan, yang merupakan mirage of reality” (Dami N.
Toda 1999). Dalam konteks penulisan sejarah kritis sekalipun, seharusnya
para sejarawan tidak begitu saja meninggalkan pemaknaan sejarah yang
dilakukan oleh masyarakat dan sumber-sumber asli, karena hal itu akan
menghasilkan “konfrontasi dari dua corak penulisan”. Padahal yang
diperlukan adalah transformasi historiografis, yang akan bermanfaat untuk
menghadirkan sejarah sebagai rekonstruksi dan penjelasan atas peristiwa
masa lampau (Taufik Abdullah dan Abdurrachman Surjomihardjo 1985).
Oleh karena itu tidak mengherankan jika Taufik Abdullah memberi apresiasi
yang sangat tinggi pada karya Dami N. Toda yang merekonstruksi Sejarah
Manggarai Flores dengan memanfaatkan historiografi-historiografi yang
hidup di dalam berbagai masyarakat lokal, baik di dalam maupun di luar
Manggarai. Konstruksi sejarah lokal yang dibuat oleh Dami N. Toda
dipercaya oleh Taufik Abdullah tidak hanya “mengisi kekosongan relatif
dari pengetahuan tentang” sejarah lokal, “tetapi juga menunjukkan berbagai
permasalahan historiografis” yang perlu didiskusikan lebih lanjut untuk
dapat menghadirkan bagian-bagian yang hilang dari Sejarah Indonesia
sebagai sebuah keumuman (Dami N. Toda 1999).

Pada tataran ini, pemikiran kesejarahan Taufik Abdullah

bersinggungan dengan konsepsi Nancy Florida tentang historiografi Jawa

3

yang dinyatakan dalam ungkapannya

‘writing the past, inscribing the
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future, menyurat yang silam menggurat yang menjelang™ (Nancy Florida
1995:2003). Lebih jauh Nancy Florida menyatakan bahwa bagi orang Jawa
menulis tentang masa lalu yang telah terjadi pada dasarnya merupakan
satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan upaya untuk meramal
tentang sesuatu yang akan terjadi. Oleh karena itu ia berpendapat bahwa
“sejarah ini juga merupakan suatu ramalan”, yang sekaligus menekankan
bahwa secara intelektual dan kultural orang Jawa biasa menghadirkan masa
lalu, masa kini dan masa depan sebagai satu kesatuan ketika melakukan
rekonstruksi historis (Nancy Florida 1995). Mengikuti kerangka berpikir
yang dikembangkan oleh Roland Barthes dan memahami hubungan timbal
balik dalam sebuah proses yang disebut Nancy Florida sebagai “dialog
produktif” secara terus menerus, maka para pujangga Jawa yang bertindak
sebagai subjek dalam produksi karya-karya tekstual itu dapat dikatakan
sebagai pengarang dan sekaligus pembaca (Nancy Florida 1995). Para
pujangga itu tidak hanya berproduksi atas nama masa lalu melainkan
juga membaca tanda-tanda zamannya dan mencari jalan bagi masa depan.
Sementara itu di dalam tradisi pemikiran Barat, keberadaan cara berpikir
kesejarahan seperti itu di dalam suatu masyarakat merupakan refleksi bahwa
masyarakat pendukungnya merupakan sebuah masyarakat yang memiliki
kecenderungan optimistis, masyarakat yang penuh dengan ide-ide tentang
kemajuan, dan masyarakat yang selalu dipenuhi oleh perasaan gembira
(Robert L. Heilbroner 1961). Hal itu berarti, naskah-naskah tradisi dan
ingatan kolektif masyarakat sebagai sebuah realitas kultural sebenarnya
memiliki agenda yang lebih luas. Berbagai ungkapan optimisme dan
strategi rekonsiliasi sebagai pemaknaan atas masa lalu terkandung di
dalamnya, bukan hanya “bertujuan membuat pembenaran dari kedudukan
yang sedang berkuasa atau melegitimasikan eksistensinya” seperti yang
dikemukakan oleh Sartono Kartodirdjo (Sartono Kartodirdjo 1983). Sampai
batas-batas tertentu, tradisi historiografi ini tidak hanya dilihat sebagai

pemaknaan masyarakat atas masa lalu, melainkan juga fakta sejarah untuk

merekonstruksi secara historis perubahan atau perkembangan mentalitas,
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intelektual, dan kebudayaan masyarakat pada periode tertentu.

Perbedaan lain yang cukup penting ketika membandingkan antara
konsepsi kesejarahan Taufik Abdullah dengan Sartono Kartodirdjo
terlihat pada pembicaraan tentang posisi sejarah lokal yang dihadapkan
dengan Sejarah Indonesia sebagai sejarah nasional. Keberadaan baik
sejarah nasional maupun sejarah Indonesia sebagai sebuah konsepsi
historiografis bagi Taufik Abdullah lebih merupakan hasil konsensus yang
tidak “terlepas dari patokan normatif”, karena sifatnya dasarnya yang
anakronis. Konsensus itu “ditentukan bukan oleh keharusan logis ... tetapi
oleh tuntutan ideologis™ (Taufik Abdullah 1979). Hal itu mengisyaratkan,
hampir-hampir tidak ada gunanya membangun konsepsi keilmuan dalam
perbincangan tentang penjabaran Indonesiasentris menjadi Sejarah

(33

Indonesia sebagai sejarah nasional, karena “pengujian berdasarkan
disiplin ilmu sejarah akan menimbulkan kekacauan saja,” kata Taufik
Abdullah (Taufik Abdullah 1979). Berdasarkan cara berpikir di atas, Taufik
Abdullah sampai pada kesimpulan “mengambil titik-tolak bahwa studi
dan penulisan sejarah lokal sebagai bahan pelengkap dari apa ... disebut
sejarah nasional ... hanyalah suatu sikap rendah diri yang tidak perlu™.
Lebih jauh menurut sejarawan yang pernah menjabat Ketua Lembaga
[Imu Pengetahuan Indonesia ini, “memakai titik tolak bahwa studi sejarah
lokal adalah usaha menyumbang bagi sejarah nasional akan memancing
kesulitan metodologis .. dan hanya menghasilkan sejarah nasional versi
lokal” karena “keduanya menuntut perumusan permasalahan yang berbeda-
beda dan skala pentingnya peristiwa yang belum tentu sama”.* Oleh karena
itu menurut Taufik Abdullah, “kita melihat suatu tulisan tentang sejarah
suatu daerah menggapai-gapai seperti kehilangan akal untuk bercerita”
ketika ditempatkan dalam konteks perjuangan pergerakan kebangsaan
Indonesia pada awal abad ke-20 (Taufik Abdullah 1979). Padahal di

dalam kata pengantar edisi pertama buku Sejarah Nasional Indonesia yang

4Perbandingan vang sangat menarik untuk dilakukan dalam konteks ini adalah konsepsi paradigmatik vang digunakan dalam buku Scjarah

Nasional Indonesia V1. Scbagian penulis dalam buku yang hadir malu-malu itu, sccara serampangan menggunakan fakta-fakta scjarah lokal

Jakarta untuk membangun konstruksi scjarah dalam arti nasional (Anhar Gonggong, dkk. 1993)
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diterbitkan pada tahun 1975, Sartono Kartodirdjo sebagai salah satu editor
umum menyatakan “ada kelangsungan dari kesatuan-kesatuan masyarakat
dan kebudayaan lokal sampai nasional” dalam sebuah proses integrasi
sehingga muncul kesadaran “penduduk kepulauan Indonesia merupakan
suatu bangsa”. Oleh karena itu, “sejarah lokal atau sejarah daerah perlu
ditulis dalam hubungannya dengan atau peranannya dalam kesatuan besar”
(Sartono Kartodirdjo, dkk., ed. 1975).

Berdasarkan kenyataan intelektual yang telah dikemukakan di atas,
ternyata masih terdapat banyak hal yang belum dirumuskan secara
jelas dalam penafsiran keilmuan atas konsepsi Indonesiasentris yang
ada selama ini, termasuk konsepsi yang dikembangkan oleh Sartono
Kartodirdjo. Kenyataan keilmuan itu mengakibatkan ketidakmampuan
untuk membangun tafsir Indonesiasentris yang lebih lugas sesuai dengan
muatan  metodologis yang digunakan. Sebaliknya meminjam cara
berpikir Kuntowijoyo, konstruksi Sejarah Indonesia tetap terperangkap
dalam tahap ideologis walaupun secara historiografis seharusnya
telah berada pada tahap keilmuan sejak sejarah struktural, pendekatan
multidomensional atau metodologi sejarah dengan pendekatan ilmu-ilmu
sosial menjadi tren utama dalam penulisan sejarah, terutama para sejarawan
akademik. Konstruksi lama yang sesuai dengan kondisi masyarakat pada
dua dekade pertama pasca-proklamasi kemerdekaan Indonesia terus
berlanjut, padahal kondisi kekinian Indonesia telah berubah dan para
sejarawan telah merekonstruksi Sejarah Indonesia dengan pendekatan
keilmuan. Akibatnya, secara konseptual konstruksi Sejarah Indonesia
yang didasarkan pada Indonesiasentris tidak memiliki perbedaan yang
siginifikan jika dibandingkan dengan sejarah yang didasarkan pada cara
pandang Neerlandosentris atau kolonialsentris (Bambang Purwanto 2006).
Oleh karena itu tidak mengherankan ketika Sejarah Indonesia ditempatkan
pada konteks sejarah lokal, maka konstruksi sejarahnya yang muncul
penuh dengan warna regiosentris dan etnosentris.

Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa pemahaman historiografis
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Indonesia tidak dibingkai oleh dasar kultural tempatan dimana masa lalu
itu terjadi, melainkan tetap pada kultur Barat yang melihat Indonesia
sebagai sebuah koloni yang marginal. Oleh karena itu bukan tidak
mungkin sebenarnya kita semua masih menjadi penerus setia dari tradisi
berpikir historiografis yang diwariskan oleh para orientalis, yang menjadi
dasar berpikir historiografi kolonialsentris (Linda Tuhiway Smith 1990).
Menurut cara berpikir orientalis, masa lalu Indonesia yang berstatus koloni
diibaratkan seperti koleksi museum yang statis. Konstruksi atas masa lalu
yang dihasilkan hanya berfungsi untuk menyenangkan pembacanya yaitu
para pendukung imperialisme dan kolonialisme, yang melihat koloni
sebagai sesuatu yang eksotis namun tidak beradab (Edward Said 1993).
Sampai batas tertentu, keberadaan paradigma sejarah yang berbeda dan
dapat mendekolonialisasi metodologi menjadi sebuah kebutuhan atau
keniscayaan sehingga memberi tempat pada pemikiran tempatan untuk
menjelaskan, memahami, dan memaknai kenyataan-kenyataan historis
yang terjadi di ruangnya sendiri.

Hal-hal di atas menunjukkan bahwa pendapat Mohammad Ali yang
secara tegas membedakan antara konsepsi “Sejarah Daerah™ dan “Sejarah
Indonesia” telah diabaikan selama ini, baik oleh para sejarawan maupun
dalam pemaknaan kesejarahan oleh masyarakat secara umum. Menurut
Mohammad Ali yang menggunakan kenyataan sejarah Sulawesi Selatan
pada abad ke-17 sebagai contoh, menjadikan Sultan Hassanuddin sebagai
pahlawan dan menempatkan Aru Palaka sebagai pemberontak atau
sebaliknya dalam konstruksi sejarah merupakan wujud dari regiosentris dan
etnosentris Makassar atau Bone bukan Indonesiasentris (R. Moh. Ali 2005).
Hal serupa seharusnya juga dilakukan untuk merekonstruksi kenyataan
sejarah dari ekspansi Mataram ke berbagai wilayah di Pantai Utara Jawa
pada masa Sultan Agung. Menurut Mohammad Ali, dalam perspektif
Indonesiasentris  ekspansi Sultan Agung itu “merugikan Indonesia.
Pembinasaan kota-kota dagang Jawa memperkuat kedudukan Belanda dan
melumpuhkan perekonomian Indonesia barat” (R. Moh. Ali 2005). Hal itu

Sy
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berarti membuat kesimpulan yang menyatakan kebesaran Sultan Agung
karena keberhasilannya menaklukkan kota-kota pantai di sepanjang Pantai
Utara Jawa bukan merupakan wujud dari Sejarah Indonesia dalam konteks
Indonesiasentris melainkan cara pandang kedaerahan Sejarah Mataram.

Konsepsi Indonesiasentris yang mengikuti pemikiran kesejarahan
Mohammad Ali itu membawa kita pada sikap kritis terhadap konstruksi
sejarah yang berhubungan dengan kemerdekaan Indonesia yang ada
sclama ini. Fakta-fakta sejarah menunjukkan bahwa bukan nasionalisme
Indonesia yang mengakhiri kekuasaan kolonial Belanda, melainkan
perang vang dipimpin oleh Jepanglah yang telah menghentikan secara
mendadak pada tahun 1942 seluruh kekuasaan kolonial Belanda yang
dibangun secara bertahap selama ratusan tahun. Oleh karena itu, kenyataan
sejarah yang berlangsung antara tahun 1942 sampai dengan 1945 tidak
bisa disebut sebagai masa pendudukan Jepang melainkan masa penjajahan
Jepang. Kata penjajahan yang menggantikan kata pendudukan memiliki
fungsi yang sangat besar untuk mendelegitimasi secara historiografis hak
Belanda atas Indonesia sctelah Jepang menyatakan kekalahan mereka
dalam Perang Dunia II. Cara pandang ini sckaligus menempatkan
Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 sebagai salah satu wujud dari
pilihan rasional dalam perjalanan se¢jarah nasionalisme Indonesia, ketika
kesempatan itu muncul. Hal itu berarti, pergolakan politik dan militer
antara Indonesia dan Belanda pada masa yang selama ini dikenal sebagai
periode revolusi itu sebenarnya bukan antara penjajah dan yang dijajah,
melainkan antara Indonesia yang telah merdeka dan berdaulat dengan
Belanda yang berusaha membangun kembali kekuasaan kolonialnya yang
dominan di atas puing-puing bekas koloninya dan koloni Jepang. Pada
tataran ini, secara historiografis Indonesia ditempatkan sebagai sesuatu
yang sejajar dengan Belanda.

Jika cara berpikir historiografis lama yang menempatkan Indonesia
merdeka dari kekuasaan kolonial Belanda terus dilakukan, maka

scharusnya ada beberapa alternatif waktu untuk mengidentifikasi
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kemerdekaan Indonesia dan kita tidak perlu marah dengan pendapat
Belanda yang menyatakan “‘penycrahan kedaulatan” dan bukan
“pengakuan kedaulatan” sebagai manifestasi dari kemerdekaan Indonesia
dilakukan pada 27 Desember 1949. Selain tanggal itu, maka tanggal 17
Agustus 1950 ketika Republik Indonesia Serikat sebagai hasil bentukan
Belanda dihapuskan secara sepihak memiliki dasar rasionalitas yang kuat
untuk dijadikan alternatif lain dari waktu kemerdekaan Indonesia menurut
logika historiografi Indonesiasentris yang dijabarkan selama ini. Bahkan
tidak menutup kemungkinan tanggal “pembebasan Irian Barat™ dapat juga
dijadikan dasar untuk menyatakan waktu kemerdekaan Indonesia, karena
secara nyata keuntuhan wilayah Republik Indonesia sebagai warisan
seluruh wilayah Hindia Belanda tercapai.

Kekacauan paradigmatik itu pulalah yang menyebabkan ketidakjelasan
konstruksi sejarah yang berkaitan dengan posisi Yogyakarta sebagai ibu
kota Republik Indonesia. Di dalam konstruksi sejarah yang ada selama ini,
cksistensi Yogyakarta sebagai ibu kota Republik Indonesia berlangsung
mulai 4 Januari 1946 ketika Sockarno sebagai Presiden Republik
Indonesia berangkat dari Jakarta menuju Yogyakarta sampai 27 Desember
1949 sehari sebelum Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia
Serikat (RIS) meninggalkan Yogyakarta menuju Jakarta (Suhartono, dkk.
2002). Berdasarkan kajian komprehensif atas data-data yang ada, secara
de facto Yogyakarta mulai menjadi ibu kota Republik Indonesia pada
tanggal 5 Januari 1946 bukan 4 Januari 1946. Sementara itu keputusan
untuk memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Yogyakarta dilakukan
secara resmi pada tanggal 3 Januari 1946, sedangkan tanggal 4 Januari
1946 lebih merupakan waktu simbolik dari proses perpindahan itu, yang
ditandai oleh keberangkatan Presiden Republik Indonesia menuju ibu kota
yang baru di Yogyakarta. Di lain pihak, Presiden Soekarno meninggalkan
Yogyakarta menuju Jakarta sebagai ibu kota RIS pada tanggal 28
Desember 1949, bukan 27 Desember 1946 (Kementerian Penerangan

Republik Indonesia 1950). Sementara itu tanggal 27 Desember 1949 yang
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disebutkan di atas sebagai hari terakhir eksistensi Yogyakarta sebagai ibu
kota Republik Indonesia, sebaliknya ditandai oleh pelantikan Mr. Assaat
sebagai Pemangku Jabatan Sementara Presiden Republik Indonesia yang
berkedudukan di Yogyakarta.

Berdasarkan dokumen resmi di dalam Berita Negara Republik
Indonesia dapat dikatakan bahwa paling tidak sampai tanggal 15 Agustus
1950, Yogyakarta tetap berstatus sebagai ibu kota Republik Indonesia. Hal
itu dapat dilihat pada tempat ditandatanganinya Peraturan Pemerintah No.
41 tentang Ijazah Guru Sekolah Lanjutan Umum/Vak yang ditandatangani
Mr. Assaat. Menurut dokumen itu, Peraturan Pemerintah itu ditetapkan
di Yogyakarta pada tanggal 15 Agustus 1950 (Berita Negera Republik
Indonesia No.1-68 1950). Satu hal yang perlu diperhatikan, pada hari yang
sama Presiden Soekarno juga menandatangani rancangan UUD Negara
Kesatuan atau kemudian lebih dikenal sebagai UUD Sementara dan
sekaligus memproklamasikan pembentukan Negara Kesatuan Republik
Indonesia, sebagai wujud dari kesepakatan antara pemerintah RIS dan
pemerintah Negara Bagian Republik Indonesia (P. J. Suwarno 1994;
Nugroho Notosutanto 1976). Keberadaan Yogyakarta sebagai ibu kota
Republik Indonesia tentu saja berakhir secara resmi setelah RIS dibubarkan
pada 17 Agustus 1950, dan Republik Indonesia menjadi satu-satunya
kekuasaan resmi di wilayah yang pernah menjadi tanah jajahan Belanda
dan Jepang ini. Sejak saat itu Jakarta kembali menjadi ibu kota Republik
Indonesia, sedangkan Yogyakarta kembali kepada status awalnya menjadi
sebuah propinsi di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang
berstatus sebagai daerah istimewa. Status itu didasarkan pada UU No. 3
tahun 1950 tentang pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta tertanggal
3 Maret 1950, yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia yang
pada waktu itu bestatus sebagai negara bagian RIS.

Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan tidak terjadi kejumudan
mutlak dalam perkembangan pemikiran kesejarahan di kalangan sejarawan

di Indonesia, karena secara personal beberapa sejarawan generasi
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berikutnya, paling tidak diwakili Taufik Abdullah dan Kuntowijoyo telah
berusaha menjabarkan lebih lanjut prinsip-prinsip dasar historiografi
Indonesiasentris untuk membangun konstruksi Sejarah Indonesia sesuai
ilmu sejarah. Hal yang terjadi adalah adanya keengganan meluas dan akut
untuk menjadikan pemikiran kesejarahan baru itu sebagai wacana ilmiah
yang diperdebatkan. Akibatnya, rumusan historiografis yang lebih konkret
tentang operasionalisasi Indonesiasentris baik sebagai sebuah perspektif
keilmuan untuk merekonstruksi sejarah sebagai peristiwa maupun
pemaknaan terhadap kenyataan-kenyataan masa lalu tidak terbentuk.
Pada tataran 1ini, terdapat jurang luas yang memisahkan antara pemikiran
kesejarahan yang berkembang di kalangan akademisi dengan pengetahuan
sejarah yang ada di dalam masyarakat, termasuk substansi yang
diajarkan di satuan pendididikan dasar menengah. Hasilnya, historiografi
Indonesiasentris yang bersifat ideologis dan cocok bagi situasi masyarakat
Indonesia pada dekade-dekade awal kemerdekaan terus menjadi diskursus
kescjarahan dominan, ketika sebagian konstruksi Sejarah Indonesia telah
memasuki alam keilmuani dan demokratisasi. Sementara itu tindakan
menafikan keberadaan pemikiran kesejarahan Mohammad Ali telah
mengakibatkan adanya ruang kosong dan hilangnya kesempatan dalam
perkembangan historiografi Indonesia, padahal seharusnya pemikiran
Mohammadi Ali dapat menjembatani perubahan dari fase sejarah ideologis
ke fase sejarah keilmuan yang dimotori oleh Sartono Kartodirdjo. Jika
sejarawan saja tidak mampu keluar dari beban politik yang melestarikan
dendam sejarah, jangan berharap banyak pada masyarakat secara umum
dapat keluar dari kepicikan historiografis.

Ketika kompleksitas kenyataan sejarah bertemu dengan proses
globalisasi yang memunculkan ide tentang sejarah tanpa negeri,
demokratisasi yang menuntut pengakuan atas hak-hak eksklusifindividual,
dan berkembangnya paradigma ilmu pengetahuan yang ingin meruntuhkan

hegemoniorientalisme dan positivisme melalui kesadaran dekonstruktifnya,

tidak ada salahnya untuk mendiskusikan kembali pemikiran kesejarahan
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yang melingkupi historiografi Indonesiasentris, agar ditemukan rumusan
yang lebih tepat dan sesuai dengan jiwa zamannya. Periodisasi Sejarah
Indonesia nampaknya perlu untuk dirumuskan kembali, hal serupa juga
perlu dilakukan pada ruang lingkupnya ketika berbagai hasil penelitian
mutakhir telah menghadirkan bukti-bukti baru yang dapat digunakan
untuk membangun konstruksi yang baru. Perspektif historiografi Indonesia
di masa depan tidak dapat begitu saja menafikan bahwa Indonesia dan
Belanda berbagi masa lalu bersama pada periode tertentu, dan hal serupa
dapat diberlakukan pada Timor Leste. Dalam perspektif yang baru ini
harus ada keberanian untuk membayangkan bahwa sebagian dari masa
lalu Belanda merupakan masa lalu Indonesia itu sendiri, tanpa harus
menghilangkan peran pokok orang Indonesia dan mencruskan dendam
sejarah pada kolonialisme. Kita juga harus menerima dengan lapang dada
bahwa kerajaan Sriwijaya, Majapahit. Aceh atau Makassar bukanlah
Indonesia, dan Indonesia merupakan hasil kesadaran dan kesepakatan
bersama yang baru benar-benar hadir di sebuah koloni Belanda pada awal
abad ke-20.

Pada tataran kultural, historiografi baru itu seharusnya tidak perlu
alergi dengan proses mitologisasi yang bermuara pada subjektivitas
historis, yang sering dituduhkan hanya menjadi ciri historiografi tradisi
dan tidak mungkin dihadirkan oleh konstruksi sejarah berdasarkan ilmu
pengetahuan. Sejarah pada dasarnya adalah historiografi itu sendiri,
sedangkan historiografi adalah refleksi kultural dan sekaligus kesadaran
intelektual yang melibatkan sejarawan baik sebagai secara individual
maupun sosial sebagai agen. Sebagai produk kultural dan sekaligus
intelektual kekinian, maka sampai kapanpun sejarah pasti memilik muatan
subjektivitas. Oleh karena itu konstruksi sejarah yang bertujuan untuk
memahami identitas bangsa tidak akan pernah bisa melepaskan diri dari
mitos. Bahkan sebagai sejarawan yang sangat menjunjung tinggi sejarah

sebagai ilmu dan proses kerja ilmu pengetahuan, Sartono Kartodirdjo

menyatakan bahwa “sejarah nasional kita juga merupakan rekonstruksi
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masa lampau untuk membenarkan eksistensi negara nasional serta
idiologi nasionalisme kita”. Pendapat yang hampir senada diungkapkan
oleh Taufik Abdullah yang berpendapat bahwa, secara konseptual sejarah
nasional berfungsi bagi usaha “ke arah tercapainya integrasi nasional”
sebagai sebuah konsensus. Semua ini akhirnya bermuara pada pilihan
yang tidak mudah bagi para sejarawan Indonesia masa depan untuk
menentukan kemana akan berpihak, antara objektivitas absolut ilmu
pengetahuan yang elitis dan ekslusif atau subjektivitas relatif historiografi
yang mencerdaskan, menyelamatkan, dan mengandung empati tanpa harus
kehilangan sifat kritisnya. Ini semua hanya sebuah tawaran gagasan awal
untuk membicangkan kembali historiografi Indonesiasentris. Mungkin ada
sejarawan Indonesia tertarik untuk mendiskusikannya lebih lanjut, agar
ditemukan rumusan pemikiran kesejarahan yang bermanfaat serta relevan

bagi Indonesia secara keseluruhan dan kemanusiaan di masa kini dan masa

depan.
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uatu hari di sebuah pendopo Museum Blambangan, seorang pelukis

wajah Pak Kojin sedang duduk memegang pensil, di depannya

selembar kertas putih telah diletakkan di papan. Persis di belakang
Pak Kojin berdiri seorang pemuda bernama Agus, sambil memejamkan
mata sedang khusuk membaca doa-doa, menyalurkan energy positif ke
tubuh sang pelukis. Di depan Pak Kojin seorang gadis bernama Dewi
duduk dengan khusuk pula. Matanya menatap tajam ke arah kertas putih
yang masih bersih itu. Sementara itu di belakang Dewi ada Sembilan orang
anak-anak muda yang juga duduk membaca doa-doa. Di pinggir pendopo
sejumlah tokoh masyarakat di Banyuwangi duduk menyaksikan dengan
takjub. Setelah beberapa saat Agus bertanya kepada pelukis, “Apa yang
bapak lihat?” Si pelukis sebentar menjawab, “ada seseorang di samping
Dewi”, Agus kembali bertanya, “Bapak bisa melihat dengan jelas?” Si
Pelukis mengiyakan, “benar seorang perempuan”. “Kalau begitu segeralah
lukis wajahnya di kertas?” perintah Agus. Si pelukispun segera beraksi
menggerakan tangannya melukis sosok wanita di sebelah Dewi. Si pelukis
tampak begitu hati-hati menggoreskan pensilnya ke kanvas. Tiba-tiba Dewi
tubuhnya bergetar sebentar kemudian berteriak, “Matanya tidak seperti itu”.
Sang pelukispun segera mengoreksi bentuk matanya. Kurang lebih dua jam
kemudian lukisan tampak hampir selesai. Sosok perempuan yg tergambar
dari kepala hingga bagian tengah tubuhnya telah selesai digambar. Namun

tiba-tiba, Dewi tubuhnya kembali berguncang keras, sebentar kemudian

jatuh pingsan. Ritual terpaksa berhenti, menunggu hingga Dewi siuman.




HISTORITAS REBANGSAAN DAN DEMOKRASL:
Historiozrah, Pendidikan Scjarah dan Genre

Setelah Dewi siuman, ia dintanya oleh Agus. “Mengapa sampai jatuh
pingsan”. Dewi menjawab dengan lirih, “saya ditendang oleh sosok yang
hadir disampingnya itu, karena lukisan itu belum ada tahi lalatnya. Sctelah
beberapa saat, ritual dimulai kembali. Semua kembali pada posisi duduk
semula, dan pelukis pun kembali melanjutkan pekerjaanya. Setelah kurang
lebih tiga jam akhirnya lukisan itu dapat diselesaikan. Sosok perempuan
berpakaian prajurit itu dipercaya sebagai wajah Sayu Wiwit, seorang tokoh
legendaris dari kerajaan Blambangan yang ditangkap Kompeni pada saat

meletusnya pemerontakan pada tahun 1771-1772.

Cerita di atas bukanlah cuplikan dari sebuah novel, tetapi sebuah
kejadian sebenarnya yang diceritakan kembali oleh Agus Mursidi seorang
pemuda dari Banyuwangi, yang membantu tim pengajuan gelar Pahlawan
Nasional kepada tiga tokoh legendaris dari Banyuwangi yang hidup pada
abad ke-18, yaitu Sayu Wiwit, Wong Agung Wilis, dan Jagapati. Agus
berfungsi sebagai pengundang roh dari ketiga tokoh herois itu, sekaligus
menyalurkan energy positif kepada pelukis agar si pelukis mampu melihat
roh yang dihadirkan itu. Dewi berfungsi sebagai juru bicara si roh, bila si

pelukis melakukan kesalahan dalam melukiskan paras wajah si roh itu.

Ritual menggambar tiga tokoh itu berlangsung lima hari, yang
dilakukan dalam beberapa minggu. Tidaklah mudah menyelesaikan
sebuah lukisan, karena jika si pelukis banyak melakukan kesalahan maka
konkuensinya si juru bicara yang terkena resikonya. Ritual itu berlangsung
hingga lima hari karena Dewi sebagai mediator komunikasi antara si pelukis
dan si obyeknya beberapa kali pingsan. Hal ini sering terjadi karena si
pelukis tidak dapat mengindahkan perintah si roh dan Dewi yang menjadi
sasaran jika instruksi yang 1a berikan tak dipatuhi si pelukis. Apalagi para
penonton ikut punya pendapat tentang lukisan itu sehingga si pelukis sering
kebingungan menuruti pandangan siapa. Tidak hanya Dewi, si pelukis pun

juga mengalami masalah. Selama seminggu tidak bisa tidur karena roh
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salah seorang sosok yang digambarkanya terus membututinya, sehingga

harus dilakukan ritual khusus agar si roh berhenti membayanginya.

Apa yang dilakukan oleh sckelompok masyarakat Banyuwangi
itu adalah bagian dari upaya untuk memenuhi salah satu syarat yang
diajukan oleh pemerintah pusat / Departemen Sosial dalam pengajuan
gelar pahlawan. Pengajuan gelar pahlawan harus di sertai paling tidak tiga
elemen penting, yaitu photo / lukisan dari si tokoh, makam si tokoh dan

juga buku biografi atau kajian ilmiah akademis tentang si tokoh.

Tuntutanitutentutidaklahmudah karenadalamhistoriografi Indonesia,
ketiga tokoh itu memang tidak pernah disebut sama sekali, kecuali dalam
beberapa naskah Babad Balmbangan yang ditulis pada abad ke 18 dan 19,
dan juga di beberapa roman scjarah yang telah ditulis oleh beberapa novelis.
Kajian akademis terhadap ketiga tokoh itu belum pernah dilakukan olch
sejarawan sctidaknya hingga thesis | Made Sujana tahun 1995. Hal-hal
yang meyakinkan bagi masyarakat Blambangan untuk mengajukan gelar
pahlawan kepada ketiga tokoh itu tentu saja berdasarkan pada karya-karya
itu. Namun tekad itu telah bulat, upaya melahirkan pahlawan baru yang
membanggakan rakyat Banyuwangi harus diwujudkan, sehingga upaya
keras untuk memenuhi persyaratan pengajuan gelar pahlawan kepada
ketiga tokoh itu terus dilakukan. Disamping menghadirkan ketiganya dalam
lukisan, perburuan makam serta penulisan buku-buku tentang ketiga sosok
itu dilakukan. Budayawan, intelektual, tokoh masyarakat, pejabat dacrah

hingga masyarakat umum dengan semangat mendukung upaya itu.

Tulisan singkat ini mencoba untuk membahas tentang kebangkitan
historiografi lokal di Banyuwangi kaitanya dengan penggalian identitas
local. Pertanyaan pokok yang hendak dijawab dalam paper ini adalah
mengapa masyarakat Banyuwangi kontemporer tergerak untuk

menggalakan kebangkitan historiografi lokal. Bagaimana karakteristik

budaya lokal mewarnai kebangkitan historiografi lokal di Banyuwangi.
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BLAMBANGAN DALAM BUNGKUSAN LEGENDA

Blambangan merupakan negara fragmentaris yang strukturnya
bahkan dibuat lebih rentan oleh kekacauan politik internal, perang, dan
konsekuensi-konsekuensinya yang tidak dapat ditawar-tawar: intervensi
dan pendudukan asing. Sejak pendiriannya pada paruh akhir abad ke-
13, ibukota Blambangan telah berpindah ke enam lokasi berbeda.' Meski
artifak-artifak historis yang signifikan yang berhasil ditemukan bertanggal
dari masa sangat awal kerajaan tersebut, informasi tentang kerajaan ini
tertutup bagi tradisi historiografi lokal yang, dalam banyak kasus tercampur
dengan mitos dan legenda. Banyak sejarawan meyakini bahwa tidak lama
setelah kejatuhan Tumapel atau Singasari dan pendirian Majapahit pada
paruh akhir abad ke-13 (1293), sebuah kerajaan baru didirikan di sebelah
timur Jawa menggunakan nama Blambangan. Pendiri kerajaan ini dan
lokasi ibukotanya yang tepat sangat sulit ditentukan. Versi prosa dari Babad
Blambangan menyatakan bahwa raja pertama Blambangan adalah Menak
Sopal, namun penulis babad menjelaskan bahwa tidak ada yang dapat
diceritakan mengenai raja ini dan pemerintahannya.? Kronik lain, Babad
Sembar, meletakkan Lembu Miruda di puncak pohon keluarga Blambangan
dan menunjuk Watu Putih (dekat Panarukan) sebagai ibu kotanya. Pada
abad ke-14 (1365) Blambangan juga disebut dalam sebuah kakawin (puisi
lama Jawa), Negarakertagama, dan sebuah kronik Melayu, Hikayat Raja-
raja Pasei. Sumber lokal lain, Serat Pararaton, menyatakan bahwa pada
masa pemerintahan Kalagemet atau Jayanagara (1309-1328), Majapahit
meluaskan kekuasaannya ke belahan timur Jawa, menekan ke arah timur
Lumajang termasuk Blambangan. Kemudian, pada masa pemerintahan
Rajasanagara atau Hayamwuruk (1359-1389), kawasan ini dihadiahkan
pada anaknya Bhre Wirabumi. Ketika Hayamwuruk meninggal pada tahun

1 Gagasan mengenai Blambangan sebagai Negara fragmentaris diperkenalkan oleh [ Made Sujana.
Pengarang mengasosiasikan Blambangan dengan Nagari Tawon Madu. lihat, | Made Sujana.
Nagari Tawon Madu, 3.

2 Babad Notodinngratan, dalam Winarsih Arifin, Babad Blambangan (Yogyakarta: Bentang
Budaya, 1995).
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1389, sepupunya dan menantu laki-lakinya, Wikramawardana, berkuasa,
namun sepuluh tahun kemudian penguasa ini turun tahta dan menarik diri
ke pedalaman untuk menjadi seorang petapa. Dia mengambil keputusan
ini setelah kematian putra tunggalnya, yang bakal menjadi penggantinya.
Sebelum mengundurkan diri, dia memilih satu-satunya putrinya yang masih
hidup, Dewi Suhita, sebagai pewarisnya. Bhre Wirabumi menolak keputusan
tersebut, dan mencoba untuk melepaskan Blambangan dari Majapahit. Hal
ini berujung pada pecahnya perang antara Majapahit dan Blambangan (1404-
1406), yang berakhir dengan kehancuran Bhre Wirabumi, yang kemudian
dipenggal lehernya. Kepalanya dipersembahkan kepada Ratu Majapahit.

MENAKJINGGA, WONG PINGGIR DAN STIGMA JAWA

Sejarah Kematian Bhre Wirabumi sama dengan salah satu cerita yang
dituturkan dalam epik Jawa terkenal Serat Damarwulan. J. L. A. Brandes
mengasosiasikan Bhre Wirabumi dengan Raja Menak Jingga, seorang
figur antagonis dalam epik tersebut. Garis yang diambil dalam cerita ini
adalah bahwa Menak Jingga, raja Blambangan, tidak mengakui kedaulatan
Majapahit dan dia ingin menikahi Ratu Majapahit, Kencanawungu
(Dewi Suhita). Sang Ratu menolak lamaran Menak Jingga dan mengirim
Damarwulan ke Blambangan untuk membunuhnya. Pada saat perang
terjadi, Menak Jingga terbunuh dan kepalanya pun dipersembahkan pada
sang Ratu. Sebagai imbalannya, sang Ratu menikahi Damarwulan dan

mengangkatnya ke singgasana.’

Penulis Babad Blambangan juga menempatkan cerita Menak Jingga
pada plot utama sejarah Blambangan. Menurut babad ini, setelah penaklukan
Raja Brawijaya menganugerahkan Blambangan pada Ajar Gunturgeni,
seorang petapa dari Tengger, yang dengan gagah berani mengusir musuh
dari Majapahit. Petapa ini juga dianugerahi nama baru, Pamengger. Akan

tetapi, Pamengger tidak memiliki anak yang dapat menggantikannya. Yang

3 Brandes, ‘Verslag over een Babad Balambangan’.
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dia miliki hanyalah seekor anjing. Dia mengubah anjingnya tersebut menjadi
sesosok manusia, namun tidak sempurna, kepala sosok manusia itu masih
berbentuk anjing. Dia menamai makhluk ciptaannya ini sebagai Menak
Jingga dan menaikkannya ke singgasana. Dari titik ini, kisah berlanjut
seperti yang telah disebutkan dalam epik di atas. Sekali lagi, Menak Jingga

dilengserkan oleh Damarwulan.

Bhre Wirabumi, Pamengger, dan Menak Jingga, semua tokoh ini
barangkali merujuk pada satu figur yang sama. Jika yang pertama diterima
sebagai figur yang lebih historis, maka dua yang terakhir mestinya
merupakan personifikasi dari yang pertama. Patung yang disebutkan oleh
Veth barangkali adalah patung Bhre Wirabumi. Siapa pun yang menulis epik
Damarwulan, maka pastilah dia dipenuhi dengan gairah tentang kejayaan
Majapahit. Menak Jingga dianggap bukan manusia dan diasosiasikan tidak
berbeda dengan anjing. Barangkali penulis babad Blambangan menolak
untuk mengakui sosok penuh tanda tanya semacam itu sebagai Bhre
Wirabumi atau Pamengger, ke dalam pohon keluarga Blambangan. Oleh
karena itu, dia menciptakan seorang penjahat, Menak Jingga, yang sifat-sifat
menjijikkan dari Pamengger. Dengan kata lain, penulis mengakui Menak
Jingga sebagai salah satu raja Blambangan, namun secara genealogis dia
tidak disangkutkan pada garis utama keluarga. Barangkali ini merupakan
sebuah upaya untuk menghapus noda politik pada dinasti penguasa
Blambangan.

Blambangan sangat jarang disebut dalam historiografi Indonesia.
Dalam karya pionirnya Pengantar Sejarah Indonesia dan berjilid-jilid
buku Sejarah Nasional Indonesia* karyanya, Sartono Kartodirdjo tidak
sekalipun membuat kalimat tentang kawasan tersebut. Sebelum penerbitan
karya I Made Sujana pada tahun 2003, episode sejarah Blambangan hanya
dapat ditemukan pada karya-karya C. Lekkerker dan H. J. De Graaf.

4 Sartono Kartodirdjo, Pengantar Sejarah Indonesia: Dari Emporium ke Imperium, 1600-1800
(Jakarta: Gramedia, 1987); Idem. (et.al.), Sejarah Nasional Indonesia. 6 jil, (Jakarta: Departemen
Pedidikan & Kebudayaan,1976)
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Karya penting Lekkerker tentang Java s Qosthoek sangat jarang dibaca
oleh para pembaca Indonesia karena ditulis dalam bahasa Belanda. Saya
mendapatkan banyak manfaat dari penelitian penting ini. Meski demikian,
cerita dramatis Blambangan sangat populer di antara penduduk Indonesia,
terutama mereka yang hidup di Jawa, karena roman kerajaan Blambangan
sering kali ditulis dalam banyak novel atau disebut-sebut dalam tradisi
oral dan tulis lokal (babad). Oleh karena itu, dalam benak penduduk
Indonesia Blambangan lebih sering atau setidaknya dianggap sebagai

tanah impian.®

Pada tahun 1935, sebuah novel tentang Blambangan berjudul Digdaja
diterbitkan dalam majalah sastra Penghidoepan. Pengarang dari novel ini,
Tan Boen Swie (T.B.S), mencoba menjawab teka-teki mengenai asal usul
Tivang Pinggir atau Wong Pinggir, sebuah komunitas terpisah yang hidup
di Surakarta dan Yogyakarta. Tivang Pinggir berasal dari ujung timur
pulau Jawa atau pinggiran, Blambangan tepatnya. Tiyang Pinggir atau

rakyat Blambangan terkenal digdaya (sakti).

Tan Boen Swie menceritakan bahwa pada masa Mataram, laki-laki
dari Blambangan digunakan sebagai coban (Guinea-pig) senjata yang lazim
mereka gunakan dalam pertempuran. Jika seseorang mati, senjatanya akan
dianggap sakti dan ampuh dalam pertempuran.” Perempuan mereka diminta
menjadi perawat anak-anak kerajaan. Rakyat percaya bahwa ketika mereka
hamil, perempuan Blambangan rajin meminum sebuah cairan herbal yang
dibuat dari dedaunan rajegwesi. Ini menjadikan warna air susu mereka
setengah wulung (semi-indigo), dan seorang bayi yang mengonsumsi air

susu tersebut akan tumbuh menjadi seorang yang digdaya.

51 Made Sudjana, Nagari Tawon Madu: Sejarah Politik Blambangan Abad XVIII (Bali: Larasan-
Sejarah, 2001); C. Lckkerkerker, ‘Blambangan’ /G, 45/2, (1923); H. J.de Graaft, Geschiedenis van
Indonesié (s-Gravenhage: Nijhott, 1949).

6 Mengenai Tiyang Pinggir, lihat Sochari, "Pinggir’, Djava, 3-6, (1929), 160-168.

7 Tan Boen Swie, Digdaja (Socrabaja: Tan’s Drukkerij, 1935). Diterbitkan juga dalam Penghidoepan,
no. 128, (1935). Novel kedua, Tjoban: Samboengan dari Digdaja (Soerabaja: Tan’s Drukkerij,
1936), juga diterbitkan dalam Pengidoepan, no. 133, (1936).
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dipindah ke Mataram dan direkrut scbagai anggota pasukan kerajaan, di
mana mereka disebut sebagai Prajurit Blambangan. Setelah pembagian
Mataram pada tahun 1755, korps Prajurit Blambangan terpecah menjadi
dua kelompok. Satu kelompok tetap berada di bawah administrasi
Surakarta, sementara satunya lagi dipindah pada Sultan baru,
Hamengkubuwana | Yogyakarta. Di Surakarta, pada masa kekuasaan
Pakubuwana III, korps Prajurit Blambangan dibubarkan karena mereka
tidak lagi digdaya, namun mereka kemudian dirckrut lagi pada masa
pemerintahan Pakubuwana IV (1788-1820). Korps baru ini diberi 400
pangkon lungguh (tanah garapan) atau sekitar 100 bahu, terletak di
sekitar Kartasura dan Ngadireja. Pada masa pemerintahan Pakubuwana
IV korps Prajurit Blambangan berada di bawah komando Pangeran
Aria Mangkubumi II. Setelah kematian Mangkubumi II, korps Prajurit
Blambangan dibagi menjadi dua kelompok; Suratetana dan Jayatetana,
yang kemudian lebih terkenal sebagai Prajurit Kartasura. Setelah masa

itu, nama Prajurit Blambangan surut di Surakarta.

Citra Blambangan sebagai tanah air wong digdaya masih terus
terpelihara hingga kini. Banyuwangi, nama saat ini untuk Blambangan,
telah lama menikmati reputasi sebagai salah satu pusat ilmu hitam yang kuat
dan kekuatan supernatural lainnya di Indonesia; sebuah kehormatan yang
juga dimiliki oleh Banten di Jawa Barat dan pulau Lombok. Ilmu hitam
yang dipraktekkan di Banyuwangi saat ini dipercaya sebagai campuran
kepercayaan animistik dan mistisisme Islam, yang ditumbuhkan dalam
atmosfer konflik antar agama yang menguasai istana Blambangan sejak
abad ke-16. Rakyat Banyuwangi meyakini dengan sepenuh hati bahwa
scluruh kekacauan—baik komunal ataupun personal-disebabkan oleh
ilmu hitam. Kematian yang tidak wajar atau tiba-tiba, kegagalan panen,

kematian ternak, dan persoalan pernikahan ini segalanya dianggap sebagai

hasil kerja keji para dukun santet lokal. Pada tahun 1998, pembunuhan
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massal atas ratusan praktisi ilmu hitam menjadi salah satu isu politik besar

pemerintahan Presiden Abdurrachman Wahid.®

USING, STIGMA BALI DAN IDENTITAS YANG DIPAKSAKAN

Stigmatisasi yang menimbulkan perdebatan panjang dan juga
kebingungan adalah penggunaan istilah “osing” atau “using” untuk
menyebut masyarakat asli Banyuwangi dan bahasa yang mereka gunakan.
Sebagian besar masyarakat Banyuwangi kontemporer tidak memahami
konteks historis dan anthropologis istilah ini, sehingga walaupun stigma
yang sebenarnya memiliki makna negatif ini justru yakini sebagai identitas
lokal.

Dua puluh tahun terakhir istilah “using” semakin populer di
Banyuwangi, terutama setelah pemerintah menerapkan otonomi daerah.
Using yang pada awalnya hanya dipakai untuk menyebut sekelompok kecil
penduduk asli Banyuwangi dan dialek yang mereka gunakan itu kini telah
diadopsi secara formal oleh pemerintah daerah untuk dijadikan sebagai
indentitas atau ikon daerah. Using kini memiliki asosiasi yang lebih luas
untuk menyebut kebudayaan Banyuwangi secara keseluruhan. Hampir
segala bentuk hasil budidaya penduduk di wilayah ini kini disertai dengen
embel-embel “Using”. Ben Arps menyebutnya gejala yang massive ini

dengan ambience.

Pada umumnya para ahli sepakat bahwa, secara etimologis
istilah “using” berasal dari bahasa Bali “sing” yang artinya “tidak”
atau “bukan”, namun demikian hingga kini belum ada penjelasan yang
memuaskan mengapa istilah using diapakai untuk menyebut penduduk

asli Banyuwangi. Beberapa interpretasi yang ada umumnya masih sangat

8 Mengenai pembantaian ini, /ihat Veven S. P. Wardhana (ed.), Geger Santet Banvinwvangi (Institut
Studi Arus Informasi ISAI). Lihat juga S. Saiful Rohim, Merah Durah Santet di Banvuvangi.
Jakarta: Metro Pos, 1998); Jason Brown, ‘The Banyuwangi Murders™ (The Australian Consortium
of In Country Indonesian Studies, 1999): Sunarlan, *Keckerasan Negara dan Konflik Elite: Studi
Kasus di Banyuwangi 1998-1999°, Jurnal Demokrasi dan HAM, vol. 2 (2002), 110-136.

.

BICORT




3 HISTORITAS KEBANGSAAN DAN DEMOKRASI:
Historiograli. Pendidikan Scjarah dan Genre

spekulatif. Seorang ahli filologi dan linguistic dari Universitas Leiden,

Ben Arps, misalnya mengasosiasikan istilah sing ini dengan cara orang
Surakarta dan Yogyakarta menyebut dialek yang digunakan di wilayah
Banyumas “gak-gakan’ dari kata gak atau yang dalam dialek Surakarta
dan Yogyakarta artinya ora atau tidak. Jadi mereka disebut using karena
dialek yang digunakannya. Ada yang menjelaskan bahwa penggunaan
kata sing sebenarnya hasil dari proses verbasteren dari kata Belanda
Oosterling, yang artinya timur, karena Banyuwangi letaknya di ujung
timur Pulau Jawa. Pendapat ini disampaikan oleh tokoh budayawan senior
Banyuwangi, Pranoto (walaupun istilah ini sebenarnya untuk menyebut
penduduk Timur Asing yang tinggal di Hindia Belanda, yaitu China, Arab,
India dan Jepang).

Para ahli juga telah mencoba menjelaskan siapa sebenarnya
yang menyebut nama using itu. Dari kajian linguistik yang dialakukan,
Ben Arps menyimpulkan bahwa istilah using baru muncul setelah
abad ke-20 mengingat beberapa ahli linguistik Jawa dan Banyuwangi
khususnya, seperti Van der Tuuk, Scholte maupun Stoppelaar tidak pernah
menggunakan istilah ini dalam karya-karyanya. Menurut Ben Arps istilah
ini digunakan oleh penduduk Jawa yang berimigrasi ke Banyuwangi, yang

oleh penduduk Banyuwangi disebut wong kulonan atau mataraman.

Ada upaya menjelaskan bahwa kata using yang artinya “tidak”
atau “bukan” pertama kali dipakai penduduk Jawa dari wilayah Barat
yang berimigrasi dan tinggal di Banyuwangi. Istilah itu dipakai untuk
membedakan diri mereka dengan penduduk asli. Dengan kata lain, “tidak™
atau “bukan” di sini yang dimaksudkan adalah “tidak Jawa” atau “bukan
Jawa”. Penjelasan ini memunculkan pertanyaan mengapa orang Jawa
untuk mengatakan “bukan Jawa’ atau “tidak Jawa” tidak menggunakan
istilah sendiri yang lazim digunakan yaitu “ora Jawa” atau ‘“dudu

Jawa”. Masyarakat Jawa di Jawa Tengah biasanya menyebut orang luar

dengan “wong sabrang”, atau jika ingin mengatakkan orang yang tidak
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berkepribadian Jawa dengan istilah “durung Jawa™ artinya belum Jawa.
Dalam konteks kebudayaan Jawa, “durung Jawa” jika ia belum bisa
mengaplikasikan unsur-unsur penting kejawaan, yaitu bahasa (yg tediri
dari ngoko, alus dan krama) dan segala norma dan nilai yang melekat

dalam kebudayaan Jawa.

Di samping itu penjelasan di atas tidak dapat menunjukkan asosiasi
logis tentang penggunaan kata “sing” yang jelas dari bahasa Bali itu
dengan unsur ke-Bali-annya, baik secara historis, sosiologis maupun
anthropologis. Benar bahwa penduduk Jawa di Banyuwangi menyebut
penduduk itu dengan istilah “using”, tetapi apa asosiasi logis kata itu
dengan Bali dimana istilah itu berasal. Jawaban yang muncul biasanya
hanya mengatakan bahwa karena Banyuwangi secara geografis dekat
dengan Bali, sehingga wajar jika ada unsur bahasa Bali yang didopsi dalam
bahasa orang Banyuwangi asli. Pertanyaanya kemudian adalah, mengapa
yang diadopsi adalah kata “sing” yang artinya “bukan atau tidak”, dan
bukan kata Bali lain dengan makna tertentu yang lain pula. Apa penjelasan

logisnya ketika digunakan untuk meyebut penduduk asli Banyuwangi.

Kegagalan para anthropolog dan linguistik dalam memberikan
penjelasan makna sebenarnya dari istilah ini disebabkan kerana pendapat
mereka tidak didukung fakta-fakta historis. Data-data linguistik,
anthropologis dan historis harus dipadukan untuk memahami konteks
sosio-historisnya. Data-data historis yang dimaksud adalah rekaman-
rekaman atau catatan-catatan factual tentang kehidupan sosial politik
masyarakat Banyuwangi khususnya dari abad ke 17 hingga awal abad ke-
20. Data-data antropologis adalah laporan-laporan penelitian antropologis

di Banyuwangi terutama yang dilakukan pada periode yang sama.

Para ahli linguistik dan budaya telah berhasil melacak makna
using dari sisi etimologis, sementara para anthropolog telah berhasil

mengungkapkan karatketristik enografis dari masyarakat Banyuwangi

yang disebut wong using itu sendiri. Lalu pertanyaan tersisa yang belum
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mendapatkan jawaban yang memuaskan adalah mengapa masyarakat asli
Banyuwangi itu disebut using yang artinya “tidak atau bukan”. Kutipan di
bawah ini adalah jawaban dari pertanyaan ini:

Nog verder werpt de Blambanganers het van zich af, dat hij van Balincesche
origine zou wezen. Wanneer wordt opgemerkt, dat zijn schildvorming gezicht met
dat van vele Baliers overeenkomt, lach hij spotend, of hij zcggen wil: “gelijk is nog
geen elgen!™ “twaren slechten menschen, die baliers,” voert hij eenigzins beleedigd
aan. En wanneer vergoelijkend opgemerkt wordt, dat zc veelal voor een vergrijp
tegen de kaste (in verbintenis met een vrouw van hoogerc kaste bijv.) naar hier
warden verbannen, dan wij hij zich niet laten overtuigen, maar bromt: moordenaars
en dieven waren het. Orang nakal betoel.

De nam “Oesingers” waaronder de Blambanganners in den Qosthoek
bekend zijn en dic atkomstig is van het Balische “sing” neen, geldt min of meer
als beleedigend. “Wong Oesing” betekent™ zooveel als geen mensch, en voor een
zelfbewust mensch is dit inderdaad beneden alles.

[Orang Blambangan menolak pernyataan bahwa ia keturunan dari orang Bali.
Ketika dikatakan bahwa raut mukanya mirip dengan wajah kebanyakan orang Bali
ia tertawa dengan sinis, kemudian menjawab “mirip tidak berarti sama”. Mercka
adalah orang-orang jahat, orang-orang Bali itu.” Demikian ia mengatakan dengan
nada mengejek. Dan ketika i1a dikatakan sering diusir karena sifat ofensifnya
terhadap kasta tertentu (biasanya terhadap wanita dari kelas yang lebih tinggi),
ia masih tidak yakin, tetapi dengan sinis akan mengatakan: “bukankah mercka itu
pembunuh dan pencuri? “Orang nakal betul”.

Nama “oesing” yang biasa digunakan untuk menycbut orang Blambangan
di ujung timur (Jawa) dan yang diambil dari istilah Bali “sing” atau “bukan”,
dipandang kurang atau lebih e¢jekan. “Wong Oesing™ berarti “bukan manusia”,

dan bagi kesadaran diri sescorang ini tentu saja ““di bawah segala sesuatu.”]
Kutipan itu diambil dari sebuah laporan yang ditulis oleh seorang
antropolog Belanda yang menyebutkan dirinya dengan “insider” yang
pada tahun 1930-an melakukan penelitian di Banyuwangi dan Bal..
Laporan itu tentu melahirkan suatu pertanyaan historis mengapa antara
orang-orang Banyuwangi dan orang-orang Bali saling mengejek atau
merendahkan satu sama lain. Hal ini tentu hanya bisa dijawab dengan

fakta-fakta sejarah.

Sentimen anti-Bali di  kalangan rakyat Banyuwangi atau

Blambangan sebenarnya telah muncul sejak awal abad ke 18, ketika

Blambangan dikuasai oleh Bali. Sejak berada di bawah kekuasaan
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Bali Raja-raja Blambangan diikat pernikahan dengan putrid-putri dari
Bali. Sehingga di kalangan elit kraton di Blambangan mulai terjadi
percampuran darah, Blambangan-Bal atau peranakan Blambangan
Bali. Ketika pengaruh Islam mulai menguat di kalangan elite kraton
Blambangan, sentiment anti Bali mulai muncul, sehingga muncul upaya
sistematis untuk melenyapkan keturunan Baii dari bikokrasi kerajaan.
Hal ini pula yang sering melahhirkan konflik politik dalam setiap
suksesi di kerajaan Blambangan. Di level bawah banyak rakyat Bali
vang didorong hijrah menyeberangi selat Bali ke Blambangan untuk
mengembangkan penanaman padi yang luas. Kerajaan-kerajaan di
Bali yang endemic dengan perang memerlukan persedian pangan yang
besar, dan Blambangan adalah tempat yang pas untuk dijadikan sebagai
lumbung pangan. Migrasi orang-orang Bali ini juga mendorong semakin
luasnya perkawinan campur antara orang-orang Bali dan Blambangan.
Sehingga muncul kelompok masyarakat yang pada abad ke-18 disebut
sebagai punakawan, untuk menyebut mereka yang memiliki darah Bali

atau peranakan Bali.

Kolonialisme Bali atas Blambangan membuat masyarakat
menderita sehingga masyarakat Blambangan ingin sekali lepas dari
kekuasaan Balli. Hal mendapat momentumnya ketika VOC ingin datang
menguasai Blambangan. Saat awal kedatangan VOC rakyat Blambangan
menyambut dengan gembira dan membantu membantai para penguasa
Bali di Blambangan. Tentu ini menimbulkan kebencian pula bagi
masyarakat bali terhadap Blambangan, klimak kebencian itu terjadi
ketika Blambangan diislamkan oleh Kompeni. Upaya Bali menjadikan
Blambangan sebagai tembok terakhir untuk membentengi masuknya

Islam di Bali gagal.

Hal lain ialah sistem sosial yang diterapkan di Blambangan oleh

penguasa Hindu di Bali. Orang Blambangan yang menikah dengan orang

Bali, sekalipun dengan perempuan dengan kasta yang paling rendah, ia




HISTORITAS KEBANGSAAN DAN DEMOKRASI:
Historiograh, Pendidikan Scjarah dan Genre

tidak pernah diakui masuk dalam struktur kasta di Bali. Mereka tetap
dianggap sebagai out of caste, lebih rendah dari kasta paling rendah di
Bali, atau dengan kata lain “osing™ manusia tak berkasta atau geen meens

(bukan manusia).

Kembali kepada laporan anthropolog Belanda di atas, orang
Blambangan justru mengklaim dirinya sebagai “echte Javaan™ atau orang
Jawa tulen. Tentu klaim ini sangat personal, subyektif dan mengandung
bias dan ethnical prejudice warisan historis peristiwa-peristiwa politik
yang dialami masyarakat Blambangan yang telah mengendap selama
lebih dari satu setengah abad berada pada kekuasaan Bali. Kemudian
apakah kemudian yang disebut wong using, yang selama ini dianggap

“orang asli” Banyuwangi itu sebanarnya adalah keturunan Bali?

Kembali sebuah fakta historis dari paruh kedua abad ke delapan belas
sangat menarik untuk dipertimbangkan. Setelah Kompeni mengetahui
bahwa beberapa rangkaian pemberontakan yang dilakukan oleh rakyat
Blambangan selalu didukung oleh orang-orang Bali, maka Kompeni mulai
membersihkan unsur-unsur Bali dalam birokrasi di Blambangan, dari level
paling rendah hingga tertinggi. Orang-orang Bali dan peranakan Bali di
Blambangan diburu dan dibunuh. Kompeni hanya akan pengangkat para
kepala lokal itu dari orang asli Blambangan. Namun demikian rupanya
Kompeni sendiri tidak bisa berkutik ketika menghadapi kenyataan
bahwa Karangandul, orang yang paling dipercaya ditunjuk sebagai
kepala di Blambangan ternyata memiliki darah Bali. Sehingga rencana
untuk pengangkatannya dipermasalahkan. Namun menarik kemudian
pernyataan Karangandul ketika kesetiaannya kepada kompeni diragukan.
Ia mengatakan, “Karena semua kenyataan itu, Belanda pun tak punya
pilihan selain tetap mengangkat Karangandul sebagai kepala distrik di

Banyuwangi.”

Fakta-fakta itu menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk

Blambangan sekalipun dalam tubuh mereka mengalir darah orang Bali
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tetapi mereka tidak pernah mau disamakan dengan orang Bali karena alasan
historis itu. Bahkan mereka merasa darah Bali dalam tubuh mereka itu
penyebab malapetaka, karena selama pendudukan VOC mereka dimusuhi,
diburu, dibunuh dan hendak dimusnahkan karena darah Bali dalam
tubuhnya. Tentu saja bagi orang-orang Bali, using bukan hanya mereka
yang asli Blambangan, tetapi juga peranakan Bali, yang walaupun di dalam
tubuh mereka memancar darah Bali tetapi tidak pernah bisa masuk dalam
sistem kasta mereka. Baik orang asli Banyuwangi maupun peranakan
Bali di Blambangan tak bisa dibedakan secara kultural, sekalipun secara
fisik mereka mungkin memiliki kemiripan dengan orang Bali. Peranakan
Bali di Blambangan tak akan mudah mengakrabi kultur Bali karena pada
umumnya peranakan Bali di Blambangan tidak pernah melihat apalagi

tinggal di Bali.

HISTORIOGRAFI LOKAL

Kebangkitan historiografi lokal di Banyuwangi dapat dilacak dari
tahun 1977, ketika Bupati Banyuwangi Joko Slamet Supaat membentuk
sebuah tim penulisan buku Selayang Pandang Blambangan. Tim ini
diketuai oleh Sekwilda Banyuwangi Is Soetrisna. Setelah setahun bekerja
tim ini mengeluarkan rekomendasi berupa peringatan hari jadi Banyuwangi
yang berdasarkan penelitian awal diusulkan dua alternative yaitu tanggal
19 April 1691 dengan peristiwa pendaratan penguasa Bali Ki Panji Sakti di
pesisir timur Banyuwangi dan 18 Desember 1771 saat terjadi perang Bayu

antara rakyat Blambangan melawan Kompeni yang dipimpin Jagapati.

Pada tahun 1987, Bupati kembali membentuk tim untuk membahas
rekomendasi dari tim ke pertama. Tim kedua yang dipimpin oleh M
Soepranoto ini tidak mendukung salah satu dari dua alternatif yang

direkomendasikan tim pertama tetapi justru memberikan alternatif tanggal

atas kelahiran Banyuwangi, yaitu 7 Desember 1773. Tanggal itu mengacu
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pada pengangkatan Mas Alit sebagai Bupati pertama di Banyuwangi

dengan gelar Raden Tumenggung Wiraguna.

Tentu saja usulan baru itu mendapat tentangan dari Tim pertama,
yang menganggap bahwa tanggal itu berbau kolonial, dan kurang memiliki
nilai heroisme lokal yang dapat dijadikan scbagai panutan bagi generasi
muda. Protes tim pertama ini didukung olch Dewan Harian Cabang
1945. sckelompok tokoh tua Banyuwangi yang terdiri dari para pejuang

kemerdekaan tahun 1945,

Perbedaan pendapat itu terus meruncing hingga akhirnya pada
tahun 1991 Bupati Banyuwangi kembali memmbentuk tim baru dan
membubarkan tim-tim sebelumnya. Tim baru yang dipimpin oleh Sekwilda
Widodo Pribadi ini tidak bisa bekerja maksimal dan tidak melahirkan
rekomendasi apapun. Hingga akhirnya muncul sebuah buku yang ditulis
oleh Budayawan local, Sri Adi Oetomo. Menelusuri dan mencari Hari Jadi
Kota Banyuwangi. Penulis buku ini mengusulkan dua alternative tanggal
yang telah diusulkan sebelumnya oleh tim sebelumnya, yaitu tanggal 7
desember 1773, saat penunjukkan Mas Alit sebagai Bupati Banyuwangi
dan tanggal 2 Februart 1774 saat pelantikan Mas Alit scbagai Bupati

Banyuwangi.

Banyaknya pandangan baru tentang Hari Jadi Kota Banyuwangi
ini mendorong pemerintah dacrah untuk menyelenggarakan simposium
membahas alternatif-alternatif itu dengan mengundang para sejarawan
akademis dan pakar scjarah lainnya untuk memberikan pandangan akedemis
mereka. Seminar itu diselenggarakaan pada tanggal 9-10 November 1993
dengan agenda pokok membahas tentang Hari Jadi Kota Banyuwangi dan
memunculkan tokoh-tokoh local yang layak diusulkan sebagai pahlawan
nasional. Dalam seminar ini kembali muncul alternatif baru tentang hari
jadi Banyuwangi yang diusulkan oleh arkcolog dari Yogyakarta, Abdul
Cholig Nawawi yaitu tanggal 27 April 1477. Dengan demikian hingga
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diadakan seminar tahun 1993 itu telah ada 5 alternatif tanggal hari jadi
Banyuwangi. Seminar yang dihadiri kurang lebih 200 peserta itu akhirnya
merekomendasikan 18 Desember 1771 sebagai hari jadi Banyuwangi
dan mengusulkan 3 nama tokoh yang akan diusulkan sebagai pahlawan
nasional, yaitu Sayu Wiwit, Wong Agung Wilis dan Jagapati. Ketiganya
adalah tokoh yang hidup pada abad ke 18 yang dipercaya melakukan

perlawanan gigih terhadap Kompeni di Blambangan.

Keputusan ini mendapat reaksi keras dari H. Armaya, seorang
budayawan lokal yang mendukung ide tim kedua yang mengusullkan
tanggal 7 Desember sebagai hari jadi Banyuwangi. Reaksi yang muncul
di media local ini kontan melahirkan polemik di media. Para pendukung
tanggal 18 Desember bereaksi balik, hingga polemik ini berlangsung
lama di media masa. Polemik ini mengundang perhatian kelompok yang
menamakan yang tergabung dalam Pusat Studi Budaya Banyuwangi, yang
Juga mengusung alternatif tanggal baru hari jadi Banyuwangi, yaitu 24
Oktober 1774. Aternatif ini merujuk pada buku yang ditulis oleh sejarawan

Bali [ Made Sujana, Nagari Tawon Madu.

Munculnya alternatif hari jadi Banyuwangi ini sekaligus membentuk
munculnya kelompok pendukung maupun penentangnya. Penetapan 18
Desember 1771 sebagai hari Jadi banyuwangi itu telah membelah clite
di Banyuwangi ke dalam berbagai kelompok itu. Hal ini melahirkan
keprihatinan dari tiga tokoh utama di Banyuwangi yang dipimpin oleh
Haji Slamet. Haji Slamet yang masih keturunan Tawangalun, raja terbesar
di Blambangan dari abad ke-17, membentuk kelompok yang ia sebut
sebagai Tim Independen. Kelompok ini tidak memberikan alternatif baru
hari jadi Banyuwangi tetapi lebih aktif menghadiri kegiatan gesah budaya,
penulisan buku, pembangunan monumen-monumen sejarah dan juga
mempopulerkan sejarah local melalui siaran radio. Tiga buku penting telah

mereka terbitkan antara lain biografi Sayu Wiwit, Wong Agung Wilis, dan

yang terakhir adalah Mencari Sang Menakjingga.
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EPILOG

Sejarah masyarakat Blambangan atau yang dikenal Banyuwangi
sckarang adalah sejarah perjuangan yang panjang melawan penindasan
berutun dari Majapahit, Mataram, Bali, VOC — Belanda, Inggris dan Jepang.
Masyarakat Banyuwangi memang tidak memiliki tradisi sejarah lokal
yang mandiri sebelumnya. Historiografi tradisional yang berupa babad
dan tulisan sejarah lain banyak ditulis tetapi dari perspektif para outsiders
(orang luar) dan penindasnya. Dominasi outsiders dalam historiografi
lokal di Banyuwangi melahirkan stigmatisasi sebelah mata. Cerita tentang
Menakjingga, Wong Pinggir, Wong Using adalah stereotvpes ciptaan dari
para outsiders. Stigmatisasi ini tidak berhenti di masa kolonial karena
sctelah kemerdekaan masyarakat Banyuwangi terus menjadi subyck
stigmatisasi, dari lumbung komunisme hingga dukun santet. Rejim Orde
Baru turut membangun stigma terutama setelah lagu “Genjer-genjer” yang
diciptakan oleh tokoh-tokoh budayawan Banyuwangi (Muhammad Arif)
menjadi ilustrasi utama film G-30 S/PKI yang tontonkan secara massive
dan simultan kepada rakyat Indonesia. Pasca Orde Baru Banyuwangi
masih menjadi sasaran bagi stigmatisasi, terutama saat kekuatan-kekuatan
tertentu hendak memojokkan sekelompok masyarakat di Banyuwangi
yang memiliki profesi tertentu sebagai dukun santet, ahli mencederai
atau membunuh dengan kekuatan supranatural. Stigmatisasi-stigmatisasi
itu sangat sistematis melibatkan berbagai kelompok, dari penguasa atau

politikus, journalis, pujanngga/budayawan, bahkan para intelektual.

Kebangkitan historiografi lokal di Banyuwangi didorong oleh
semangat dekonstruksi atas historiografi lokal yang mapan yang melahirkan
stigma-stigma sepihak itu. Gerakan kebangkitan historiografi lokal di
Banyuwangi ini bukan cksklusif milik para scjarawan tetapi melibatkan
kalangan yang luas, dari pejabat lokal, guru, budayawan, pengusaha
sampal masyarakat umum. Di sinilah keunikannya, karena kontribusi

dari kalangan yang luas itu maka karakteristik budaya lokal mewarnai
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proses dan wacana pembentukannya. Upaya menghadirkan ketiga sosok
pahlawan Banyuwangi dalam lukisan dengan ritual khusus itu salah satu
dari karakteristik itu. Bagi Rakyat Banyuwangi pengakuan kepada ketiga
tokoh abad ke-18 itu adalah wujud dari penemuan harga diri sekaligus
ingin menunjukkan bahwa Banyuwangi adalah seperti halnya bagian dari
masyarakat Indonesia lainnya yang juga turut andil dalam membangun
berdirinya Indonesia. Tampaknya rakyat Banyuwangi kontemporer masih
harus berjuang lebih keras untuk terus keluar dari stigmatisasi, apalagi
upaya pengajuan gelar pahlawan nasional itu tak dikabulkan. Stigma
terakhir kepada Banyuwangi adalah “industri demo wisata konflik™, seperti
yang diberikan oleh seorang pejabat Pangdam Jawa Timur belum lama ini

ketika berkunjung ke Banyuwangi dan menyaksikan berbagai demonstrasi

dan konflik-konflik yang terjadi di Banyuwangi belakangan ini.
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erkembangan historiografi di Indonesia belakangan ini, terutama
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lembaga, banyak proposal penelitian sejarah yang terkalahkan oleh
penelitian ilmu sosial lain. Salah satu penyebabnya bisa ditudingkan
pada pilihan tema yang antikuarianisme itu sehingga tidak memiliki
manfaat praktis.

3. Daya serap pasar terhadap lulusan Program Studi IImu Sejarah cukup
rendah. Kalaupun mereka terserap pasar, bukan karena latar belakang
akademiknya yang sejarah, tetapi lebih karena kemampuan (praktis)

lainnya.

Realitas seperti itu tidak boleh dibiarkan berlarut. Terutama bagi yang
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terlibat langsung dalam dunia akademik sejarah harus segera menyikapinya.
Sikap yang paling realistis adalah berupaya menghindarkan anak didik
dari memproduksi historiografi yang bersifat antikuarianisme. Sikap ini
tentu membawa implikasi terhadap metode dan metodologi penelitian
yang diajarkan serta paket-paket perkuliahan lainnya. Pendek kata, harus

dilakukakan melalui pembenahan kembali kurikulum pendidikan.

BEBERAPA INDIKATOR

Diduga tidak banyak sejarawan yang sesekali menyisihkan
waktu untuk berpikir, merenung, berdiskusi, dan mengajukan pertanyaan
“bagaimana perkembangan Ilmu Sejarah di Indonesia sekarang ini?
Apakah maju, mundur, atau stagnan?” Jawaban terhadap pertanyaan ini
tidak mudah. Akan tetapi setidaknya sejumlah indikator menunjukkan

kecenderungannya. Indikator itu antara lain:

1) Minat masyarakat untuk menjadi sejarawan.

2) Tingkat produktivitas sejarawan dalam menghasilkan historiografi.
3) Respons masyarakat terhadapnya.

4) Seberapabesarmasyarakat, pemerintah, dan para pemangku kepentingan
(stakeholders) lainnya memanfaatkan sejarawan untuk memberikan
kontribusi pemikiran dalam menyusun perencanaan dan membuat

keputusan.
5) Daya serap lapangan kerja terhadap sejarawan.

Meskipun tidak punya data kuantitatif, dugaan ini tidak akan keliru
bila dikatakan bahwa minat masyarakat untuk menjadi sejarawan sangat
rendah. Tiap tahun, setidaknya di Universitas Padjadjaran, mahasiswa baru
yang masuk tidak pernah melebihi satu kelas, artinya sekira 30 sampai 50

orang. Dari jumlah yang sedikit itu pun kebanyakan yang “tersesat” karena

jurusan sejarah tidak menjadi pilihan utamanya. Apakah ini berarti “raw
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material”-nya pun rendah? Belum diketahui jawabannya.

Berkaitan dengan produktivitas historiografi, nampaknya belakangan
ini cukup tinggi. Akan tetapi tingginya produktivitas ini memiliki masalah
tersendiri karena karya itu lahir “tidak disengaja”. Maksudnya adalah
si penulis tidak sengaja untuk menulis buku. Kebanyakan buku sejarah
yang terbit adalah berasal dari skripsi, tesis, atau disertasi setelah sedikit
mengalami revisi. Akibatnya adalah respons masyarakat terhadap buku-
buku sejarah relatif rendah. Alasannya cukup sederhana, buku-buku itu
tidak nikmat dibaca.

Sejarawan sering terabaikan untuk dimintai pertimbangannya
dalam penyusunan rencana “pembangunan” atau ketika masyarakat atau
pemerintah membuat keputusan-keputusan. Terkesan ada keraguan atas
kemampuan kontributif sejarawan. Kondisi ini sejajar dengan kenyataan
lain, yakni daya serap lapangan kerja terhadap lulusan sejarah. Kita tidak
pernah tahu, bahkan untuk estimasi sekalipun, berapa banyak sejarawan
dibutuhkan pasar tenaga kerja tiap tahun. Oleh karena itu, kalaupun
lulusan sejarah pada akhirnya mendapatkan pekerjaan, itu bukan karena

kesejarawanannya tapi karena kemampuan-kemampuan lainnya.

Terhadap semuanya kenyataan di atas muncul pertanyaan mengapa
demikian? Siapa dan pihak mana yang harus bertanggung jawab? Tulisan

singkat ini akan mencoba menjawab pertanyaan itu.

TEMPORALITAS

Garda terdepan yang sangat besar peranannya dalam menentukan
bagaimana image masyarakat terhadap sejarah dan sejarawan adalah
historiografi, buku atau tulisan-tulisan sejarah. Berkaitan dengan hal ini
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